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Sanksi Pelanggaran Pasal 113 
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 

 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).  

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 
rupiah).  

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang 
Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk 
Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).  

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang 
dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 
10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 
(empat miliar rupiah). 
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Prakata 
 
 

 Hak atas tanah yang melekat dalam bidang tanah sangat 
penting dipahami oleh setiap warga negara Indonesia, Badan Hukum 
yang didirikan di Indonesia dan menggunakan hukum Indonesia 
sebagai dasar hukum pendiriannya. Tidak terkecuali bagi Warga 
Negara Asing yang bekerja di Indonesia dan berkontribusi positif 
dalam pembangunan nasional di Indonesia. Untuk itulah diperlukan 
kepastian hukum bagi pemegang hak untuk hak-hak atas tanah yang 
dikuasainya. 

 Peraturan Perundang-undangan beserta Peraturan Pelaksana-
nya merupakan hal yang penting untuk dipelajari bagi para 
mahasiswa, praktisi di bidang hukum maupun masyarakat. 
Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Peralihan Hak Atas Tanah 
akan diperoleh gambaran tentang hak atas tanah, bagaimana tata 
cara pendaftaran hak atas tanahnya dan kepastian hukum bagi 
pemegang hak atas tanahnya. 

Kepastian Hukum bagi pemegang hak untuk hak atas tanah 
yang melekat pada bidang tanah yang dimilikinya merupakan 
sesuatu yang penting, mengingat dalam setiap jengkal tanah 
mempunyai nilai ekonomis. Tanah tidak hanya menyediakan tempat 
bagi tempat tinggal, pertanian, atau bisnis, tetapi juga menjadi simbol 
stabilitas dan keamanan. oleh karenanya untuk mendapatkan hak 
atas tanah dan mempertahankannya dengan baik, membutuhkan 
pemahaman yang kuat tentang hukum dan regulasi yang mengatur 
hak atas tanah. 

Hak atas tanah bukan hanya masalah lahan fisik, tetapi juga 
serangkaian hak dan tanggung jawab yang terkait erat dengan 
kepemilikan tersebut. Buku ini, Hukum Pertanahan dalam Tindakan: 
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Himpunan Peraturan Agraria Terkait Peralihan Hak Atas Tanah" 
adalah upaya kami untuk memahami, merangkum, dan 
menyederhanakan peraturan-peraturan yang mengatur hak atas 
tanah beserta peralihan haknya. Kami berharap bahwa buku ini akan 
membantu Anda memahami hak atas tanah dengan lebih baik, 
memberikan solusi untuk pertanyaan Anda dalam mengelola bidang 
tanah beserta hak atas tanah yang melekat di atasnya. 

Selamat membaca, dan semoga buku ini membantu Anda 
memahami lebih baik tentang "Hak Atas Tanah." 

 
Penulis 
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Pengantar Penerbit 
 
 

Salam sejahtera, 
 

Kami dengan bangga mempersembahkan buku ini, Hukum 
Pertanahan dalam Tindakan: Himpunan Peraturan Agraria Terkait 
Peralihan Hak Atas Tanah" kepada para pembaca. Buku ini adalah 
hasil kolaborasi dan dedikasi yang kuat dari penulis yang 
berkompeten dan berpengalaman dalam bidang hukum pertanahan. 

 Tanah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. 
Dalam setiap tumpahan tanah, ada cerita tentang bagaimana 
seseorang, keluarga ataupun badan hukum berjuang memperoleh 
hak atasnya, tentang bagaimana hak tersebut dipertahankan atau 
bahkan diuji di dalam ruang hukum. Oleh karena itu, pemahaman 
yang kuat tentang hukum dan peraturan yang mengatur hak atas 
tanah sangatlah penting. 

Buku ini hadir sebagai sebuah sumber informasi yang lengkap 
dan mudah diakses tentang peraturan-peraturan hukum yang 
berkaitan dengan Hak atas tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah. 
Kami percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk memahami 
hak-hak mereka dalam konteks pertanahan. Oleh karena itu, buku ini 
dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembaca, mulai dari 
profesional hukum yang berpengalaman hingga individu yang ingin 
memahami lebih dalam tentang hak atas tanah. 

Dalam buku ini, Anda akan menemukan kumpulan peraturan 
perundangan yang relevan, penjelasan yang jelas, dan panduan 
praktis tentang bagaimana menghadapi masalah-masalah nyata yang 
berkaitan dengan tanah. Buku ini juga akan terus diperbarui untuk 
mencerminkan perubahan dalam hukum pertanahan yang dapat 
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memengaruhi Anda sebagai pemilik tanah atau profesional yang 
terlibat dalam bidang ini. 

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penulis atas 
usaha dan pengetahuan yang mereka kontribusikan untuk membuat 
buku ini menjadi kenyataan. Kami juga ingin berterima kasih kepada 
para pembaca yang telah memilih buku ini sebagai referensi mereka 
dalam menjelajahi kompleksitas hukum pertanahan. 

Semoga buku ini bermanfaat bagi Anda dan memberikan 
wawasan yang berharga dalam memahami "Hak Atas Tanah." Kami 
berharap Anda menikmati membacanya sebanyak yang kami nikmati 
dalam menyusunnya. 
 

Salam hangat, 
Amerta Media 
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UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG 
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 

Menimbang  : a. bahwa di dalam Negara Republik Indonesia 
yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk 
per-ekonomiannya, terutama masih bercorak 
agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai 
karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai 
fungsi yang amat penting untuk membangun 
masyarakat yang adil dan makmur;  

b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku 
sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan 
tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan 
jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, 
hingga bertentangan dengan kepentingan 
rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan 
revolusi nasional sekarang ini serta 
pembangunan semesta;  

c. bahwa hukum agraria tersebut mempunyai 
sifat dualisme, dengan berlakunya hukum 
adat di samping hukum agraria yang di 
dasarkan atas hukum barat;  

d. bahwa bagi rakyat asli hukum agraria 
penjajahan itu tidak menjamin kepastian 
hukum;  

Berpendapat  : a. bahwa berhubung dengan apa yang tersebut 
dalam pertimbangan-pertimbangan di atas 
perlu adanya hukum agraria nasional, yang 
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berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, 
yang sederhana dan menjamin kepastian 
hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan 
tidak mengabaikan unsur-unsur yang 
bersandar pada hukum agama;  

b. bahwa hukum agraria nasional harus 
memberi kemungkinan akan tercapainya 
fungsi bumi, air dan ruang angkasa, sebagai 
yang dimaksud di atas dan harus sesuai 
dengan kepentingan rakyat Indonesia serta 
memenuhi pula keperluannya menurut 
permintaan zaman dalam segala soal agraria;  

c. bahwa hukum agraria nasional itu harus 
mewujudkan penjelmaan dari pada 
Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan, 
Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial, 
sebagai asas kerohanian Negara dan cita-cita 
bangsa seperti yang tercantum di dalam 
Pembukaan Undang-undang Dasar;  

d. bahwa hukum agraria tersebut harus pula 
merupakan pelaksanaan dari pada Dekrit 
Presiden tanggal 5 Juli 1959, ketentuan dalam 
pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Manifesto 
Politik Republik Indonesia, sebagai yang 
ditegaskan dalam Pidato Presiden tanggal 17 
Agustus 1960, yang mewajibkan Negara 
untuk mengatur pemilikan tanah dan 
memimpin penggunaannya, hingga semua 
tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa 
dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, baik secara 
perseorangan maupun secara gotong-royong; 
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e. bahwa berhubung dengan segala sesuatu itu 
perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun 
ketentuan-ketentuan pokok baru dalam 
bentuk undang-undang yang akan merupakan 
dasar bagi penyusunan Hukum Agraria 
Nasional tersebut di atas; 

Memperhatikan : Usul Dewan Pertimbangan Agung Sementara 
Republik Indonesia No. 1/Kpts/Sd/II/60 tentang 
Perombakan Hak Tanah dan Penggunaan Tanah;  

Mengingat : a. Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959; 
b. Pasal 33 Undang-Undang Dasar;  
c. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 

(Lembaran Negara 1960 No.10) tentang 
Penetapan Manifesto Politik Republik 
Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai 
Garis-garis besar daripada haluan Negara, dan 
Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960;  

d. Pasal 5 jo. 20 Undang-Undang Dasar;  
 
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.  
 
Memutuskan:  
Dengan mencabut:  
1. “Agrarische Wet” (Staatsblad 1870 No. 55) sebagai yang termuat 

dalam pasal 51 “Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch 
Indie” (Staatsblad 1925 No. 447) dan ketentuan dalam ayat-ayat 
lainnya dari pasal itu;  

2. a. “Domein Verklaring” tersebut dalam pasal 1 “Agrarisch Besluit” 
(Staatsblad 1870 No.118);  
b. “Algemene Domein Verklaring” tersebut dalam Staatsblad 1875 

No. 119A;  
c. “Domein Verklaring untuk Sumatera” tersebut dalam pasal 1 

dari Staatsblad 1874 No. 94f;  
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d. “Domein Verklaring untuk keresidenan Manado” tersebut 
dalam pasal 1 dari Staatsblad 1877 No. 55;  

e. “Domein Verklaring untuk residentie Zuider en Ooster Afdeling 
van Borneo” tersebut dalam pasal 1 dari Staatsblad 1888 No. 
58;  

3. Koninklijk Besluit tanggal 16 April 1872 No. 29 (Staatsblad 1872 
No. 117) dan peraturan pelaksanaannya;  

4. Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia 
sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai 
hypotheek yang masih berlaku pada mulai berlakunya Undang-
undang ini;  

 
Menetapkan :  UNDANG-UNDANG tentang PERATURAN DASAR 

POKOK-POKOK AGRARIA.  
 

PERTAMA 
Bab I 

DASAR-DASAR DAN KETENTUAN- 
KETENTUAN POKOK 

 
Pasal 1 

(1) Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari 
seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa 
Indonesia.  

(2) Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia 
sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan 
ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan 
nasional.  

(3) Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang 
angkasa termaksud dalam ayat (2) pasal ini adalah hubungan 
yang bersifat abadi.  
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(4) Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula 
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air.  

(5) Dalam pengertian air termasuk baik perairan pedalaman 
maupun laut wilayah Indonesia.  

(6) Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang di atas bumi 
dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.  

 
Pasal 2 

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 
Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi air 
dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, 
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.  

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk:  
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa 
tersebut;  

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;  

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 
antara orang-orang dan perbuatanperbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.  

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara 
tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai 
sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, 
kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara 
hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.  

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya 
dapat dikuasakan kepada daerahdaerah Swatantra dan 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan 
tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut 
ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.  
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Pasal 3 
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 
pelaksanaan hak ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakat-
masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih 
ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan 
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta 
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi.  
 

Pasal 4 
(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud 

dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas 
permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.  

(2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang 
bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang 
yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang 
langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam 
batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-
peraturan hukum lain yang lebih tinggi.  

(3) Selain hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) 
pasal ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.  

 
Pasal 5  

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah 
hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, 
dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang 
tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan 
perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-
unsur yang bersandar pada hukum agama.  
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Pasal 6  
Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. 

 
Pasal 7  

Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan 
penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.  

 
Pasal 8  

Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 2 diatur pengambilan kekayaan alam yang terkandung dalam 
bumi, air dan ruang angkasa.  

 
Pasal 9 

(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang 
sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-
batas ketentuan pasal 1 dan pasal 2.  

(2) Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita 
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu 
hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik 
bagi diri sendiri maupun keluarganya.  

 
Pasal 10 

(1) Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak 
atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau 
mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-
cara pemerasan.  

(2) Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat (1) ini akan diatur 
lebih lanjut dengan peraturan perundangan.  

(3) Pengecualian terhadap asas tersebut pada ayat (1) pasal ini 
diatur dalam peraturan perundangan.  
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Pasal 11  
(1) Hubungan hukum antara orang, termasuk badan hukum, dengan 

bumi, air dan ruang angkasa serta wewenang-wewenang yang 
bersumber pada hubungan hukum itu akan diatur, agar tercapai 
tujuan yang disebut dalam pasal 2 ayat (3) dan dicegah 
penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang 
melampaui batas.  

(2) Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum 
golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan 
kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin 
perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomis 
lemah.  

 
Pasal 12  

(1) Segala usaha bersama dalam lapangan agraria didasarkan atas 
kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam 
bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotongroyong lainnya.  

(2) Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain 
menyelenggarakan usaha-usaha dalam lapangan agraria.  

 
Pasal 13  

(1) Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan 
agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi 
dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 
ayat (3) serta menjamin bagi setiap warganegara Indonesia 
derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi 
diri sendiri maupun keluarganya.  

(2) Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan 
agraria dari organisasiorganisasi dan perseorangan yang 
bersifat monopoli swasta.  

(3) Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat 
monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.  
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(4) Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan 
sosial termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di 
lapangan agraria.  

 
Pasal 14  

(1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) 
dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) 
Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu 
rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan 
penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya:  
a. untuk keperluan Negara;  
b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci 

lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;  
c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, 

kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;  
d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, 

peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;  
e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi 

dan pertambangan.  
(2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan 

mengingat peraturanperaturan yang bersangkutan, Pemerintah 
Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan 
bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan 
keadaan daerah masing-masing.  

(3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) 
pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai 
Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari 
Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah 
Tingkat III dari Bupati/ Walikota/Kepala Daerah yang 
bersangkutan.  
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Pasal 15  
Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta 
mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan 
hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan 
tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.  

 
Bab II 

HAK-HAK ATAS TANAH, AIR DAN RUANG 
ANGKASA SERTA PENDAFTARAN TANAH 

 
Bagian I 

Ketentuan-ketentuan umum 
Pasal 16 

(1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 
(1) ialah: 
a. hak milik,  
b. hak guna-usaha,  
c. hak guna-bangunan,  
d. hak pakai,  
e. hak sewa,  
f. hak membuka tanah,  
g. hak memungut hasil hutan,  
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut 

diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta 
hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan 
dalam pasal 53.  

(2) Hak-hak atas air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (3) ialah:  
a. hak guna-air,  
b. hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,  
c. hak guna ruang angkasa.  
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Pasal 17  
(1) Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk 

mencapai tujuan yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diatur 
luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai 
dengan sesuatu hak tersebut dalam pasal 16 oleh satu keluarga 
atau badan hukum.  

(2) Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini 
dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang 
singkat.  

(3) Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum 
termaksud dalam ayat (2) pasal ini diambil oleh Pemerintah 
dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada 
rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam 
Peraturan Pemerintah.  

(4) Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat (1) pasal ini, 
yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, 
dilaksanakan secara berangsur-angsur.  

 
Pasal 18  

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara 
serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat 
dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut 
cara yang diatur dengan Undang-undang.  
 

Bagian II  
Pendaftaran Tanah  

Pasal 19  
(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:  
a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;  
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b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak 
tersebut;  

c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat.  

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 
Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi 
serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut 
pertimbangan Menteri Agraria.  

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang 
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) 
diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu 
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.  

 
Bagian III 
Hak Milik 
Pasal 20 

(1) Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan 
dalam pasal 6.  

(2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  
 

Pasal 21 
(1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.  
(2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat 

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.  
(3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini 

memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula 
warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah 
berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya 
wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun 
sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya 
kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut 
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lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus 
karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan 
ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung.  

(4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya 
mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat 
mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku 
ketentuan dalam ayat (3) pasal ini.  

 
Pasal 22  

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  

(2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal 
ini hak milik terjadi karena:  
a. penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;  
b. ketentuan Undang-undang.  

 
Pasal 23  

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan 
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan 
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.  

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta 
sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.  

 
Pasal 24  

Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur 
dengan peraturan perundangan.  

 
Pasal 25  

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan.  
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Pasal 26  
(1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, 

pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta 
pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.  

(2) Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan 
wasiat dan perbuatanperbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada 
orang asing, kepada seorang warganegara yang disamping 
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan 
asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan 
oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah 
batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan 
ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap 
berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh 
pemilik tidak dapat dituntut kembali.  

 
Pasal 27  

Hak milik hapus bila: 
a. tanahnya jatuh kepada Negara:  

1. karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18;  
2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya;  
3. karena ditelantarkan;  
4. karena ketentuan pasal 21 ayat (3) dan pasal 26 ayat (2).  

b. tanahnya musnah.  
 

Bagian IV 
Hak guna usaha  

Pasal 28  
(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 

dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu 
sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan 
pertanian, perikanan atau peternakan.  
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(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 
5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau 
lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik 
perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.  

(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.  
 

Pasal 29  
(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.  
(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama 

dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 
tahun.  

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan 
perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan 
(2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 
tahun.  

 
Pasal 30  

(1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah:  
a. warganegara Indonesia;  
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia.  
(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan 

tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam 
ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib 
melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang 
memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak 
yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat 
tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak 
dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka 
hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak 
pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
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Pasal 31  
Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.  

 
Pasal 32  

(1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, 
demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, 
harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud 
dalam pasal 19 

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak 
guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka 
waktunya berakhir.  

 
Pasal 33  

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak 
tanggungan.  
 

Pasal 34  
Hak guna usaha hapus karena:  
a. jangka waktunya berakhir;  
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu 

syarat tidak dipenuhi;  
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir;  
d. dicabut untuk kepentingan umum;  
e. ditelantarkan;  
f. tanahnya musnah;  
g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2).  
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Bagian V 
Hak guna bangunan 

Pasal 35  
(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan 

mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.  

(2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat 
keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu 
tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling 
lama 20 tahun.  

(3) Hak guna bangunan dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 
lain.  

 
Pasal 36  

(1) Yang dapat mempunyai hak guna bangunan ialah:  
a. warganegara Indonesia;  
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia.  
(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan 

dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam ayat 
(1) pasal ini dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau 
mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 
Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh 
hak guna bangunan, jika ia tidak memenuhi syarat-syarat 
tersebut. Jika hak guna bangunan yang bersangkutan tidak 
dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka 
hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak 
pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.  
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Pasal 37  
Hak guna bangunan terjadi:  
a. mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara: karena 

penetapan Pemerintah;  
b. mengenai tanah milik: karena perjanjian yang berbentuk otentik 

antara pemilik tanah yang bersangkutan dengan pihak yang akan 
memperoleh hak guna bangunan itu, yang bermaksud 
menimbulkan hak tersebut.  

Pasal 38  
(1) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, 

demikian juga setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus 
didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam 
pasal 19.  

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat 
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak guna bangunan 
serta sahnya peralihan hak tersebut, kecuali dalam hal hak itu 
hapus karena jangka waktunya berakhir.  

 
Pasal 39  

Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 
hak tanggungan.  

 
Pasal 40  

Hak guna bangunan hapus karena:  
a. jangka waktunya berakhir;  
b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu 

syarat tidak dipenuhi;  
c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya 

berakhir;  
d. dicabut untuk kepentingan umum;  
e. ditelantarkan;  
f. tanahnya musnah;  
g. ketentuan dalam pasal 36 ayat (2).  
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Bagian VI  
Hak pakai  
Pasal 41  

(1) Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah 
milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang 
ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang 
berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan 
pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau 
perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-
undang ini.  

(2) Hak pakai dapat diberikan:  
a. selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya 

dipergunakan untuk keperluan yang tertentu;  
b. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa 

berupa apapun.  
(3) Pemberian hak pakai tidak boleh disertai syarat-syarat yang 

mengandung unsur-unsur pemerasan.  
 

Pasal 42  
Yang dapat mempunyai hak pakai ialah:  
a. warga negara Indonesia;  
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  
c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia;  
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.  
 

Pasal 43  
(1) Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 

maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan 
izin pejabat yang berwenang.  
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(2) Hak pakai atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak 
lain, jika hal itu dimungkinkan dalam perjanjian yang 
bersangkutan.  

 
Bagian VII  

Hak sewa untuk bangunan  
Pasal 44  

(1) Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas 
tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain 
untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada 
pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.  

(2) Pembayaran uang sewa dapat dilakukan:  
a. satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu;  
b. sebelum atau sesudah tanahnya dipergunakan.  

(3) Perjanjian sewa tanah yang dimaksudkan dalam pasal ini tidak 
boleh disertai syarat-syarat yang mengandung unsur-unsur 
pemerasan.  

 
Pasal 45  

Yang dapat menjadi pemegang hak sewa ialah:  
a. warganegara Indonesia;  
b. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;  
c. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia;  
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.  
 

Bagian VIII  
Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan  

Pasal 46  
(1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat 

dipunyai oleh warganegara Indonesia dan diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  
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(2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah 
tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.  

 
Bagian IX  

Hak guna air, pemeliharaan dan penangkapan ikan  
 

Pasal 47  
(1) Hak guna air ialah hak memperoleh air untuk keperluan tertentu 

dan/atau mengalirkan air itu di atas tanah orang lain.  
(2) Hak guna air serta pemeliharaan dan penangkapan ikan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 
 

Bagian X  
Hak guna ruang angkasa  

Pasal 48  
(1) Hak guna ruang angkasa memberi wewenang untuk 

mempergunakan tenaga dan unsurunsur dalam ruang angkasa 
guna usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan 
kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung 
didalamnya dan hal-hal lainnya yang bersangkutan dengan itu.  

(2) Hak guna ruang angkasa diatur dengan Peraturan Pemerintah.  
 

Bagian XI  
Hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial  

Pasal 49  
(1) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang 

dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial 
diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan 
memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya 
dalam bidang keagamaan dan sosial.  

(2) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya sebagai 
dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai 
langsung oleh Negara dengan hak pakai.  
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(3) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah.  

 
Bagian XII  

Ketentuan-ketentuan lain  
Pasal 50  

(1) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur 
dengan undang-undang.  

(2) Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak guna usaha, hak 
guna bangunan, hak pakai dan hak sewa untuk bangunan diatur 
dengan peraturan perundangan.  

 
Pasal 51  

Hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna 
usaha dan hak guna bangunan tersebut dalam pasal 25, 33 dan 39 
diatur dengan Undang-undang.  

 
Bab III  

KETENTUAN PIDANA  
 

Pasal 52  
(1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 

15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan 
dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-  

(2) Peraturan Pemerintah dan peraturan perundangan yang 
dimaksud dalam pasal 19, 22, 24, 26 ayat (1), 46, 47, 48, 49 ayat 
(3) dan 50 ayat (2) dapat memberikan ancaman pidana atas 
pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-
lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,-.  

(3) Tindak pidana dalam ayat (1) dan (2) pasal ini adalah 
pelanggaran.  
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Bab IV  
KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN  

 
Pasal 53  

(1) Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, 
hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk 
membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-
undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam 
waktu yang singkat.  

(2) Ketentuan dalam pasal 52 ayat (2) dan (3) berlaku terhadap 
peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.  

 
Pasal 54  

Berhubung dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal 21 dan 26, 
maka jika seseorang yang disamping kewarganegaraan Indonesianya 
mempunyai kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok telah 
menyatakan menolak kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok 
itu yang disahkan menurut peraturan perundangan yang 
bersangkutan, ia dianggap hanya berkewarganegaraan Indonesia 
saja menurut pasal 21 ayat (1).  

 
Pasal 55 

(1) Hak-hak asing yang menurut Ketentuan Konversi pasal I, II, III, IV 
dan V dijadikan hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya 
berlaku untuk sementara selama sisa waktu hak-hak tersebut, 
dengan jangka waktu paling lama 20 tahun.  

(2) Hak guna usaha dan hak guna bangunan hanya terbuka 
kemungkinannya untuk diberikan kepada badan-badan hukum 
yang untuk sebagian atau seluruhnya bermodal asing, jika hal itu 
diperlukan oleh undang-undang yang mengatur pembangunan 
nasional semesta berencana.  
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Pasal 56  
Selama Undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam 
pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah 
ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan 
lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang 
sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, 
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan 
Undang-undang ini.  

 
Pasal 57  

Selama Undang-undang mengenai hak tanggungan tersebut dalam 
pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-
ketentuan mengenai hypotheek tersebut dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata Indonesia dan Credietverband tersebut 
dalam S.1908-542 sebagai yang telah diubah dengan S. 1937-190.  

 
Pasal 58  

Selama peraturan-peraturan pelaksanaan Undang-undang ini belum 
terbentuk, maka peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun 
yang tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada 
mulai berlakunya Undang-undang ini, tetap berlaku, sepanjang tidak 
bertentangan dengan jiwa dari ketentuan-ketentuan dalam Undang-
undang ini serta diberi tafsiran sesuai dengan itu.  

 
KEDUA  

KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI  
 

Pasal I  
(1) Hak eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya 

Undang-undang ini sejak saat tersebut menjadi hak milik, kecuali 
jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang 
tersebut dalam pasal 21.  
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(2) Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara Asing, yang 
dipergunakan untuk keperluan rumah kediaman Kepala 
Perwakilan dan gedung kedutaan, sejak mulai berlakunya 
Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam pasal 41 
ayat (1), yang akan berlangsung selama tanahnya dipergunakan 
untuk keperluan tersebut di atas.  

(3) Hak eigendom kepunyaan orang asing, seorang warganegara 
yang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai 
kewarga-negaraan asing dan badan-badan hukum, yang tidak 
ditunjuk oleh Pemerintah sebagai dimaksud dalam pasal 21 ayat 
(2) sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak guna 
bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) dengan jangka waktu 
20 tahun.  

(4) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (1) pasal ini dibebani 
dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hak opstal dan hak 
erfpacht itu sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi 
hak guna bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1), yang 
membebani hak milik yang bersangkutan selama sisa waktu hak 
opstal atau hak erfpacht tersebut di atas, tetapi selama-lamanya 
20 tahun.  

(5) Jika hak eigendom tersebut dalam ayat (3) pasal ini dibebani 
dengan hak opstal atau hak erfpacht, maka hubungan antara 
yang mempunyai hak eigendom tersebut dan pemegang hak 
opstal atau hak erfpacht selanjutnya diselesaikan menurut 
pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.  

(6) Hak-hak hypotheek, servituut, vruchtgebruik dan hak-hak lain 
yang membebani hak eigendom tetap membebani hak milik dan 
hak guna bangunan tersebut dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, 
sedang hak-hak tersebut menjadi suatu hak menurut Undang-
undang ini.  
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Pasal II  
(1) Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau 

mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti 
yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada 
mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak agrarische 
eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas 
druwe desa, pesini, grant Sultan, landerinjbezitrecht, 
altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan 
hakhak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan 
lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya 
Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 
ayat (1), kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi 
syarat sebagai tersebut dalam pasal 21.  

(2) Hak-hak tersebut dalam ayat (1) kepunyaan orang asing, 
warganegara yang di samping kewarganegaraan Indonesianya 
mempunyai kewarganegaraan asing dan badan hukum yang 
tidak ditunjuk oleh Pemerintah sebagai yang dimaksud dalam 
pasal 21 ayat (2) menjadi hak guna usaha atau hak guna 
bangunan sesuai dengan peruntukan tanahnya, sebagai yang 
akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria.  

 
Pasal III  

(1) Hak erfpacht untuk perusahaan kebun besar, yang ada pada 
mulai berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut 
menjadi hak guna usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) yang 
akan berlangsung selama sisa waktu hak erfpacht tersebut, 
tetapi selama-lamanya 20 tahun.  

(2) Hak erfpacht untuk pertanian kecil yang ada pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, sejak saat tersebut hapus, dan 
selanjutnya diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan yang 
diadakan oleh Menteri Agraria.  
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Pasal IV  
(1) Pemegang concessie dan sewa untuk perusahaan kebun besar 

dalam jangka waktu satu tahun sejak mulai berlakunya Undang-
undang ini harus mengajukan permintaan kepada Menteri 
Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha.  

(2) Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau permintaan itu tidak 
diajukan, maka concessie dan sewa yang bersangkutan 
berlangsung terus selama sisa waktunya, tetapi paling lama lima 
tahun dan sesudah itu berakhir dengan sendirinya.  

(3) Jika pemegang concessie atau sewa mengajukan permintaan 
termaksud dalam ayat (1) pasal ini tetapi tidak bersedia 
menerima syarat-syarat yang ditentukan oleh Menteri Agraria, 
ataupun permintaannya itu ditolak oleh Menteri Agraria, maka 
concessie atau sewa itu berlangsung terus selama sisa waktunya, 
tetapi paling lama lima tahun sesudah itu berakhir dengan 
sendirinya.  

 
Pasal V 

Hak opstal dan hak erfpacht untuk perumahan, yang ada pada mulai 
berlakunya Undangu-ndang ini, sejak saat tersebut menjadi hak guna 
bangunan tersebut dalam pasal 35 ayat (1) yang berlangsung selama 
sisa waktu hak opstal dan hak erfpacht tersebut, tetapi 
selamalamanya 20 tahun.  

 
Pasal VI  

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau 
mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) seperti 
yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, 
grant controleur, bruikleen, ganggam bauntuik,, anggaduh, bengkok, 
lungguh, pituwas, dan hakhak lain dengan nama apapun juga, yang 
akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai 
berlakunya Undang-undang ini menjadi hak pakai tersebut dalam 
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pasal 41 ayat (1), yang memberi wewenang dan kewajiban 
sebagaimana yang dipunyai oleh pemegang haknya pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, sepanjang tidak bertentangan 
dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.  
 

Pasal VII  
(1) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang bersifat tetap yang ada 

pada mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik 
tersebut pada pasal 20 ayat (1).  

(2) Hak gogolan, pekulen atau sanggan yang tidak bersifat tetap 
menjadi hak pakai tersebut pada pasal 41 ayat (1), yang 
memberi wewenang dan kewajiban sebagai yang dipunyai oleh 
pemegang haknya pada mulai berlakunya Undang-undang ini.  

(3) Jika ada keragu-raguan apakah sesuatu hak gogolan, pekulen 
atau sanggan bersifat tetap atau tidak tetap, maka Menteri 
Agrarialah yang memutuskan.  

 
Pasal VIII  

(1) Terhadap hak guna bangunan tersebut pada pasal I ayat (3) dan 
(4), pasal II ayat (2) dan pasal V berlaku ketentuan dalam pasal 
36 ayat (2).  

(2) Terhadap hak guna usaha tersebut pada pasal II ayat (2), pasal 
III ayat (1) dan (2) dan pasal IV ayat (1) berlaku ketentuan 
dalam pasal 30 ayat (2).  

 
Pasal IX  

Hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan 
dalam pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.  
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KETIGA  
Perubahan susunan pemerintahan desa untuk menyelenggarakan 
perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini akan diatur 
tersendiri.  
 

KEEMPAT  
A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari 

Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai 
berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara.  

B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam 
huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 
KELIMA  

Undang-undang ini dapat disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan 
mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia.  

 
Disahkan di: Jakarta pada tanggal: 24 September 1960  

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
 

(SOEKARNO) 
 

Diundangkan  
pada tanggal 24 September 1960  

 
SEKRETARIS NEGARA, 

ttd. 
 

(Tamzil) 
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PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-

POKOK AGRARIA 
 
 

A. PENJELASAN UMUM  
 
1. Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria.  
Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan 
rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak 
agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang 
Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun 
masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan. 
Dalam pada itu hukum agraria yang berlaku sekarang ini, yang 
seharusnya merupakan salah satu alat yang penting untuk 
membangun masyarakat yang adil dan makmur tersebut, ternyata 
bahkan sebaliknya, dalam banyak hal justru merupakan penghambat 
daripada tercapainya cita-cita di atas. Hal itu disebabkan terutama:  
a. karena hukum agraria yang berlaku sekarang ini sebagian 

tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintah 
jajahan, dan sebagian lainnya lagi dipengaruhi olehnya, hingga 
bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam 
melaksanakan pembangunan semesta dalam rangka 
menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini;  

b. karena sebagai akibat dari politik hukum pemerintah jajahan itu 
hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, yaitu dengan 
berlakunya peraturan-peraturan dari hukum adat di samping 
peraturan-peraturan dari dan yang didasarkan atas hukum barat, 
hal mana selain menimbulkan pelbagai masalah antar golongan 
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yang serba sulit, juga tidak sesuai dengan cita-cita persatuan 
Bangsa;  

c. karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak 
menjamin kepastian hukum. 

Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru 
yang Nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang 
ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang 
menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan 
akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang 
dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan 
rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut 
permintaan zaman dalam segala soal agraria. Lain dari itu hukum 
agraria nasional harus mewujudkan penjelmaan daripada asas 
kerohanian Negara dan cita-cita Bangsa yaitu Ketuhanan Yang Maha 
Esa, Perikemanusiaan, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial 
serta khususnya harus merupakan pelaksanaan daripada ketentuan 
dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar daripada 
Haluan Negara yang tercantum di dalam Manifesto Politik Republik 
Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dan ditegaskan di dalam Pidato 
Presiden tanggal 17 Agustus 1960.  

Berhubung dengan segala sesuatu itu maka hukum yang baru 
tersebut sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokoknya perlu 
disusun di dalam bentuk Undang-undang, yang akan merupakan 
dasar bagi penyusunan peraturan lainnya. Sungguhpun Undang-
undang itu formil tiada bedanya dengan Undangundang lainnya yaitu 
suatu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah dengan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai 
peraturan dasar bagi hukum agraria yang baru, maka yang dimuat di 
dalamnya hanyalah asas-asas serta soal-soal pokok dalam garis 
besarnya saja dan oleh karenanya disebut Undang-undang Pokok 
Agraria. Adapun pelaksanaannya akan diatur di dalam berbagai 
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Undang-undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan peraturan 
perundangan lainnya.  

Demikianlah maka pada pokoknya tujuan Undang-Undang 
Pokok Agraria ialah:  
a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria 

Nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan 
kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, 
terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan 
makmur;  

b. meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan dalam hukum pertanahan;  

c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.  

 
2. Dasar-dasar dari hukum agraria nasional.  

 
Pertama-tama dasar kenasionalan itu diletakkan dalam pasal 1 

ayat (1), yang menyatakan, bahwa: “Seluruh wilayah Indonesia 
adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang 
bersatu sebagai bangsa Indonesia”, dan pasal 1 ayat (2) yang 
berbunyi bahwa: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah 
Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah 
bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan 
kekayaan nasional”. Ini berarti bahwa bumi, air dan ruang angkasa 
dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya 
diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula 
dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para 
pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan 
pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari 
daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian 
demikian maka hubungan bangsa Indonesia dengan bumi, air dan 
ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat 
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yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan 
yang mengenai seluruh wilayah Negara. Adapun hubungan antara 
bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu adalah 
hubungan yang bersifat abadi (pasal 1 ayat 3). Ini berarti bahwa 
selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia 
masih ada dan selama bumi, air serta ruang angkasa Indonesia itu 
masih ada pula, dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada 
sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan 
hubungan tersebut. Dengan demikian maka biarpun sekarang ini 
daerah Irian Barat, yang merupakan bagian dari bumi, air dan ruang 
angkasa Indonesia berada di bawah kekuasaan penjajah, atas dasar 
ketentuan pasal ini bagian tersebut menurut hukum tetap 
merupakan bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia juga. 
Adapun hubungan antara bangsa dan bumi, air serta ruang angkasa 
tersebut tidak berarti, bahwa hak milik perseorangan atas (sebagian 
dari) bumi tidak dimungkinkan lagi. Di atas telah dikemukakan, 
bahwa hubungan itu adalah semacam hubungan hak ulayat, jadi 
bukan berarti hubungan milik. Dalam rangka hak ulayat dikenal 
adanya hak milik perseorangan. Kiranya dapat ditegaskan bahwa 
dalam hukum agraria yang baru dikenal pula hak milik yang dapat 
dipunyai seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan 
orang-orang lain atas bagian dari bumi Indonesia (pasal 4 jo. pasal 
20). Dalam pada itu hanya permukaan bumi saja, yaitu yang disebut 
tanah, yang dapat dihaki oleh seseorang.  

 Selain hak milik sebagai hak turun-temurun, terkuat dan 
terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, diadakan pula hak 
guna-usaha, hak guna- bangunan, hak-pakai, hak sewa dan hak-hak 
lainnya yang akan ditetapkan dengan undang-undang lain (pasal 4 jo. 
pasal 16). Bagaimana kedudukan hak-hak tersebut dalam 
hubungannya dengan hak bangsa (dan Negara) itu akan diuraikan 
dalam nomor 2 di bawah.  
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(1) “Asas domein” yang dipergunakan sebagai dasar daripada 
perundang-undangan agraria yang berasal dari Pemerintah 
jajahan tidak dikenal dalam hukum agraria yang baru. 
Asas domein adalah bertentangan dengan kesadaran hukum 
rakyat Indonesia dan asas daripada Negara yang merdeka dan 
modern. Berhubung dengan ini asas tersebut, yang dipertegas 
dalam berbagai “pernyataan domein”, yaitu misalnya dalam 
pasal 1 Agrarisch Besluit (S. 1870-118), S. 1875-119a, S. 1874-
94f, S. 1877-55 dan S. 1888-58 ditinggalkan dan pernyataan-
pernyataan domein itu dicabut kembali.  
Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, 
bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 
(3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada 
tempatnya, bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak 
sebagai pemilik tanah. Adalah lebih tepat jika Negara, sebagai 
organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat (bangsa) bertindak 
selaku Badan Penguasa. Dari sudut inilah harus dilihat arti 
ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan, bahwa 
“Bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya, pada tingkatan yang tertinggi dikuasai 
oleh Negara”. Sesuai dengan pangkal pendirian tersebut di atas 
perkataan “dikuasai” dalam pasal ini bukanlah berarti “dimiliki”, 
akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada 
Negara, sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia itu, 
untuk pada tingkatan yang tertinggi:  
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, 

persediaan dan pemeliharaannya;  
b. menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas 

(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;  
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum 

antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
mengenai bumi, air dan ruang angkasa.  
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Segala sesuatunya dengan tujuan untuk mencapai sebesar-besar 
kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan 
makmur (pasal 2 ayat 2 dan 3).  
Adapun kekuasaan Negara yang dimaksudkan itu mengenai 
semua bumi, air dan ruang angkasa, jadi baik yang sudah dihaki 
oleh seseorang maupun yang tidak. Kekuasaan Negara mengenai 
tanah yang sudah dipunyai orang dengan sesuatu hak dibatasi 
oleh isi dari hak itu, artinya sampai seberapa Negara memberi 
kekuasaan kepada yang mempunyainya untuk menggunakan 
haknya, sampai disitulah batas kekuasaan Negara tersebut. 
Adapun isi hak-hak itu serta pembatasan-pembatasannya 
dinyatakan dalam pasal 4 dan pasal-pasal berikutnya serta 
pasal-pasal dalam Bab II.  

(2) Kekuasaan Negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan 
sesuatu hak oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas 
dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan di 
atas Negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada 
seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut 
peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna 
usaha, hak guna bangunan atau hak pakai atau memberikannya 
dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa 
(Departemen, Jawatan atau Daerah Swatantra) untuk 
dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing (pasal 
2 ayat 4). Dalam pada itu kekuasaan Negara atas tanah-tanah 
inipun sedikit atau banyak dibatasi pula oleh hak ulayat dari 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, sepanjang menurut 
kenyataannya hak ulayat itu masih ada, hal mana akan diuraikan 
lebih lanjut dalam nomor 3 di bawah ini.  

(3) Bertalian dengan hubungan antara bangsa dan bumi serta air 
dan kekuasaan Negara sebagai yang disebut dalam pasal 1 dan 2 
maka di dalam pasal 3 diadakan ketentuan mengenai hak ulayat 
dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, yang dimaksud akan 
mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya di dalam 
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alam bernegara dewasa ini. Pasal 3 itu menentukan, bahwa: 
“Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari 
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 
kenyata-annya masih ada, harus sedemikian rupa hingga sesuai 
dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas 
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan 
Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.  
Ketentuan ini pertama-tama berpangkal pada pengakuan adanya 
hak ulayat itu dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana 
diketahui biarpun menurut kenyataannya hak ulayat itu ada dan 
berlaku serta diperhatikan pula di dalam keputusan-keputusan 
hakim, belum pernah hak tersebut diakui secara resmi di dalam 
undang-undang, dengan akibat bahwa di dalam melaksanakan 
peraturan-peraturan agraria hak ulayat itu pada zaman 
penjajahan dulu sering kali diabaikan. Berhubung dengan 
disebutnya hak ulayat di dalam Undang-Undang Pokok Agraria, 
yang pada hakekatnya berarti pula pengakuan hak itu, maka 
pada dasarnya hak ulayat itu akan diperhatikan, sepanjang hak 
tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada 
masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya di dalam 
pemberian sesuatu hak atas tanah (umpamanya hak guna usaha) 
masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan 
didengar pendapatnya dan akan diberi “recognitie”, yang 
memang ia berhak menerimanya selaku pemegang hak ulayat 
itu.  
Tetapi sebaliknya tidaklah dapat dibenarkan, jika berdasarkan 
hak ulayat itu masyarakat hukum tersebut menghalang-halangi 
pemberian hak guna usaha itu, sedangkan pemberian hak 
tersebut di daerah itu sungguh perlu untuk kepentingan yang 
lebih luas. Demikian pula tidaklah dapat dibenarkan jika sesuatu 
masyarakat hukum berdasarkan hak ulayatnya, misalnya 
menolak begitu saja dibukanya hutan secara besar-besaran dan 
teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar dalam 
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rangka pelaksanaan rencana menambah hasil bahan makanan 
dan pemindahan penduduk. Pengalaman menunjukkan pula, 
bahwa pembangunan daerah-daerah itu sendiri seringkali 
terhambat karena mendapat kesukaran mengenai hak ulayat. 
Inilah yang merupakan pangkal pikiran kedua daripada 
ketentuan pasal 3 tersebut di atas. Kepentingan sesuatu 
masyarakat hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan 
Negara yang lebih luas dan hak ulayatnya pun pelaksanaannya 
harus sesuai dengan kepentingan yang lebih luas itu. Tidaklah 
dapat dibenarkan, jika di dalam alam bernegara dewasa ini 
sesuatu masyarakat hukum masih mempertahankan isi dan 
pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia 
terlepas daripada hubungannya dengan masyarakat-masyarakat 
hukum dan daerah-daerah lainnya di dalam lingkungan Negara 
sebagai kesatuan. Sikap yang demikian terang bertentangan 
dengan asas pokok yang tercantum dalam pasal 2 dan dalam 
prakteknya pun akan membawa akibat terhambatnya usaha-
usaha besar untuk mencapai kemakmuran rakyat seluruhnya.  
Tetapi sebagaimana telah jelas dari uraian di atas, ini tidak 
berarti, bahwa kepentingan masyarakat hukum yang 
bersangkutan tidak akan diperhatikan sama sekali.  

(4) Dasar yang keempat diletakkan dalam pasal 6, yaitu bahwa: 
“Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.  
Ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada 
seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan 
dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk 
kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan 
kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan 
dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga 
bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang 
mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan 
Negara.  
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Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa 
kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh 
kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok 
Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan 
perseorangan.  
Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan 
haruslah saling mengimbangi, hingga pada akhirnya akan 
tercapailah tujuan pokok: kemakmuran, keadilan dan 
kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya (pasal 2 ayat 3).  
Berhubung dengan fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang 
sewajarnya bahwa tanah itu harus dipelihara baik-baik, agar 
bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. 
Kewajiban memelihara tanah ini tidak saja dibebankan kepada 
pemiliknya atau pemegang haknya yang bersangkutan, 
melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan hukum 
atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum dengan 
tanah itu (pasal 15). Dalam melaksanakan ketentuan ini akan 
diperhatikan kepentingan pihak yang ekonomi lemah.  

(5) Sesuai dengan asas kebangsaan tersebut dalam pasal 1 maka 
menurut pasal 9 jo pasal 21 ayat 1 hanya warganegara Indonesia 
saja yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Hak Milik tidak 
dapat dipunyai oleh orang asing dan pemindahan Hak milik 
kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2). Orang-orang asing 
dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya 
terbatas. Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum 
tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2). Adapun 
pertimbangan untuk (pada dasarnya) melarang badan-badan 
hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-
badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup 
hak-hak lainnya, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi 
keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna usaha, hak guna 
bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41). Dengan 
demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud 
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menghindari ketentuanketentuan mengenai batas maksimum 
luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).  

(6) Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat 
mempunyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan 
keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan 
faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka 
diadakanlah suatu “escape-clause” yang memungkinkan badan-
badan hukum tertentu mempunyai hak milik. Dengan adanya 
“escape clause” ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan 
hak milik bagi sesuatu atau sesuatu macam badan hukum 
diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk 
badan hukum tersebut sebagai badan hukum yang dapat 
mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2). Badan-badan 
hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan 
ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat 
mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya 
diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan 
itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan 
bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.  

(7) Kemudian dalam hubungannya pula dengan asas kebangsaan 
tersebut di atas ditentukan dalam pasal 9 ayat (2) bahwa: “Tiap-
tiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita 
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu 
hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik 
bagi diri sendiri maupun keluarganya.”  
Dalam pada itu perlu diadakan perlindungan bagi golongan 
warganegara yang lemah terhadap sesama warga negara yang 
kuat kedudukan ekonominya. Maka di dalam pasal 26 ayat 1 
ditentukan bahwa: “Jual beli, penukaran, penghibahan, 
pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang 
dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta 
pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”  
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Ketentuan inilah yang akan merupakan alat untuk melindungi 
golongan-golongan yang lemah yang dimaksudkan itu.  
Dalam hubungan itu dapat ditunjuk pula pada ketentuan-
ketentuan yang dimuat dalam pasal 11 ayat 1, yang bermaksud 
mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan 
orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha 
agraria, hal mana bertentangan dengan asas keadilan sosial yang 
berperikemanusiaan. Segala usaha bersama dalam lapangan 
agraria harus didasarkan atas kepentingan bersama dalam 
rangka kepentingan nasional (pasal 12 ayat 1) dan Pemerintah 
berkewajiban untuk mencegah adanya organisasi dan usaha-
usaha perseorangan dalam lapangan agraria yang bersifat 
monopoli swasta (pasal 13 ayat 2). Bukan saja usaha Swasta, 
tetapi juga usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli 
harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak. Oleh 
karena itu usaha-usaha Pemerintah yang bersifat monopoli 
hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang (pasal 13 
ayat 3).  

(8) Dalam pasal 10 ayat (1) dan (2) dirumuskan suatu asas yang 
pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-
perubahan dalam struktur pertanahan hampir di seluruh dunia, 
yaitu di negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan 
apa yang disebut “landreform” atau “agrarian reform” yaitu, 
bahwa “Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan 
secara aktip oleh pemiliknya sendirinya”.  
Agar supaya semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan 
ketentuan-ketentuan lainnya. Misalnya perlu ada ketentuan 
tentang batas minimum luas tanah yang harus dimiliki oleh 
orang tani, supaya ia mendapat penghasilan yang cukup untuk 
hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya (pasal 13 jo pasal 
17). Pula perlu ada ketentuan mengenai batas maksimum luas 
tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik (pasal 17), agar 
dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan-golongan 
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tertentu saja. Dalam hubungan dengan ini pasal 7 memuat suatu 
asas yang penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah 
yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang 
demikian itu adalah merugikan kepentingan umum. Akhirnya 
ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, 
bibit dan bantuan-bantuan lainnya dengan syarat-syarat yang 
ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam 
lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya 
kepada orang lain.  
Dalam pada itu mengingat akan susunan masyarakat pertanian 
kita sebagai sekarang ini kiranya sementara waktu yang akan 
datang masih perlu dibuka kemungkinan adanya penggunaan 
tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknya, 
misalnya secara sewa, bagi-hasil, gadai dan lain sebagainya. 
Tetapi segala sesuatu harus diselenggarakan menurut 
ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan-peraturan 
lainnya, yaitu untuk mencegah hubungan-hubungan hukum yang 
bersifat penindasan si lemah oleh si kuat (pasal 24, 41 dan 53). 
Begitulah misalnya pemakaian tanah atas dasar sewa, perjanjian 
bagi-hasil, gadai dan sebagainya itu tidak boleh diserahkan pada 
persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar 
“free fight”, akan tetapi penguasa akan memberi ketentuan-
ketentuan tentang cara dan syarat-syaratnya, agar dapat 
memenuhi pertimbangan keadilan dan dicegah cara-cara 
pemerasan (“exploitation de L’homme par I’homme). Sebagai 
misal dapat dikemukakan ketentuan-ketentuan di dalam 
Undang-Undang No. 2 tahun 1960 tentang “Perjanjian Bagi 
Hasil” (LN. 1960-2).  
Ketentuan pasal 10 ayat 1 tersebut adalah suatu asas, yang 
pelaksanaannya masih memerlukan pengaturan lebih lanjut 
(ayat 2). Dalam keadaan susunan masyarakat kita sebagai 
sekarang ini maka peraturan pelaksanaan itu nanti kiranya 
masih perlu membuka kemungkinan diadakannya dispensasi. 
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Misalnya seorang pegawai negeri yang untuk persediaan hari 
tuanya mempunyai tanah satu dua hektar dan berhubung 
dengan pekerjaannya tidak mungkin dapat mengusahakannya 
sendiri kiranya harus dimungkinkan untuk terus memiliki tanah 
tersebut. Selama itu tanahnya boleh diserahkan kepada orang 
lain untuk diusahakan dengan perjanjian sewa, bagi hasil dan 
lain sebagainya. Tetapi setelah ia tidak bekerja lagi, misalnya 
setelah pensiun, tanah itu harus diusahakannya sendiri secara 
aktif (ayat 3).  

(9) Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan 
Negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya 
suatu rencana (“planning”) mengenai peruntukan, penggunaan 
dan persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk pelbagai 
kepentingan hidup rakyat dan Negara: Rencana Umum 
(“National planning”) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia, 
yang kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus 
(“regional planning”) dari tiap-tiap daerah (pasal 14). Dengan 
adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan 
secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat 
yang sebesar-besarnya bagi Negara dan rakyat.  

 
3. Dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 

kesederhanaan hukum.  
 

Dasar-dasar untuk mencapai tujuan tersebut nampak jelas di 
dalam ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Bab II.  
(1) Sebagaimana telah diterangkan di atas hukum agraria sekarang 

ini mempunyai sifat “dualisme” dan mengadakan perbedaan 
antara hak-hak tanah menurut hukum adat dan hak-hak tanah 
menurut hukum barat, yang berpokok pada ketentuan-
ketentuan dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
Indonesia. Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud 
menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak 
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mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat 
sebagai bangsa yang satu dan sesuai dengan kepentingan 
perekonomian.  
 Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan 
kesadaran hukum daripada rakyat banyak. Oleh karena rakyat 
Indonesia sebagian terbesar tunduk pada hukum adat, maka 
hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada 
ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, 
yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan 
masyarakat dalam Negara yang modern dan dalam 
hubungannya dengan dunia internasional, serta disesuaikan 
dengan Sosialisme Indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka 
hukum adat dalam pertumbuhannya tidak terlepas pula dari 
pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalistis dan 
masyarakat swapraja yang feodal.  

(2) Di dalam menyelenggarakan kesatuan hukum itu Undang-
Undang Pokok Agraria tidak menutup mata terhadap masih 
adanya perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan 
hukum dari golongan-golongan rakyat. Berhubung dengan itu 
ditentukan dalam pasal 11 ayat 2, bahwa: “Perbedaan dalam 
keadaan masyarakat dan keperluan hidup golongan rakyat di 
mana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan 
nasional di perhatikan”. Yang dimaksud dengan perbedaan yang 
didasarkan atas golongan rakyat misalnya perbedaan dalam 
keperluan hukum rakyat kota dan rakyat pedesaan, pula rakyat 
yang ekonominya kuat dan rakyat yang lemah ekonominya. 
Maka ditentukan dalam ayat 2 tersebut selanjutnya, bahwa 
dijamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang 
ekonomi lemah.  

(3) Dengan hapusnya perbedaan antara hukum adat dan hukum 
barat dalam bidang hukum agraria, maka maksud untuk 
mencapai kesederhanaan hukum pada hakekatnya akan 
terselenggara pula.  
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 Sebagai yang telah diterangkan di atas, selain hak milik sebagai 
hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai 
orang atas tanah, hukum agraria yang baru pada pokoknya 
mengenai hak-hak atas tanah menurut hukum adat sebagai yang 
disebut dalam pasal 16 ayat 1 huruf d sampai dengan g. Adapun 
untuk memenuhi keperluan yang telah terasa dalam masyarakat 
kita sekarang diadakan 2 hak baru, yaitu hak guna usaha (guna 
perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan) dan hak guna 
bangunan (guna mendirikan/mempunyai bangunan di atas 
tanah orang lain) (pasal 16 ayat 1 huruf b dan c).  
Adapun hak-hak yang pada mulai berlakunya Undang-undang ini 
semuanya akan dikonversi menjadi salah satu hak yang baru 
menurut Undang-Undang Pokok Agraria.  

 
4. Dasar-dasar untuk mengadakan kepastian hukum.  
 
Usaha yang menuju ke arah kepastian hak atas tanah ternyata dari 
ketentuan dari pasal-pasal yang mengatur pendaftaran tanah.  
Pasal 23, 32 dan 38 ditujukan kepada para pemegang hak yang 
bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian 
tentang haknya itu. Sedangkan pasal 19 ditujukan kepada 
Pemerintah sebagai suatu instruksi, agar di seluruh wilayah 
Indonesia diadakan pendaftaran tanah yang bersifat “rechts-
kadaster”, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.  
Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat 
pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan 
lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinannya dalam 
bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu maka akan 
didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota untuk lambat laun 
meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.  
Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan Kepastian hukum 
maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang 
bersangkutan, dengan maksud agar mereka memperoleh kepastian 
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tentang haknya itu sedangkan pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah 
sebagai suatu instruksi; agar diseluruh wilayah Indonesia diadakan 
pendaftaran tanah yang bersifat “recht kadaster” artinya yang 
bertujuan menjamin kepastian hukum.  
Adapun pendaftaran itu akan diselenggarakan dengan mengingat 
pada kepentingan serta keadaan Negara dan masyarakat, keperluan 
lalu-lintas sosial ekonomi dan kemungkinan-kemungkinan dalam 
bidang personil dan peralatannya. Oleh karena itu lambat laun 
meningkat pada kadaster yang meliputi seluruh wilayah Negara.  
Sesuai dengan tujuannya yaitu akan memberikan kepastian hukum, 
maka pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang 
bersangkutan. Jika tidak diwajibkan maka diadakannya pendaftaran 
tanah, yang terang akan memerlukan banyak tenaga, alat dan biaya 
itu, tidak akan ada artinya sama sekali.  
 
B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL  
 

Pasal 1 
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1).  

Dalam Undang-Undang Pokok Agraria diadakan perbedaan 
antara pengertian “bumi” dan “tanah”, sebagai yang dirumuskan 
dalam pasal 1 ayat 3 dan pasal 4 ayat 1.  
Yang dimaksud dengan “tanah” ialah permukaan bumi.  

Perluasan pengertian “bumi” dan air dengan ruang angkasa 
adalah bersangkutan dengan kemajuan teknik dewasa ini dan 
kemungkinan-kemungkinannya dalam waktu-waktu yang akan 
datang.  
 

Pasal 2  
Sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 2).  

Ketentuan dalam ayat 4 adalah bersangkutan dengan asas 
otonomi dan medebewind dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah. Soal agraria menurut sifatnya dan pada asasnya merupakan 
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tugas Pemerintah Pusat (pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar). 
Dengan demikian maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan 
hak penguasaan dari Negara atas tanah itu adalah merupakan 
medebewind. Segala sesuatunya akan diselenggarakan menurut 
keperluannya dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan 
dengan kepentingan nasional. Wewenang dalam bidang agraria 
dapat merupakan sumber keuangan bagi daerah itu.  
 

Pasal 3  
Yang dimaksud dengan “hak ulayat dan hak-hak yang serupa 

itu” ialah apa yang di dalam perpustakaan adat disebut 
“beschikkingsrecht”. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (II angka 3).  
 

Pasal 4  
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 1)  

 
Pasal 5  

Penegasan bahwa hukum adat dijadikan dasar dari hukum 
agraria yang baru. Selanjutnya lihat Penjelasan Umum (III angka 1).  

 
Pasal 6  

Tidak hanya hak milik tetapi semua hak atas tanah mempunyai 
fungsi sosial. Hal ini telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II 
angka 4).  

 
Pasal 7  

Asas yang menegaskan dilarangnya “groot-grondbezit” sebagai 
yang telah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Soal 
pembatasan itu diatur lebih lanjut dalam pasal 17. Terhadap asas ini 
tidak ada pengecualiannya.  
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Pasal 8  
Karena menurut ketentuan dalam pasal 4 ayat 2 hak-hak atas 

tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja, maka 
wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah 
mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh 
bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan 
kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. 
Ketentuan ini merupakan pangkal bagi perundang-
undanganpertambangandanlain-lainnya.  

 
Pasal 9  

Ayat 1 telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 5). 
Ketentuan dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam 
pasal 1 ayat 1 dan 2.  

 
Pasal 10  

Sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (II angka 7). Kata-
kata “pada asasnya” menunjuk pada kemungkinan diadakannya 
pengecualian-pengecualian sebagai yang disebutkan sebagai misal di 
dalam Penjelasan Umum itu. Tetapi pengecualian-pengecualian itu 
perlu diatur di dalam peraturan perundangan (Bandingkan 
penjelasan pasal 7). Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya 
masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur.  
 

Pasal 11  
Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang 

ekonomis lemah terhadap yang kuat. Golongan yang ekonomis lemah 
itu bisa warga negara asli maupun keturunan asing. Demikian pula 
sebaliknya. Lihat Penjelasan Umum (III angka 2).  
 

Pasal 12  
Ketentuan dalam ayat 1 bersangkutan dengan ketentuan-

ketentuan dalam pasal 11 ayat 1. Bentuk usaha bersama yang sesuai 
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dengan ketentuan ini adalah bentuk koperasi dan bentuk-bentuk 
gotong-royong lainnya. Ketentuan dalam ayat 2 memberi 
kemungkinan diadakannya suatu “usaha bersama” antara Negara 
dan Swasta dalam bidang agraria. Yang dimaksud dengan “pihak 
lain” itu ialah Pemerintah Daerah, pengusaha swasta yang bermodal 
nasional atau swasta dengan “domestic-capital” yang progressip.  

 
Pasal 13  

Ayat 1, 2 dan 3. Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II 
angka 6). Ketentuan dalam ayat 4 adalah pelaksanaan daripada asas 
keadilan sosial yang berperikemanusiaan dalam bidang agraria.  

 
Pasal 14  

Pasal ini mengatur soal perencanaan persediaan, peruntukan 
dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang telah 
dikemukakan dalam Penjelasan Umum (II angka 8). Mengingat akan 
corak perekonomian Negara di kemudian hari di mana industri dan 
pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di 
samping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan, pula 
keperluan untuk industri dan pertambangan (ayat 1 huruf d dan e). 
Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan tanah untuk 
pertanian, peternakan, perikanan, industri dan pertambangan, tetapi 
juga ditujukan untuk memajukannya. Pengesahan peraturan 
Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam rangka rencana umum 
yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan sesuai dengan kebijaksanaan 
Pusat.  

 
Pasal 15  

Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (II angka 4). Tanah 
wajib dipelihara dengan baik, yaitu dipelihara menurut cara-cara 
yang lazim dikerjakan di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan 
petunjuk-petunjuk dari Jawatan-jawatan yang bersangkutan.  
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Pasal 16  
Pasal ini adalah pelaksanaan daripada ketentuan dalam pasal 4. 

Sesuai dengan asas yang diletakkan dalam pasal 5, bahwa hukum 
pertanahan yang Nasional didasarkan atas hukum adat maka 
penentuan hak-hak atas tanah dan air dalam pasal ini didasarkan 
pula atas sistematik dari hukum adat. Dalam pada itu hak guna usaha 
dan hak guna bangunan diadakan untuk memenuhi keperluan 
masyarakat modern dewasa ini. Perlu kiranya ditegaskan bahwa hak 
guna usaha bukan hak erfpacht dari Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Hak guna bangunan bukan hak opstal. Lembaga erfpacht 
dan opstal ditiadakan dengan dicabutnya ketentuan-ketentuan 
dalam Buku ke II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  

 Dalam pada itu hak-hak adat yang sifatnya bertentangan 
dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (pasal 7 dan 10) 
tetapi berhubung dengan keadaan masyarakat sekarang ini belum 
dapat dihapuskan, diberi sifat sementara dan akan diatur (ayat 1 
huruf h jo pasal 53).  

Pasal 17  
Ketentuan pasal ini merupakan pelaksanaan daripada yang 

ditentukan dalam pasal 7. Penetapan batas luas maksimum akan 
dilakukan di dalam waktu yang singkat dengan peraturan 
perundangan. Tanahtanah yang merupakan kelebihan dari batas 
maksimum itu tidak akan disita, tetapi akan diambil oleh Pemerintah 
dengan ganti kerugian. Tanah-tanah tersebut selanjutnya akan 
dibagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkannya. Ganti 
kerugian kepada bekas pemilik tersebut di atas pada asasnya harus 
dibayar oleh mereka yang memperoleh bagian tanah itu. Tetapi oleh 
karena mereka itu umumnya tidak mampu untuk membayar harga 
tanahnya di dalam waktu yang singkat, maka oleh Pemerintah akan 
disediakan kredit dan usaha-usaha lain supaya para bekas pemilik 
tidak terlalu lama menunggu uang ganti kerugian yang dimaksudkan 
itu.  
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 Ditetapkannya batas minimum tidaklah berarti bahwa orang-
orang yang mempunyai tanah kurang dari itu akan dipaksa untuk 
melepaskan tanahnya. Penetapan batas minimum itu pertama-tama 
dimaksudkan untuk mencegah pemecah belahan (“versplintering”) 
tanah lebih lanjut. Di samping itu akan diadakan usaha-usaha 
misalnya: transmigrasi, pembukaan tanah besar-besaran di luar Jawa 
dan industrialisasi, supaya batas minimum tersebut dapat dicapai 
secara berangsur-angsur.  

 Yang dimaksud dengan “keluarga” ialah suami, isteri serta 
anak-anaknya yang belum kawin dan menjadi tanggungannya dan 
yang jumlahnya berkisar sekitar 7 orang. Baik laki-laki maupun 
wanita dapat menjadi kepala keluarga.  
 

Pasal 18  
Pasal ini merupakan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya 

atas tanah. Pencabutan hak dimungkinkan, tetapi diikat dengan 
syarat-syarat, misalnya harus disertai pemberian ganti kerugian 
yang layak.  
 

Pasal 19  
Pendaftaran tanah ini akan diselenggarakan dengan cara yang 

sederhana dan mudah dimengerti serta dijalankan oleh rakyat yang 
bersangkutan (Lihat Penjelasan Umum IV).  
 

Pasal 20  
Dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang 

membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang 
“terkuat dan terpenuh” yang dapat dipunyai orang atas tanah. 
Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang 
“mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat” sebagai hak 
eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian 
akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial 
dari tiap-tiap hak. Katakata “terkuat dan terpenuh” itu bermaksud 
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untuk membedakannya dengan hak guna usaha, hak guna bangunan, 
hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di 
antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak milik lah 
yang “ter” (artinya: paling) kuat dan terpenuh.  

 
Pasal 21  

Ayat 1 dan 2 sudah diuraikan dalam Penjelasan Umum (II 
angka 5). Dalam ayat 3 hanya disebut 2 cara memperoleh hak milik 
karena lain-lain cara dilarang oleh pasal 26 ayat 2. Adapun cara-cara 
yang disebut dalam ayat ini adalah cara-cara memperoleh hak tanpa 
melakukan sesuatu tindakan positif yang sengaja ditujukan pada 
terjadinya peralihan hak itu. Sudah selayaknya kiranya bahwa 
selama orang-orang warganegara membiarkan diri di samping 
kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan 
Negara lain, dalam hal pemilikan tanah dia dibedakan dari 
warganegara Indonesia lainnya.  
 

Pasal 22  
Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum 

adat ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak 
terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara.  
 

Pasal 23  
Sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).  
 

Pasal 24  
Sebagai pengecualian dari asas yang dimuat dalam pasal 10. 

Bentuk-bentuk hubungan antara pemilik dan penggarap/pemakai itu 
ialah misalnya: sewa, bagi hasil, atau hak guna bangunan.  

 
Pasal 25  

Tanah milik yang dibebani hak tanggungan ini tetap di tangan 
pemiliknya, Pemilik tanah yang memerlukan uang dapat pula (untuk 
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sementara) menggadaikan tanahnya menurut ketentuan-ketentuan 
dalam pasal 53. Di dalam hal ini maka tanahnya beralih pada 
pemegang gadai.  

 
Pasal 26  

Ketentuan dalam ayat 1 sudah dijelaskan dalam Penjelasan 
Umum (II angka 6) dengan tujuan untuk melindungi fihak yang 
ekonomis lemah. Dalam Undang-Undang Pokok ini perbedaannya 
tidak lagi diadakan antara warga negara asli dan tidak asli, tetapi 
antara yang ekonomis kuat dan lemah. Fihak yang kuat itu bisa 
warganegara yang asli maupun tidak asli. Sedang apa yang disebut 
dalam ayat 2 adalah akibat daripada ketentuan dalam pasal 21 
mengenai siapa yang tidak dapat memiliki tanah.  
 

Pasal 27  
Tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan 

sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya.  
 

Pasal 28  
Hak ini adalah hak yang khusus untuk mengusahakan tanah 

yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan pertanian, perikanan 
dan peternakan. Bedanya dengan hak pakai ialah bahwa hak guna 
usaha ini hanya dapat diberikan untuk keperluan di atas dan atas 
tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar. Berlainan dengan hak 
pakai maka hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada 
pihak lain dan dapat dibebani dengan hak tanggungan. Hak guna 
usaha pun tidak dapat diberikan kepada orang-orang asing, sedang 
kepada badan-badan hukum yang bermodal asing hanya mungkin 
dengan pembatasan yang disebut dalam pasal 55.  

Untuk mendorong supaya pemakaian dan pengusahaan 
tanahnya dilakukan efficient, maka ditentukan bahwa mengenai 
tanah yang luasnya 25 hektar atau lebih harus ada investasi modal 
yang layak dan teknik perusahaan yang baik. Ini tidak berarti bahwa 
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tanah-tanah yang luasnya kurang dari 25 hektar itu pengusahaannya 
boleh dilakukan secara yang tidak baik, karena di dalam hal yang 
demikian hak guna usahanya dapat dicabut (pasal 34).  

 
Pasal 29  

Menurut sifat dan tujuannya hak guna usaha adalah hak yang 
waktu berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan 
kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah 
cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang 
berumur panjang. Penetapan jangka waktu 35 tahun misalnya 
mengingat pada tanaman kelapa sawit.  

 
Pasal 30  

Hak guna usaha tidak dapat dipunyai oleh orang asing. Badan-
badan hukum yang dapat mempunyai hak itu hanyalah badan-badan 
hukum yang bermodal nasional yang progresip, baik asli maupun 
tidak asli. Bagi badan-badan hukum yang bermodal asing hak guna 
usaha hanya dibuka kemungkinannya untuk diberikan jika hal itu 
diperlukan oleh Undangundang yang mengatur pembangunan 
nasional semesta berencana (pasal 55).  
 

Pasal 31 s/d 34  
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai ketentuan dalam 

pasal 32 sudah dijelaskan dalam Penjelasan Umum (angka IV).  
 

Pasal 35  
Berlainan dengan hak guna usaha maka hak guna bangunan 

tidak mengenai tanah pertanian. Oleh karena itu selain atas tanah 
yang dikuasai oleh Negara dapat pula diberikan atas tanah milik 
seseorang.  
 

Pasal 36  
Penjelasannya sama dengan pasal 30.  
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Pasal 37 s/d 40  
Tidak memerlukan penjelasan. Mengenai apa yang ditentukan 

dalam pasal 38 sudah dijelaskan di dalam Penjelasan Umum (angka 
IV).  

 
Pasal 41 dan 42  

Hak pakai adalah suatu “kumpulan pengertian” daripada hak-
hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, 
yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan 
keadaan daerah sedaerah, pada pokoknya memberi wewenang 
kepada yang mempunyainya sebagai yang disebutkan dalam pasal 
ini. Dalam rangka usaha penyederhanaan sebagai yang dikemukakan 
dalam Penjelasan Umum, maka hak-hak tersebut dalam hukum 
agraria yang baru disebut dengan satu nama saja.  

 Untuk gedung-gedung kedutaan Negara-negara Asing dapat 
diberikan pula hak pakai, oleh karena hak ini dapat berlaku selama 
tanahnya dipergunakan untuk itu. Orang-orang dan badan-badan 
hukum asing dapat diberi hak pakai, karena hak ini hanya memberi 
wewenang yang terbatas.  
 

Pasal 43  
Tidak memerlukan penjelasan.  

 
Pasal 44 dan 45  

Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai 
sifat-sifat khusus maka disebut tersendiri. Hak sewa hanya 
disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan 
pasal 10 ayat 1. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat 
sementara (pasal 16 jo 53). Negara tidak dapat menyewakan tanah, 
karena Negara bukan pemilik tanah.  
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Pasal 46  
Hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan adalah 

hak-hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah. Hak-hak ini 
perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah demi kepentingan umum 
yang lebih luas daripada kepentingan orang atau masyarakat hukum 
yang bersangkutan.  
 

Pasal 47  
Hak guna air dan hak pemeliharaan dan penangkapan ikan 

adalah mengenai air yang tidak berada di atas tanah miliknya sendiri. 
Jika mengenai air yang berada di atas tanah miliknya maka hal-hal ini 
sudah termasuk dalam isi dari-pada hak milik atas tanah.  

Hak guna air ialah hak akan memperoleh air dari sungai, 
saluran atau mata air yang berada di luar tanah miliknya, misalnya 
untuk keperluan mengairi tanahnya, rumah tangga dan lain 
sebagainya. Untuk itu maka seringkali air yang diperlukan itu perlu 
dialirkan (didatangkan) melalui tanah orang lain dan air yang tidak 
diperlukan seringkali perlu dialirkan pula (dibuang) melalui tanah 
orang yang lain lagi. Orang-orang tersebut tidak boleh menghalang-
halangi pemilik tanah itu untuk mendatangkan dan membuang air 
tadi melalui tanahnya masing-masing.  

 
Pasal 48  

Hak guna ruang angkasa diadakan mengingat kemajuan teknik 
dewasa ini dan kemungkinankemungkinannya di kemudian hari.  
 

Pasal 49  
Untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian maka 

pasal ini memberi ketegasan, bahwa soalsoal yang bersangkutan 
dengan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya, dalam 
hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana 
mestinya. Hubungkan pula dengan ketentuan dalam pasal 5 dan 
pasal 14 ayat 1 huruf b.  
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Pasal 50 dan 51  
Sebagai konsekuensi, bahwa dalam Undang-undang ini hanya 

dimuat pokok-pokoknya saja dari hukum agraria yang baru.  
 

Pasal 52  
Untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada 

peraturan-per-aturan serta tindakantindakan yang merupakan 
pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria maka diperlukan 
adanya sanksi pidana sebagai yang ditentukan dalam pasal ini.  
 

Pasal 53  
Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 16.  

 
Pasal 54  

Pasal ini diadakan berhubung dengan ketentuan dalam pasal 
21 dan 26. Seseorang yang telah menyatakan menolak 
kewarganegaraan RRC tetapi pada tanggal mulai berlakunya 
Undang-undang ini belum mendapat pengesahan akan terkena oleh 
Ketentuan Konversi pasal I ayat 3, pasal II ayat 2 dan pasal VIII. 
Tetapi setelah pengesahan penolakan itu diperolehnya maka baginya 
terbuka kemungkinan untuk memperoleh hak atas tanah sebagai 
seorang yang berkewarganegaraan Indonesia tunggal. Hal itu 
berlaku juga bagi orang-orang yang disebutkan di dalam pasal 12 
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959, yaitu sebelumnya 
diperoleh penegasan dari instansi yang berwenang.  

 
Pasal 55  

Sudah dijelaskan dalam penjelasan pasal 30.  
Ayat 1. mengenai modal asing yang sekarang sudah ada, sedang 

ayat 2 menunjuk pada modal asing baru. Sebagaimana telah 
ditegaskan dalam penjelasan pasal 30 pemberian hak baru menurut 
ayat 2 ini hanya dimungkinkan kalau hal itu diperlukan oleh Undang-
undang pembangunan nasional semesta berencana.  
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Kedua: hak-hak yang ada sekarang ini menurut Ketentuan 
Konvensi ini semuanya menjadi hak-hak baru menurut Undang-
Undang Pokok Agraria.  

 Hak guna usaha dan hak guna bangunan yang disebut dalam 
pasal I, II, III, IV dan V berlangsung dengan syarat-syarat umum yang 
ditetapkan dalam Peraturan yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 2 
dan syarat-syarat khusus yang bersangkutan dengan keadaan 
tanahnya dan sebagai yang disebutkan dalam akte haknya yang 
dikonversi itu, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturannya 
yang baru.  

Ketiga: Perubahan susunan pemerintahan desa perlu diadakan 
untuk menjamin pelaksanaan yang sebaik-baiknya daripada 
perombakan hukum agraria menurut Undang-undang ini. 
Pemerintah desa akan merupakan pelaksana yang mempunyai 
peranan yang sangat penting.  

Keempat: Ketentuan ini bermaksud menghapuskan hak-hak 
yang masih bersifat feodal dan tidak sesuai dengan ketentuan 
Undang-undang ini.  
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN 

TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 

Menimbang  : a. Bahwa peningkatan pembangunan nasional 
yang berkelanjutan memerlukan dukungan 
jaminan kepastian hukum di bidang 
pertanahan; 

b. bahwa pendaftaran tanah yang 
penyelenggaraannya oleh Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria ditugaskan 
kepada Pemerintah, merupakan sarana dalam 
memberikan jaminan kepastian hukum yang 
dimaksudkan; 

c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 
dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya 
mendukung tercapainya hasil yang lebih 
nyata pada pembangunan nasional, sehingga 
perlu dilakukan penyempurnaan; 

Berpendapat  : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 
2. Vendu Reglement Staatsblad 1908 Nomor 

190; 
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria 
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 
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tentang Rumah Susun (Lembaran Negara 
Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3318); 

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-
benda Yang Berkaitan Dengan Tanah 
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran 
Negara Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3107); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 
tentang Rumah Susun (Lembaran Negara 
Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara nomor 3372); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG 
PENDAFTARAN TANAH. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan 
1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 
teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 
satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda 
bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya 
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dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu 
yang membebaninya. 

2. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan 
satuan bidang yang berbatas. 

3. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 
adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. 

4. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya. 

5. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA. 

6. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas 
bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk 
keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di 
atasnya. 

7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang 
tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya 
dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya. 

8. Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka 
proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi 
pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data 
yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah 
untuk keperluan pendaftarannya. 

9. Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan 
pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek tanah yang 
belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan 
Pemerintah ini. 

10. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 
serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang 
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belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan. 

11. pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran 
tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek 
pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 
desa/kelurahan secara individual atau massal. 

12. Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan 
pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis 
dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, 
buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang 
terjadi kemudian. 

13. Titik dasar teknik adalah titik yang mempunyai koordinat yang 
diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam suatu 
sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik 
ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. 

14. Peta dasar pendaftaran adalah peta yang memuat titik-titik 
bidang dasar teknik dan unsur-unsur geografis, seperti sungai, 
jalan, bangunan dan batas fisik bidang-bidang tanah. 

15. Peta pendaftaran adalah peta yang menggambarkan bidang atau 
bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah. 

16. Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat 
identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. 

17. Surat ukur adalah dokumen yang memuat data fisik suatu 
bidang tanah dalam bentuk peta dan uraian. 

18. Daftar nama adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat 
keterangan mengenai penguasaan tanah dengan sesuatu hak 
atas tanah, atau hak pengelolaan dan mengenai pemilikan hak 
milik atas satuan rumah susun oleh orang perseorangan atau 
badan hukum tertentu. 

19. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat 
data yuridis dan data fisik suatu objek pendaftaran yang sudah 
ada haknya. 
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20. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak 
pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun 
dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan 
dalam buku tanah yang bersangkutan. 

21. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang 
agraria/pertanahan. 

22. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non 
Departemen yang bidang tugasnya meliputi bidang pertanahan. 

23. Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan nasional 
di wilayah kabupaten atau kotamadya, yang melakukan 
pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum 
pendaftaran tanah. 

24. pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah 
Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-
akta tanah tertentu. 

 
BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 
terjangkau, mutakhir dan terbuka. 

 
Pasal 3 

Pendaftaran tanah bertujuan: 
a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada 

pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat 
membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; 

b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat 
memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan 
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hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar; 

c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. 
 

Pasal 4 
(1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang 
hak yang bersangkutan diberikan hak atas tanah. 

(2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang 
tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka 
untuk umum. 

(3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan tanah dan 
satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan 
hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan 
rumah susun wajib didaftar. 

 
BAB III 

POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH 
 

Bagian Kesatu 
Penyelenggara Dan Pelaksana Pendaftaran Tanah 

Pasal 5 
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

 
Pasal 6 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah 
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-
kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau 
perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada 
Pejabat lain. 
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(2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor 
Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut 
Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan 
yang bersangkutan. 

 
Pasal 7 

(1) PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diangkat 
dan diberhentikan oleh Menteri. 

(2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Menteri dapat 
menunjuk PPAT Sementara. 

(3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. 

 
Pasal 8 

(1) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, 
Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang 
dibentuk oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Susunan Panitia Ajudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri dari: 
a. seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang dijabat oleh 

seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional; 
b. beberapa orang anggota yang terdiri dari: 

1) seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang 
mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang 
pendaftaran tanah; 

2) seorang pegawai Badan pertanahan Nasional yang 
mempunyai kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak 
atas tanah; 

3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atau 
seorang Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya. 

(3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengan seorang 
anggota yang sangat diperlukan dalam penilaian kepastian data 
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yuridis mengenai bidang-bidang tanah di wilayah 
desa/kelurahan yang bersangkutan. 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibantu oleh 
satuan tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas 
pengumpulan data yuridis dan satuan tugas administrasi yang 
tugas, susunan dan kegiatannya diatur oleh Menteri. 

(5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Ajudikasi diatur 
oleh Menteri. 

 
Bagian Kedua 

Obyek Pendaftaran Tanah 
Pasal 9 

(1) Obyek pendaftaran tanah meliputi: 
a. bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak 

guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai; 
b. tanah hak pengelolaan; 
c. tanah wakaf; 
d. hak milik atas satuan rumah susun; 
e. hak tanggungan; 
f. tanah Negara; 

(2) Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pendaftarannya 
dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang 
merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. 

 
Bagian Ketiga 

Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah 
Pasal 10 

(1) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau 
kelurahan. 

(2) Khusus untuk pendaftaran tanah hak guna usaha, hak 
pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah 
tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya. 
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Bagian Keempat 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Pasal 11 
Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah 
untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. 

 
Pasal 12 

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi: 
a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; 
b. pembuktian hak dan pembukuannya; 
c. penerbitan sertifikat; 
d. penyajian data fisik dan data yuridis; 
e. penyimpanan daftar umum dan dokumen. 

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: 
a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. 
b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak; 

 
BAB IV 

PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI 
 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali 

Pasal 13 
(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui 

pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah 
secara sporadik. 

(2) Pendaftaran tanah secara sistematik didasarkan pada suatu 
rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai 
wilayah pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui 
pendaftaran tanah secara sporadik. 
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(4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas 
permintaan pihak yang berkepentingan. 

 
Bagian Kedua 

Pengumpulan Dan Pengolahan Data Fisik 
Paragraf 1 

Pengukuran Dan Pemetaan 
Pasal 14 

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik 
dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. 

(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. pembuatan peta dasar pendaftaran; 
b. penetapan batas bidang-bidang tanah; 
c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan 

pembuatan peta pendaftaran; 
d. pembuatan daftar tanah; 
e. pembuatan surat ukur. 

 
Paragraf 2 

Pembuatan Peta Dasar Pendaftaran 
Pasal 15 

(1) Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dimulai dengan pembuatan 
peta dasar pendaftaran. 

(2) Di wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah 
pendaftaran tanah secara sistematik oleh Badan Pertanahan 
nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk 
keperluan pendaftaran tanah secara sporadik. 
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Pasal 16 
(1) Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran tanah 

Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasaran, 
pengukuran, pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik 
nasional di setiap Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II. 

(2) Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikatkan dengan titik-titik 
dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya. 

(3) Jika di suatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar 
teknik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam 
melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar 
pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik yang bersifat 
sementara, yang kemudian dikaitkan dengan titik dasar teknik 
nasional. 

(4) Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dan ayat (3) menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan titik 
dasar teknik nasional dan pembuatan peta dasar pendaftaran 
ditetapkan oleh Menteri. 

 
Paragraf 3 

Penetapan Batas Bidang-bidang Tanah 
Pasal 17 

(1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran 
tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah 
ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya 
ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah 
yang bersangkutan. 

(2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah 
secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik 
diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak 
yang berkepentingan. 
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(3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya 
wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan. 

(4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan 
oleh Menteri. 

 
Pasal 18 

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan 
suatu hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi 
belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat 
ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan 
yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan 
pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor 
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, 
berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah 
yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para 
pemegang hak atas tanah yang berbatasan. 

(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak 
baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang. 

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi 
atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas 
bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat 
ukur atau gambar situasi yang bersangkutan. 

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh 
mereka yang memberikan persetujuan. 

(5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
ditetapkan oleh Menteri. 
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Pasal 19 
(1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan 
antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan 
pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang 
tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan 
batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas 
bidang tanah yang bersangkutan. 

(2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah 
yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang 
berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, 
pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 
sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran 
tanah secara sporadik membuat berita acara mengenai 
dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum 
diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang 
hak atas tanah yang bersangkutan. 

(4) Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau 
tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah 
tersebut baru merupakan batas-batas sementara. 

(5) Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah 
mengenai batas-batas yang dimaksudkan atau diperoleh 
kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian 
terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang 
bersangkutan. 
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Paragraf 4 
Pengukuran Dan Pemetaan Bidang-bidang Tanah Dan  

Pembuatan Peta Pendaftaran 
Pasal 20 

(1) Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 
diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran. 

(2) Jika dalam wilayah pendaftaran tanah secara sporadik belum 
ada peta dasar pendaftaran, dapat digunakan peta lain, 
sepanjang peta tersebut memenuhi syarat untuk pembuatan 
peta pendaftaran. 

(3) Jika dalam wilayah dimaksud belum tersedia peta dasar 
pendaftaran maupun peta lainnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), pembuatan peta dasar pendaftaran dilakukan 
bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan bidang tanah 
yang bersangkutan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengukuran dan pemetaan 
bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran 
ditetapkan oleh Menteri. 

 
Paragraf 5 

Pembuatan Daftar Tanah 
Pasal 21 

(1) Bidang atau bidang-bidang yang sudah dipetakan atau 
dibubuhkan nomor pendaftarannya pada peta pendaftaran 
dibukukan dalam daftar tanah. 

(2) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan 
daftar tanah diatur oleh Menteri. 
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Paragraf 6 
Pembuatan Surat Ukur 

Pasal 22 
(1) Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

ayat (1) huruf a, b dan c sudah diatur serta dipetakan dalam peta 
pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran 
haknya. 

(2) Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang 
belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil 
pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. 

(3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan 
surat ukur ditetapkan oleh Menteri. 

 
Pembuktian Hak Dan Pembukuannya 

Paragraf 1 
Pembuktian Hak Baru 

Pasal 23 
Untuk keperluan pendaftaran hak: 
a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: 

1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang 
memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang 
berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah 
Negara atau tanah hak pengelolaan; 

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh 
pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan 
apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah 
hak milik; 

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak 
pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang; 

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf; 
d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta 

pemisahan; 
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e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian 
hak tanggungan. 

 
Paragraf 2 

Pembuktian Hak Lama 
Pasal 24 

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal 
dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti 
mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, 
keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi 
dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala 
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, 
dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-
hak pihak lain yang membebaninya. 

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat 
pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian 
hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik 
bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun 
atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan 
pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat: 
a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara 

terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas 
tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat 
dipercaya; 

b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak 
dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau 
desa/kelurahan yang bersangkutan maupun pihak lainnya. 

 
Pasal 25 

(1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana 
imaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian 
data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh 
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Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik 
oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik. 

(2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh 
Menteri. 

 
Pasal 26 

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) 
beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang 
bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari 
dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam 
puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk 
memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan 
mengajukan keberatan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 
Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan 
letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu. 

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik 
individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan 
oleh Menteri. 

 
Pasal 27 

(1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan 
mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, 
Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara 
sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran 
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tanah secara sporadik mengusahakan agar secepatnya keberatan 
yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 

(2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi hasil 
dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang 
dimaksud mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan 
menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 
(1), perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang 
tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan. 

(3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau 
tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik dan Kepala Kantor 
Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik 
memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan 
keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan 
atau data yuridis yang diselenggarakan ke Pengadilan. 

 
Pasal 28 

(1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang 
diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran 
tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan 
dalam pendaftaran tanah secara sporadik disahkan dengan 
suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri. 

(2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada 
kekurangan kelengkapan data fisik dan atau data yuridis yang 
bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum 
diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap 
dan atau keberatan yang belum diselesaikan. 
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(3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi dasar untuk: 
a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku 

tanah; 
b. pengakuan hak atas tanah; 
c. pemberian hak atas tanah. 

 
Paragraf 3 

Pembukuan Hak 
Pasal 29 

(1) hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas 
satuan rumah susun di daftar dengan embukukanya dalam buku 
tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah 
yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat 
pula pada surat ukur tersebut. 

(2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat 
ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti 
bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan 
bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum 
telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini. 

(3) pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita 
acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28. 

 
Pasal 30 

(1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah: 
a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak 

ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam 
buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1); 

b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan 
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai 
hal-hal yang belum lengkap; 
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c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi 
tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan 
pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai 
adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan 
diberitahukan oleh Kepala panitia Ajudikasi untuk 
pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor 
Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk 
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang 
disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam 
pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) 
hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak 
disampaikannya pemberitahuan tersebut; 

d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan 
diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari 
Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan 
dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah 
dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-
hal yang disengketakan; 

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan 
diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo 
atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam 
buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya 
dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di 
dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut. 

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dihapus 
apabila: 
a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; 

atau 
b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan 

gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan. 
(3) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dihapus 

apabila: 
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a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak 
yang bersengketa; atau 

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang 
bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 
atau 

c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran 
tanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam 
pendaftaran tanah secara sporadik sejak disampaikan 
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) 
huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke 
Pengadilan. 

(4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus 
apabila: 
a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak 

yang bersengketa; atau 
b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang 

bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
(5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan 

adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila: 
a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-

pihak yang bersengketa; atau 
b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang 

bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dan pencabutan sita atau status quo Pengadilan. 

 
Bagian Keempat 

Penerbitan Sertifikat 
Pasal 31 

(1) Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang 
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang 
telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 30 ayat (1). 
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(2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data 
yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 
(1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data 
yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang 
bersangkutan dihapus. 

(3) Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya 
tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai 
pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. 

(4) mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susu 
kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum 
diterbitkan satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu 
pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang 
hak bersama yang lain. 

(5) Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 
kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat 
diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama 
untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang 
bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian 
masing-masing dari hak bersama tersebut. 

(6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat 
ditetapkan oleh Menteri. 

 
Pasal 32 

(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 
yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis 
tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah hak yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat 
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang 
memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata 
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak 
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atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak 
tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 
diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara 
tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor 
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan 
gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau 
penerbitan sertifikat tersebut. 

 
Bagian Kelima 

Penyajian Data Fisik Dan Data Yuridis 
Pasal 33 

(1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor 
pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah 
dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar 
tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama. 

(2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan 
penggatian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku 
tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri. 

 
Pasal 34 

(1) Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik 
dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, 
daftar tanah, surat ukur dan buku tanah. 

(2) Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama 
hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk 
keperluan pelaksanaan tugasnya. 

(3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan 
mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) ditetapkan oleh Menteri. 
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Bagian Keenam 
Penyimpanan Daftar Umum Dan Dokumen 

Pasal 35 
(1) Dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah 

digunakan sebagai dasar pendaftaran diberi tanda pengenal dan 
disimpan di kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di 
tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri, sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari daftar umum. 

(2) peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah, daftar 
nama dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan 
atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri. 

(3) Dengan izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya 
dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi lain yang 
memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya. 

(4) Atas perintah Pengadilan yang sedang mengadili suatu perkara, 
asli dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa oleh 
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau Pejabat yang 
ditunjuk ke sidang Pengadilan tersebut untuk diperlihatkan 
kepada Majelis Hakim dan para pihak yang bersangkutan. 

(5) Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan 
dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm. 

(6) Rekaman dokumen yang dihasilkan alat elektronik atau 
mikrofilm sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai 
kekuatan pembuktian sesudah ditandatangani dan dibubuhi cap 
dinas oleh Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan. 

(7) Bentuk, cara penyimpanan, penyajian dan penghapusan 
dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2), demikian juga cara penyimpanan dan penyajian data 
pendaftaran tanah dengan alat elektronik dan mikrofilm 
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri. 
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BAB V 
PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 36 
(1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi 

perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran 
tanah yang telah terdaftar. 

(2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan 
perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor 
Pertanahan. 

 
Bagian Kedua 

Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak 
Paragraf 1 

Pemindahan Hak 
Pasal 37 

(1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam 
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, 
kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan 
jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh 
Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftar 
pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di 
antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan 
dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut 
Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya 
dianggap cukup untuk mendaftar pemindahan hak yang 
bersangkutan. 
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Pasal 38 
(1) Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) 

dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang 
bersangkutan dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai 
saksi dalam perbuatan hukum itu. 

(2) Bentuk, isi dan cara pembuatan akta-akta PPAT diatur oleh 
Menteri. 

 
Pasal 39 

(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika: 
a. mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar atau hak milik 

atas satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikan 
sertifikat asli hak yang bersangkutan atau sertifikat yang 
diserahkan tidak sesuai dengan daftar-daftar yang ada di 
Kantor Pertanahan; atau 

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya 
tidak disampaikan: 
1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan 
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai 
bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (2); dan 

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah 
yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor 
Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang 
jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang 
hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala 
Desa/Kelurahan; atau 

c. salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan 
hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 tidak berhak atau memenuhi syarat 
untuk bertindak demikian; atau 
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d. salah satu pihak atau para pihak bertindak atas dasar suatu 
surat kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan 
perbuatan hukum pemindahan hak; atau 

e. untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belum 
diperoleh izin Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila 
izin tersebut diperlukan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku; atau 

f. obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedang dalam 
sengketa mengenai data fisik dan atau data yuridis; atau 

g. tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangan yang 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan. 

(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahukan secara 
tertulis kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai 
alasannya. 

 
Pasal 40 

(1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 
ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib 
menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen 
yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar. 

(2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai 
telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada para pihak yang bersangkutan. 

 
Paragraf 2 

Pemindahan Hak Dengan Lelang 
Pasal 41 

(1) Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang yang 
dibuat hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan 
risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang. 

(2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum suatu bidang 
tanah atau satuan rumah susun dilelang baik dalam rangka 
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lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi, Kepala Kantor 
Lelang wajib meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34 kepada Kantor Pertanahan mengenai bidang tanah atau 
satuan rumah susun yang akan dilelang. 

(3) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan keterangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 
5(lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Kepala 
Kantor Lelang. 

(4) Kepala Kantor Lelang menolak melaksanakan lelang, apabila: 
a. mengenai tanah yang sudah terdaftar atau hak milik atas 

satuan rumah susun: 
1) kepadanya tidak diserahkan sertifikat asli hak yang 

bersangkutan, kecuali dalam hal lelang eksekusi yang 
dapat tetap dilaksanakan walaupun sertifikat asli hak 
tersebut tidak diperoleh oleh Pejabat Lelang dari 
pemegang haknya; atau 

2) sertifikat yang diserahkan tidak sesuai dengan daftar-
daftar yang ada di Kantor Pertanahan; atau 

b. mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadanya 
tidak disampaikan: 
1) surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

ayat (1) atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan 
yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai 
bidang tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
24 ayat (2); dan 

2) surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah 
yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor 
Pertanahan, atau untuk tanah yang terletak di daerah yang 
jauh dari kedudukan Kantor Pertanahan, dari pemegang 
hak yang bersangkutan dengan dikuatkan oleh Kepala 
Desa/kelurahan; atau 
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c. ada perintah Pengadilan Negeri untuk tidak melaksanakan 
lelang berhubung dengan sengketa mengenai tanah yang 
bersangkutan. 

(5) Untuk pendaftaran peralihan hak yang diperoleh melalui lelang 
disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan:  
a. kutipan risalah lelang yang bersangkutan; 

1) sertifikat hak milik atas satuan rumah susun atau hak atas 
tanah yang dilelang jika bidang tanah yang bersangkutan 
sudah terdaftar; atau 

2) dalam hal sertifikat tersebut tidak diserahkan kepada 
pembeli lelang eksekusi, surat keterangan dari Kepala 
Kantor Lelang mengenai alasan tidak diserahkannya 
sertifikat tersebut; atau 

3) jika bidang tanah yang bersangkutan belum terdaftar, 
surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b 
Pasal ini; 

b. bukti identitas pembeli lelang; 
c. bukti pelunasan harga pembelian. 

 
Paragraf 3 

Peralihan Hak karena Pewarisan 
Pasal 42 

(1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai 
bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan 
rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh 
yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 
susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor 
Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian 
orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat 
tanda bukti sebagai ahli waris. 
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(2) Jika bidang tanah yang merupakan warisan didaftar, wajib 
diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b. 

(3) Jika penerima warisan dari satu orang, pendaftaran peralihan 
hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan 
surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

(4) Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan 
hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris 
yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang 
penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas 
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan 
kepada penerima warisan yang bersangkutan berdasarkan surat 
tanda bukti ahli waris dan akta pembagian waris tersebut. 

(5) Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah 
susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi 
bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu 
didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, di daftar 
peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak 
sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti 
sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut. 

 
Paragraf 4 

Peralihan Hak Karena Penggabungan Atau Peleburan Perseroan 
atau Koperasi 

Pasal 43 
(1) Peralihan hak atas tanah, hak pengelolaan, atau hak milik atas 

satuan rumah susun karena penggabungan atau peleburan 
perseroan atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi 
perseroan atau koperasi yang bergabung atau melebur dapat 
didaftar berdasarkan akta yang membuktikan terjadinya 
penggabungan atau peleburan tersebut disahkan oleh Pejabat 
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yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(2) Peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 
karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi 
yang didahului dengan likuidasi perseroan atau koperasi yang 
bergabung atau melebur didaftar berdasarkan pemindahan hak 
dalam rangka likuidasi yang dibuktikan dengan akta yang dibuat 
oleh PPAT yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37 ayat (1). 

 
Paragraf 5 

Pembebanan Hak 
Pasal 44 

(1) Pembebanan hak tanggungan pada hak atas tanah atau hak milik 
atas rumah susun, pembebanan hak guna bangunan, hak pakai 
dan hak sewa untuk bangunan atas hak milik, dan pembebanan 
lain pada hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 
yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan, dapat 
didaftar jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang 
berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan 
Pasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang 
dimaksud pada ayat (1). 

 
Paragraf 6 

Penolakan Pendaftaran Peralihan Dan Pembebanan Hak 
Pasal 45 

(1) Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan 
pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu 
syarat dibawah ini tidak dipenuhi: 
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a. Sertifikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas 
tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada 
Kantor Pertanahan. 

b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan 
risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali 
dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
37 ayat (2). 

c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau 
pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap; 

d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan yang bersangkutan; 

e. tanahyangbersangkutanmerupakan obyek
 sengketadiPengadilan; 

f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal 
atau dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 

g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 
ayat (1) dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh 
KantorPertanahan. 

(2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, 
dengan menyebut alasan-alasan penolakan itu. 

(3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, 
disertai pengambilan berkas permohonannya, dengan salinan 
kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan. 

 
Paragraf 7 
Lain-lain 
Pasal 46 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan 
pendaftaran peralihan dan pembebanan hak atas tanah dan hak milik 
atas satuan rumah susun ditetapkan oleh Menteri. 
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Bagian Ketiga 
Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah Lainnya 

Paragraf 1 
Perpanjangan Jangka Waktu Hak Atas Tanah 

Pasal 47 
Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan 
dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak yang 
bersangkutan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang yang 
memberikan perpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan. 

 
Paragraf 2 

Pemecahan, Pemisahan, Dan Penggabungan Bidang Tanah 
Pasal 48 

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang 
tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna 
menjadi beberapa bagian, yang masing-masing merupakan 
satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan 
bidang tanah semula. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk tiap 
bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk 
menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya. 

(3) Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani hak tanggungan, 
dan atau beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru boleh dilaksanakan 
setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang hak 
tanggungan atau pihak lain yang berwenang menyetujui 
penghapusan beban yang bersangkutan. 

(4) Dalam pelaksanaan pemecahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) sepanjang mengenai tanah pertanian, wajib 
memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Pasal 49 

(1) Atas permintaan hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah 
yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa 
bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan 
status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. 

(2) dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk satuan 
bidang baru yang dipisahkan dibuatkan surat ukur, buku tanah 
dan sertifikat sebagai satuan bidang tanah baru dan peta 
pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertifikat 
bidang tanah semula dibubuhkan catatan mengenai telah 
diadakannya pemisahan tersebut. 

(3) Terhadap pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 
(3) dan ayat(4). 

 
Pasal 50 

(1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang 
tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan 
yang semuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung 
menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai 
dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama. 

(2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan 
bidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan 
sertifikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah dan 
sertifikat masing-masing. 

(3) Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 
ayat(3). 
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Paragraf 3 
Pembagian Hak Bersama 

Pasal 51 
(1) Pembagian hak bersama atas tanah atau milik atas satuan rumah 

susun menjadi hak masing-masing pemegang hak bersama 
didaftar berdasarkan akta yang dibuat PPAT yang berwenang 
menurut peraturan yang berlaku yang membuktikan 
kesepakatan antara para pemegang hak bersama mengenai 
pembagian hak bersama tersebut. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan 
Pasal 40 berlaku juga untuk pembuatan akta PPAT yang 
dimaksud pada ayat(1). 

 
Paragraf 4 

Hapusnya Hak Atas Tanah Dan 
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 

Pasal 52 
(1) Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan 

dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku 
tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertifikat hak yang 
bersangkutan, berdasarkan: 
a. data dalam buku tanah yang disimpan di Kantor Pertanahan, 

jika mengenai hak-hak yang dibatasi masa berlakunya; 
b. salinan surat keputusan Pejabat yang berwenang, bahwa hak 

yang bersangkutan telah dibatalkan atau dicabut; 
c. akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah 

dilepaskan oleh pemegang haknya. 
(2) Dalam hal sertifikat atas tanah yang hapus tidak diserahkan 

kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada 
buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan. 
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Paragraf 5 
Peralihan Dan Hapusnya Hak Tanggungan 

Pasal 53 
Pendaftaran peralihan hak tanggungan dilakukan dengan 
mencatatnya pada buku tanah serta sertifikat hak tanggungan yang 
bersangkutan dan pada buku tanah serta sertifikat yang dibebani 
berdasarkan surat tanda bukti beralihnya piutang yang dijamin 
karena cessie, subrogasi, pewarisan atau penggabungan serta 
peleburan perseroan. 

 
Pasal 54 

(1) Pendaftaran hapusnya hak tanggungan dilakukan sesuai 
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang 
Berkaitan dengan Tanah. 

(2) Dalam hal hak yang dibebani hak tanggungan telah dilelang 
dalam rangka pelunasan utang, maka surat pernyataan dari 
kreditor bahwa pihaknya melepaskan hak tanggungan atas hak 
yang dilelang tersebut untuk jumlah yang melebihi hasil beserta 
kutipan risalah lelang dapat dijadikan dasar untuk pendaftaran 
hapusnya hak tanggungan yang bersangkutan. 

 
Paragraf 6 

Perubahan Data Pendaftaran Tanah Berdasarkan Putusan atau 
Penetapan Pengadilan 

Pasal 55 
(1) Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala 

Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua 
Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data 
mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah 
susun untuk dicatat pada buku tanah yang bersangkutan dan 
sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftar-daftar lainnya. 
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(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat 
dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, 
berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan 
Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya 
kepada Kepala Kantor Pertanahan. 

(3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak 
milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan 
dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai 
hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang 
ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat(1). 

 
Paragraf 7 

Perubahan nama 
Pasal 56 

Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah sebagai akibat 
pemegang hak yang ganti nama dilakukan dengan mencatatnya di 
dalam buku tanah dan sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas 
satuan rumah susun yang bersangkutan berdasarkan bukti mengenai 
ganti nama pemegang hak tersebut sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

 
BAB VI 

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGGANTI 
 

Pasal 57 
(1) Atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru 

sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih 
menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi, atau 
yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang 
eksekusi. 

(2) Permohonan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pihak yang namanya 
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tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah yang 
bersangkutan atau pihak lain yang merupakan penerima hak 
berdasarkan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 41, atau akta sebagaimana 
dimaksud Pasal 43 ayat (1), atau surat sebagaimana dimaksud 
Pasal 53, atau kuasanya. 

(3) Dalam hal pemegang hak atau penerima hak sebagaimana 
dimaksud pada ayat(2) sudah meninggal dunia, permohonan 
sertifikat pengganti dapat diajukan oleh ahli warisnya dengan 
menyerahkan surat tanda bukti sebagai ahli waris. 

(4) Penggantian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dicatat pada buku tanah yang bersangkutan. 

 
Pasal 58 

Dalam hal penggantian sertifikat karena rusak atau pembaharuan 
blanko sertifikat, sertifikat yang lama ditahan dan dimusnahkan. 

 
Pasal 59 

(1) Permohonan penggantian sertifikat yang hilang harus disertai 
pernyataan di bawah sumpah dari yang bersangkutan di 
hadapan Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk 
mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan. 

(2) Penerbitan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud pada 
ayat(1) didahului dengan pengumuman 1(satu) kali dalam salah 
satu surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. 

(3) Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak hari 
pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak ada 
yang mengajukan keberatan mengenai akan diterbitkannya 
sertifikat pengganti tersebut atau ada yang mengajukan 
keberatan akan tetapi menurut pertimbangan Kepala Kantor 
Pertanahan keberatan tersebut tidak beralasan, diterbitkan 
sertifikat baru. 



 

96 

(4) Jika keberatan yang diajukan dianggap beralasan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan, maka ia menolak menerbitkan sertifikat 
pengganti. 

(5) Mengenai dilakukannya pengumuman dan penerbitan serta 
penolakan penerbitan sertifikat baru sebagaimana dimaksud 
pada ayat(2), ayat(3) dan ayat(4) dibuatkan berita acara oleh 
Kepala Kantor Pertanahan. 

(6) Sertifikat pengganti diserahkan kepada pihak yang memohon 
diterbitkannya sertifikat tersebut atau orang lain yang diberi 
kuasa untuk menerimanya. 

(7) Untuk daerah-daerah tertentu Menteri dapat menentukan cara 
dan tempat pengumuman yang lain daripada ditentukan pada 
ayat(2). 

 
Pasal 60 

(1) Penggantian sertifikat hak atas tanah atau hak milik atas satuan 
rumah susun yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang 
dalam lelang eksekusi didasarkan atas surat keterangan dari 
Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan yang memuat 
alasan tidak dapat diserahkannya sertifikat tersebut kepada 
pemenang lelang. 

(2) Kepala Kantor Pertanahan mengumumkan telah diterbitkannya 
sertifikat pengganti untuk hak milik atas tanah atau hak milik 
atas satuan rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan tidak berlakunya lagi sertifikat yang lama dalam salah satu 
surat kabar harian setempat atas biaya pemohon. 
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BAB VII 
BIAYA PENDAFTARAN TANAH 

 
Pasal 61 

(1) Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur dengan 
Peraturan Pemerintah tersendiri. 

(2) Atas permohonan yang bersangkutan, Menteri atau pejabat yang 
ditunjuk dapat membebaskan pemohon dari sebagian atau 
seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika 
pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayar biaya 
tersebut. 

(3) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan yang 
diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal 
meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pendaftaran. 

(4) Tata cara untuk memperoleh pembebasan atas biaya 
pendaftaran tanah diatur oleh Menteri. 

 
BAB VIII 
SANKSI 

 
Pasal 62 

PPAT yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan-
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 
40 serta ketentuan dan petunjuk yang diberikan oleh Menteri atau 
Pejabat yang ditunjuk dikenakan tindakan administratif berupa 
teguran tertulis sampai pemberhentian dari jabatannya sebagai 
PPAT, dengan tidak mengurangi kemungkinan dituntut ganti 
kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian yang 
diakibatkan oleh diabaikannya ketentuan-ketentuan tersebut. 
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Pasal 63 
Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya 
mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan 
ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-
ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah 
dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 
BAB IX 

KETENTUAN PERALIHAN 
 

Pasal 64 
(1) Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan 

perundang-undangan sebagai pelaksanaan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 61 yang telah ada masih tetap 
berlaku, sepanjang tidak bertentangan atau diubah atau diganti 
berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Hak-hak yang didaftar serta hal-hal lain yang dihasilkan dalam 
kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tetap sah sebagai hasil 
pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah ini. 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 65 
Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 
(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 66 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1997 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 
 

SOEHARTO 
 
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juli 1997 
 
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
 

MOERDIONO 
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MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL 

 

PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG 

PENDAFTARAN TANAH 
 
 

UMUM 
Dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua peranan tanah 

bagi pemenuhan berbagai keperluan akan meningkat, baik sebagai 
tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan 
dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan dukungan berupa 
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Pemberian jaminan 
kepastian hukum di bidang pertanahan, pertama-tama memerlukan 
tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap dan jelas yang 
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-
ketentuannya. 

Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkret diperlukan 
juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi 
para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan 
haknya atas tanah dikuasainya, dan bagi para pihak yang 
berkepentingan, seperti calon pembeli dan calon kreditor, untuk 
memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang 
menjadi objek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi 
Pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan pertanahan. 

Sehubungan dengan itu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dalam Pasal 19 
memerintahkan diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam 
rangka menjamin kepastian hukum dimaksud di atas. Pendaftaran 
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tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang 
sampai saat ini menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh 
Indonesia. 

Dalam kenyataannya pendaftaran tanah yang diselenggarakan 
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut 
selama lebih dari 35 tahun belum cukup memberikan hasil yang 
memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak yang memenuhi 
syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16,3 juta bidang yang sudah 
didaftar. Dalam pada itu, melalui pewarisan, pemisahan dan 
pemberian-pemberian hak baru, jumlah bidang tanah yang 
memenuhi syarat untuk didaftar selama Pembangunan Jangka 
Panjang Kedua diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 75 juta. 
Hal-hal yang merupakan kendala dalam pelaksanaan pendaftaran 
tanah, di samping kekurangan anggaran, alat dan tenaga, adalah 
keadaaan objektif tanah-tanahnya sendiri yang selain jumlahnya 
besar dan tersebar di wilayah yang luas, sebagian besar 
penguasaannya tidak didukung oleh alat-alat pembuktian yang 
mudah diperoleh dan dapat dipercaya kebenarannya. Selain itu 
ketentuan hukum untuk dasar pelaksanaannya dirasakan belum 
cukup memberikan kemungkinan untuk terlaksananya pendaftaran 
dalam waktu yang singkat dengan hasil yang lebih memuaskan. 
Sehubungan dengan itu maka dalam rangka meningkatkan dukungan 
yang lebih baik pada pembangunan nasional dengan memberikan 
kepastian hukum di bidang pertanahan, dipandang perlu untuk 
mengadakan penyempurnaan pada ketentuan yang mengatur 
pendaftaran tanah, yang pada kenyataannya tersebar pada banyak 
peraturan perundang-undangan. 

Dalam Peraturan Pemerintah yang menyempurnakan 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ini, tetap 
dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada 
hakikatnya sudah ditetapkan dalam Undang-undang Pokok-pokok 
Agraria (UUPA), yaitu bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan 
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dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 
pertanahan dan dalam sistem publikasinya adalah sistem negatif, 
tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan 
surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 
kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 
23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. 
Pendaftaran tanah juga tetap dilaksanakan melalui dua cara, yaitu 
pertama-tama secara sistematik yang meliputi wilayah satu desa 
atau kelurahan atau sebagiannya yang terutama dilakukan atas 
prakarsa Pemerintah dan secara sporadik, yaitu pendaftaran 
mengenai bidang-bidang tanah atas permintaan pemegang atau 
penerima hak bersangkutan secara individual atau massal. 

Penyempurnaan yang diadakan meliputi penegasan berbagai 
hal yang belum jelas dalam peraturan yang lama, antara lain 
pengertian pendaftaran tanah itu sendiri, asas-asas dan tujuan 
penyelenggaraannya, yang disamping untuk memberi kepastian 
hukum sebagaimana disebut di atas juga dimaksudkan untuk 
menghimpun dan menyajikan informasi yang lengkap mengenai data 
fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan. 
Prosedur pengumpulan data penguasaan tanah juga dipertegas dan 
dipersingkat serta disederhanakan. Guna menjamin kepastian hukum 
di bidang penguasaan dan pemilikan tanah faktor kepastian letak dan 
luas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan. Dari pengalaman 
masa lalu cukup banyak sengketa tanah yang timbul sebagai akibat 
letak dan batas bidang-bidang tanah tidak benar. Karena itu masalah 
pengukuran dan pemetaan serta penyediaan peta berskala besar 
untuk keperluan penyelenggaraan pendaftaran tanah merupakan hal 
yang tidak boleh diabaikan dan merupakan bagian yang penting yang 
perlu mendapat perhatian yang serius dan seksama, bukan hanya 
dalam rangka pengumpulan data penguasaan tanah tetapi juga dalam 
penyajian data penguasaan/pemilikan tanah dan penyimpanan data 
tersebut, perkembangan teknologi pengukuran dan pemetaan, 
seperti cara penentuan titik melalui Global Positioning System (GPS) 
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dan komputerisasi pengolahan, penyajian dan penyimpanan data, 
pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dapat dipakai di dalam 
pendaftaran tanah. Untuk mempercepat pengukuran dan pemetaan 
bidang tanah yang harus didaftar penggunaan teknologi modern, 
seperti Global Positioning System (GPS) dan komputerisasi 
pengolahan dan penyimpanan data perlu dimungkinkan yang 
pengaturannya diserahkan kepada Menteri. 

Di samping pendaftaran tanah secara sistematik pendaftaran 
tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan pelaksanaannya, 
karena dalam kenyataannya bertambah banyak permintaan untuk 
mendaftar secara individual dan massal yang diperlukan dalam 
pelaksanaan pembangunan, yang akan semakin meningkat 
kegiatannya. Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan 
karena melalui cara ini akan mempercepat perolehan data mengenai 
bidang-bidang tanah yang akan di daftar dari pada melelui 
pendaftaran tanah secara sporadik. Tetapi karena prakarsanya 
datang dari Pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, 
tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus 
didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu 
yang agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang 
berkelanjutan melalui uji kelayakan agar berjalan lancar. 

Tujuan pendaftaran tanah untuk menghimpun dan 
menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah 
dipertegas dengan dimungkinkannya menurut Peraturan Pemerintah 
ini pembukuan bidang-bidang tanah yang data fisik dan atau data 
yuridisnya belum lengkap atau masih disengketakan, walaupun 
untuk tanah-tanah yang demikian belum dikeluarkan sertifikat 
sebagai tanda bukti haknya. 

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para 
pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan 
penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, 
yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh PPAT. 
Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang 
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sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam 
sertifikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam 
perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, 
sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam 
surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah ini), dan bahwa orang tidak dapat menuntut 
tanah yang sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum 
lain, jika selama 5 (lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia 
tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan, sedangkan tanah 
tersebut diperoleh orang atau badan hukum lain tersebut dengan 
itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang 
lain atau badan hukum yang mendapat persetujuannya (Pasal 32 
ayat (2) Peraturan Pemerintah ini). 

Dengan demikian maka makna dari pernyataan, bahwa 
sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan 
pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka 
memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, 
menjadi tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun sistem 
publikasi yang digunakan adalah sistem negatif. 

Ketentuan tersebut tidak mengurangi asas pemberian 
perlindungan yang seimbang baik kepada pihak yang mempunyai 
tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya maupun 
kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad 
baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan 
atas namanya. 

Sengketa-sengketa dalam menyelenggarakan pendaftaran 
tanah tetap pertama-tama diusahakan untuk diselesaikan melalui 
musyawarah antara pihak yang bersangkutan. Baru setelah usaha 
penyelesaian secara tidak membawa hasil, dipersilahkan yang 
bersangkutan menyelesaikan melalui Pengadilan. 

Akta Pejabat Pembuat Tanah merupakan salah satu sumber 
utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah, maka 
pokok-pokok tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta cara 
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melaksanakannya mendapat pengaturan juga dalam Peraturan 
Pemerintah ini. 

Tidak adanya sanksi bagi pihak yang berkepentingan untuk 
mendaftarkan perbuatan-perbuatan hukum yang telah dilakukan dan 
dibuktikan dengan akta PPAT, diatasi dengan diadakannya 
ketentuan, bahwa PPAT dalam waktu tertentu diwajibkan 
menyampaikan akta tanah yang dibuatnya beserta dokumen-
dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk 
keperluan pendaftarannya. Ketentuan ini diperlukan mengingat 
dalam praktek tidak selalu berkas yang bersangkutan sampai kepada 
Kantor Pertanahan. 

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah, bahwa Peraturan 
Pemerintah yang baru mengenai pendaftaran tanah ini disamping 
tetap melaksanakan pokok-pokok yang digariskan oleh UUPA, 
memuat penyempurnaan dan penegasan yang diharapkan akan 
mampu untuk menjadi landasan hukum dan operasional bagi 
pelaksanaan pendaftaran tanah yang lebih cepat. 
 
PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas 
Pasal 2 

Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar 
ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan 
mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 
terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan asas aman 
dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah 
perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya 
dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan 
pendaftaran tanah itu sendiri. 
Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak 
yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan 
dan kemampuan golongan ekonomi lemah. pelayanan yang 
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diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah 
harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. 
Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan 
datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang 
mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan 
pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari. 
Asas mutakhir menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah 
secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang 
tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan 
nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan 
mengenai data yang benar setiap saat. Untuk itulah diberlakukan 
pula asas terbuka. 

Pasal 3 
Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana tercantum pada huruf a 
merupakan tujuan utama pendaftaran tanah yang diperintahkan 
oleh Pasal 19 UUPA. 
Disamping itu dengan terselenggaranya pendaftaran tanah juga 
dimaksudkan terciptanya suatu pusat informasi mengenai bidang-
bidang tanah sehingga pihak yang berkepentingan termasuk 
Pemerintah dengan mudah dapat memperoleh data yang 
diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai 
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah 
didaftar. Terselenggaranya pendaftaran tanah secara baik 
merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di bidang 
pertanahan. 

Pasal 4 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang 
pelaksanaannya ditugaskan kepada pejabat lain, adalah 
kegiatan yang pemanfaatannya bersifat nasional atau melebihi 
wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan, misalnya pengukuran 
titik dasar teknik, pemetaan fotogrametri dan lain sebagainya. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan tertentu adalah 
misalnya pembuatan akta PPAT oleh PPAT atau PPAT 
Sementara, pembuatan risalah lelang oleh Pejabat Lelang, 
ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik oleh 
Panitia Ajudikasi dan lain sebagainya. 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempermudah rakyat di 
daerah terpencil yang tidak ada PPAT untuk melaksanakan 
perbuatan hukum mengenai tanah. Yang ditunjuk sebagai PPAT 
Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang menguasai 
keadaan daerah yang bersangkutan, yaitu Kepala Desa. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Mengingat pendaftaran tanah secara sistematik pada umumnya 
bersifat Pertanahan perlu dibantu oleh Panitia yang khusus 
dibentuk untuk itu, sehingga dengan demikian tugas rutin 
Kantor Pertanahan tidak terganggu. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memungkinkan 
dimasukkannya Tetua Adat yang mengetahui benar 
riwayat/kepemilikan bidang-bidang tanah setempat dalam 
Panitia Ajudikasi, khususnya di daerah yang hukum adatnya 
masih kuat. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Pendaftaran tanah yang objeknya bidang tanah yang berstatus 
tanah Negara dilakukan dengan mencatatnya dalam daftar 
tanah dan tidak diterbitkan sertifikat. 

Pasal 10 
Ayat (1) 

Desa dan kelurahan adalah satuan wilayah pemerintahan yang 
diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa. 

Ayat (2) 
Areal hak guna usaha, hak pengelolaan dan tanah Negara 
umumnya meliputi beberapa desa/kelurahan. Demikian juga 
obyek hak tanggungan dapat meliputi beberapa bidang tanah 
yang terletak di beberapa desa/kelurahan. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 
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Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 13 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Karena pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas 
prakarsa Pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pada 
suatu rencana kerja yang ditetapkan oleh Menteri. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan pihak yang berkepentingan adalah 
pihak yang berhak atas bidang tanah yang bersangkutan atau 
kuasanya. 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Pasal 15 

Ayat (1) 
Didalam wilayah yang ditetapkan untuk dilaksanakan 
pendaftaran tanah secara sistematik mungkin ada bidang tanah 
yang sudah terdaftar. Penyediaan peta dasar pendaftaran 
untuk pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik yang 
dimaksud pada ayat ini selain digunakan untuk pembuatan 
peta pendaftaran pelaksanaan pendaftaran tanah secara 
sistematik, juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang 
tanah yang sudah terdaftar di atas. 
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Ayat (2) 
Dengan adanya peta dasar pendaftaran bidang tanah yang 
didaftar dalam pendaftaran tanah secara sporadik dapat 
diketahui letaknya dalam kaitan dengan bidang-bidang tanah 
lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan 
terjadinya sertifikat ganda atas satu bidang tanah. 

Pasal 16 
Ayat (1) 

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan agar setiap 
bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya secara pasti, 
karena dapat direkonstruksi di lapangan setiap saat. Untuk 
maksud tersebut diperlukan titik-titik dasar teknik nasional 

Ayat (2) 
Titik dasar teknik adalah titik tetap yang mempunyai koordinat 
yang diperoleh dari suatu pengukuran dan perhitungan dalam 
suatu sistem tertentu yang berfungsi sebagai titik kontrol 
ataupun titik ikat untuk keperluan pengukuran dan 
rekonstruksi batas. 

Ayat (3) 
Lihat penjelasan ayat (2) 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Dalam kenyataannya banyak bidang tanah yang bentuknya 
kurang baik, dengan dilakukannya penataan batas 
dimaksudkan agar bentuk bidang-bidang tanah tersebut 
tertera dengan baik. 

 



 

111 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Ayat (1) 

Gambar situasi yang dimaksud Pasal ini adalah dokumen 
petunjuk obyek hak atas tanah menurut ketentuan yang 
berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, yaitu 
yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria nomor 6 Tahun 
1965 tentang pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran 
Tanah Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1961. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud hak baru adalah hak atas tanah yang diberikan 
atas tanah Negara. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan batas-batas yang menurut 
kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah 
yang bersangkutan adalah misalnya tembok atau tanda-tanda 
lain yang menunjukkan batas penguasaan tanah oleh orang 
atau yang bersangkutan. Apabila ada tanda-tanda semacam itu 
maka persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang 
berbatasan tidak mutlak diperlukan.  

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Ayat (3) 
Ketentuan ini berlaku juga, jika pemegang hak atas tanah yang 
bersangkutan atau mereka mempunyai tanah yang berbatasan, 
biarpun sudah disampaikan pemberitahuan sebelumnya, tidak 
hadir pada waktu diadakan pengukuran. 

Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan gambar ukur adalah hasil pengukuran 
dan pemetaan di lapangan berupa peta batas bidang tanah atau 
bidang-bidang tanah secara kasar. 
Catatan pada gambar ukur didasarkan pada berita acara 
pengukuran sementara. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Ayat (1) 

Pemetaan bidang-bidang tanah bisa dilakukan langsung pada 
peta dasar pendaftaran, tetapi untuk bidang tanah yang luas 
pemetaannya dilakukan dengan cara membuat peta tersendiri 
dengan menggunakan data yang diambil dari peta dasar 
pendaftaran dan hasil ukuran batas bidang tanah yang akan 
dipetakan. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan peta lain adalah misalnya peta dari 
instansi Pekerjaan Umum atau instansi Pajak, sepanjang peta 
tersebut memenuhi persyaratan teknis untuk pembuatan peta 
pendaftaran. 

Ayat (3) 
Dalam keadaan terpaksa pembuatan peta dasar pendaftaran 
dapat dilakukan bersamaan dengan pengukuran dan pemetaan 
bidang tanah yang bersangkutan dan bidang-bidang 
sekelilingnya yang berbatasan, sehingga letak relatif bidang 
tanah itu dapat ditentukan. 
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Ayat (4) 
Pengaturan oleh Menteri menurut ayat ini meliputi pula 
pengaturan mengenai licensed surveyor. 

Pasal 21 
Ayat (1) 

Daftar tanah dimaksudkan sebagai sumber informasi yang 
lengkap mengenai nomor bidang, lokasi dan penunjukan ke 
nomor surat ukur bidang-bidang tanah yang ada di wilayah 
pendaftaran, baik sebagai hasil pendaftaran untuk pertama kali 
maupun pemeliharaannya kemudian. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Dalam peraturan pendaftaran tanah yang lama surat ukur yang 
dimaksud ayat ini disebut gambar situasi. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Huruf a 

Penetapan Pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak 
atas tanah Negara dapat dikeluarkan secara individual, kolektif 
ataupun secara umum.  

Huruf b 
Cukup jelas 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan Akta Ikrar Wakaf adalah Akta Ikrar 
Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakilan Tanah Milik. 
Ketentuan mengenai pembukuan wakaf ditinjau dari sudut 
objeknya pembukuan tersebut merupakan pendaftaran untuk 
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pertama kali meskipun bidang tanah yang bersangkutan 
sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah hak milik. 

Huruf d 
Hak milik atas satuan rumah susun adalah hak kepemilikan 
individu atas suatu satuan rumah susun tertentu, yang meliputi 
dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan 
hak bersama atas apa yang disebut bagian bersama, benda 
bersama dan tanah bersama, tempat bangunan rumah susun 
itu didirikan. Pembukuan hak milik atas rumah susun 
dilakukan berdasarkan Akta Pemisahan, yang menunjukkan 
satuan rumah susun yang mana yang dimiliki dan berapa 
bagian proporsional pemiliknya atas benda-benda yang dihaki 
bersama tersebut. 
Yang dimaksud dengan Akta Pemisahan adalah Akta 
Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang 
Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. 
Pembukuannya merupakan pendaftaran untuk pertama kali, 
biarpun hak atas tanah tempat bangunan gedung yang 
bersangkutan berdiri sudah didaftar. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
adalah Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang 
Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda Yang 
Berkaitan Dengan Tanah. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Bukti kepemilikan itu pada dasarnya terdiri dari bukti 
kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya 
UUPA dan apabila hak tersebut kemudian beralih, bukti 
peralihan hak berturut-turut sampai ke tangan pemegang hak 
pada waktu dilakukan pembukuan hak. 
Alat-alat bukti tertulis yang dimaksudkan dapat berupa. 
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a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
Overschrijvings Ordonnatie (Staatsblad 1834-27), yang 
telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang 
bersangkutan dikonversi menjadi hak milik atau 

b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 
c. Overschrijvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) sejak 

berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah 
dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 
Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau 

d. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan 
Peraturan 

e. Swapraja yang bersangkutan; atau 
f. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 

Menteri 
g. Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau 
h. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang 

berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, 
yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang 
diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang 
disebut di dalamnya; atau 

i. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang 
dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala 
Desa/Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini; atau 

j. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, 
yang tanahnya belum dibukukan; atau 

k. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum 
atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 
28 Tahun 1977; atau 

l. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang 
berwenang, yang tanahnya belum dibukukan; atau 
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m. surat penunjukan atau pembelian kavling tanah pengganti 
tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah; atau 

n. petuk Pajak Bumi/landrente, girik, pipil, kekitir dan 
Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 Tahun 

o. 1961; atau 
p. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh 

Kantor 
q. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan; atau 
r. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama 

apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, Pasal VI 
dan Pasal VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. 

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada 
lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan 
keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang 
dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia 
Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala 
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik. 
Yang dimaksud dengan saksi adalah orang yang cakap 
memberi kesaksian dan mengetahui kepemilikan tersebut. 

Ayat (2) 
Ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak 
tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana 
dimaksud ayat (1), baik yang berupa bukti tertulis maupun 
bentuk lain yang dapat dipercaya. Dalam hal demikian 
pembukuan hak dapat dilakukan tidak berdasarkan bukti 
kepemilikan akan tetapi berdasarkan bukti penguasaan fisik 
yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya. 
Pembukuan hak menurut ayat ini harus memenuhi syarat 
sebagai berikut: 
a. bahwa penguasaan dan penggunaan tanah yang 

bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik 
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selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-
turut; 

b. bahwa kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah 
tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu 
dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum 
adat desa/kelurahan yang bersangkutan; 

c. bahwa hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-
orang yang dapat dipercaya; 

d. bahwa telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk 
mengajukan keberatan melalui pengumuman sebagaimana 
dimaksud Pasal 26; 

e. bahwa telah diadakan penelitian juga mengenai kebenaran 
hal-hal yang disebutkan di atas; 

f. bahwa akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan 
pemegang haknya dituangkan dalam keputusan berupa 
pengakuan hak yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi 
dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara 
sporadik. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 26 

Ayat (1) 
Yang dimaksud pada dasarnya adalah data fisik dan data 
yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang tanah 
yang bersangkutan. 
Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam pendaftaran tanah 
secara sistematik pengumuman tidak harus dilakukan 
sekaligus mengenai semua bidang tanah dalam wilayah yang 
telah ditetapkan, tetapi dapat dilaksanakan secara bertahap. 
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Pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik selama 30 
(tiga puluh) hari dan pengumuman pendaftaran tanah secara 
sporadik 60 (enam puluh) hari dibedakan karena pendaftaran 
tanah secara sistematik merupakan pendaftaran secara massal 
yang diketahui oleh masyarakat umum sehingga 
pengumumannya lebih singkat, sedangkan pengumuman 
pendaftaran tanah secara sporadik sifatnya individual dengan 
ruang lingkup terbatas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain adalah 
misalnya Kantor Rukun Warga, atau lokasi tanah yang 
bersangkutan. Untuk penentuan ini Menteri akan mengaturnya 
lebih lanjut. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Pasal 28 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya 
keberatan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah 
untuk mufakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 
(1), bukan merupakan alasan untuk menunda dilakukannya 
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pembuatan berita acara hasil pengumuman data fisik dan data 
yuridis. 

Ayat (3) 
Pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan 
pengesahan data fisik dan data yuridis bidang tanah 
sebagaimana adanya. Oleh karena itu data tersebut tidak selalu 
cukup untuk dasar pembukuan hak. Kadang-kadang data yang 
diperoleh hanya tepat untuk pembukuan hak melalui 
pengakuan hak berdasarkan pembuktian menurut Pasal 24 
ayat (2). Kadang-kadang dari penelitian riwayat tanah ternyata 
bahwa tanah tersebut adalah tanah Negara, yang apabila sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku dapat diberikan kepada 
pemohon dengan sesuatu hak atas tanah. 

Pasal 29 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Pasal 30 

Ayat (1) 
Huruf a 

Salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk 
mengumpulkan dan menyajikan informasi mengenai bidang-
bidang tanah. Oleh karena itu data fisik dan data yuridis 
mengenai bidang tanah yang sudah dinilai cukup untuk 
dibukukan tetap dibukukan walaupun ada data yang masih 
harus dilengkapi atau ada keberatan dari pihak lain mengenai 
data itu. Dengan demikian setiap data fisik dan data yuridis 
mengenai bidang tanah itu, termasuk adanya sengketa 
mengenai data itu, semuanya tercatat. 
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Huruf b 
Ketidaklengkapan data yang dimaksud pada huruf b dapat 
mengenai data fisik, misalnya karena surat ukurnya masih 
didasarkan atas batas sementara sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (3), dan dapat pula mengenai data yuridis, 
misalnya belum lengkapnya tanda tangan ahli waris. 

Huruf c, d dan e 
Sengketa yang dimaksud pada huruf c, d dan e juga dapat 
mengenai data fisik maupun data yuridis. 
Dalam hal sengketa dimaksud sudah diajukan ke Pengadilan 
dan ada perintah untuk status quo atau ada putusan mengenai 
sita atas tanah itu, maka pencantuman nama pemegang hak 
dalam buku tanah ditangguhkan sampai jelas siapa yang 
berhak atas tanah tersebut, baik melalui putusan Pengadilan 
maupun berdasarkan cara damai. 
Perintah status quo yang dimaksud disini haruslah resmi dan 
tertulis dan sesudah sidang pemeriksaan mengenai gugatan 
yang bersangkutan berjalan diperkuat dengan putusan 
peletakan sita atas tanah yang bersangkutan. 

Ayat (2) 
Waktu 5 (lima) tahun dipandang cukup untuk menganggap 
bahwa data fisik maupun data yuridis yang kurang lengkap 
pembuktiannya itu sudah benar adanya. 

Ayat (3) 
Penyelesaian secara damai dapat terjadi diluar maupun 
didalam Pengadilan. 
Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak yang keberatan 
atas data fisik maupun data yuridis yang akan dibukukan tidak 
mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai hal yang 
disengketakan itu, keberatannya dianggap tidak beralasan dan 
catatan mengenai adanya keberatan itu dihapus. 
Apabila dalam waktu yang ditentukan keberatan tersebut 
diajukan ke Pengadilan, catatan itu dihapus setelah ada 



 

121 

penyelesaian secara damai atau putusan Pengadilan mengenai 
sengketa tersebut. 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Pasal 31 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Penerbitan sertifikat dimaksudkan agar pemegang hak dapat 
dengan mudah membuktikan haknya. Oleh karena itu sertifikat 
merupakan alat pembuktian yang kuat sebagaimana dimaksud 
Pasal 19 UUPA. Sehubungan dengan itu apabila masih ada 
ketidakpastian mengenai hak atas tanah yang bersangkutan, 
yang ternyata dari masih adanya catatan dalam pembukuannya 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), pada 
prinsipnya sertifikat belum dapat diterbitkan, namun apabila 
catatan itu mengenai ketidakpastian data fisik yang tidak 
disengketakan, sertifikat dapat diterbitkan. 
Data fisik yang dimaksud tidak lengkap adalah apabila data 
fisik bidang tanah yang bersangkutan merupakan hasil 
pemetaan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (3). 

Ayat (3) 
Sertifikat tanah wakaf diserahkan kepada Nadzirnya. Dalam hal 
pemegang hak sudah meninggal dunia, sertfikat diterimakan 
kepada ahli warisnya atau salah seorang ahli waris dengan 
persetujuan para ahli waris yang lain. 

Ayat (4) 
Dalam hal hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah 
susun kepunyaan seorang laki-laki yang beristri atau seorang 
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perempuan yang bersuami, surat penunjukan tertulis 
dimaksud tidak diperlukan. 

Ayat (5) 
Dengan adanya ketentuan ini tiap pemegang hak bersama 
memegang sertifikat yang menyebutkan besarnya bagian 
masing-masing dari hak bersama tersebut. 
Dengan demikian masing-masing akan dengan mudah dapat 
melakukan perbuatan hukum mengenai bagian haknya yang 
bersangkutan tanpa perlu mengadakan perubahan pada surat 
tanda bukti hak para pemegang hak bersama yang 
bersangkutan, kecuali kalau secara tegas ada larangan untuk 
berbuat demikian jika tidak ada persetujuan para pemegang 
hak bersama yang lain. Ayat (6) 
Cukup jelas 

Pasal 32 
Ayat (1) 

Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti 
bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan 
data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima 
sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun 
data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai 
dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur 
yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah 
dan surat ukur tersebut. 

Ayat (2) 
Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan 
oleh UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang 
kebenaran data yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan 
menggunakan sistem publikasi negatif. Di dalam sistem 
publikasi negatif Negara tidak menjamin kebenaran data yang 
disajikan. Tetapi walaupun demikian tidaklah dimaksudkan 
untuk menggunakan sistem publikasi negatif secara murni. Hal 
tersebut tampak dari pernyataan dalam Pasal 23, 32 dan 38 
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UUPA bahwa pendaftaran berbagai peristiwa hukum 
merupakan alat prosedur pengumpulan, pengolahan, 
penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta 
penerbitan sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak 
jelas usaha untuk sejauh mungkin memperoleh dan 
menyajikan data yang benar, karena pendaftaran tanah adalah 
untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan dengan itu 
diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. 
Ketentuan ini bertujuan, pada satu pihak untuk tetap 
berpegang pada sistem publikasi negatif dan pada sisi lain 
pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum 
kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang 
tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, 
dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. 
Kelemahan sistem publikasi negatif adalah, bahwa pihak yang 
namanya tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah 
dan sertifikat selalu menghadapi kemungkinan gugatan dari 
pihak lain yang merasa mempunyai tanah itu. Umumnya 
kelemahan tersebut diatasi dengan menggunakan lembaga 
acquisitive verjaring atau adverse possession. Hukum tanah 
kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat 
menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak 
mengenalnya. Tetapi dalam hukum adat terdapat lembaga yang 
dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan sistem publikasi 
negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga 
rechtsverwerking. 
Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu 
membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu 
dikerjakan orang lain yang memperolehnya dengan itikad baik, 
maka hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah 
tersebut. Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan 
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hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan (Pasal 27, 34 
dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan lembaga ini. 
Dengan pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam 
ayat ini bukanlah menciptakan ketentuan hukum baru, 
melainkan merupakan penerapan ketentuan hukum yang 
sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata hukum sekarang 
ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional Indonesia 
dan sekaligus memberikan wujud konkret dalam penerapan 
ketentuan dalam UUPA mengenai penelantaran tanah. 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Karena pada dasarnya terbuka bagi umum dokumen yang 
dimaksud ayat ini disebut daftar umum. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Sebelum melakukan perbuatan hukum mengenai bidang tanah 
tertentu para pihak yang berkepentingan perlu mengetahui 
data mengenai bidang tanah tersebut. Sehubungan dengan sifat 
terbuka data fisik dan data yuridis yang tersimpan dalam peta 
pendaftaran, daftar tanah, buku tanah dan surat ukur, siapapun 
yang berkepentingan berhak untuk mengetahui keterangan 
yang diperlukan. Tidak digunakan hak tersebut menjadi 
tanggungjawab yang bersangkutan. 

Ayat (2) 
Daftar nama sebenarnya tidak memuat keterangan mengenai 
tanah, melainkan memuat keterangan mengenai orang 
perseorangan atau badan hukum dalam hubungan dengan 
tanah yang dimilikinya. Keterangan ini diperlukan oleh 
instansi-instansi Pemerintah untuk keperluan pelaksanaan 
tugasnya.  
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Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 35 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Untuk mencegah hilangnya dokumen yang sangat penting 
untuk kepentingan masyarakat ini maka apabila ada instansi 
yang menganggap perlu untuk memeriksanya, pemeriksaan 
dokumen itu wajib dilakukan di Kantor Pertanahan. 
Pengecualian ketentuan ini adalah sebagaimana diatur dalam 
ayat (4).  

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Setelah diperlihatkan dan jika diperlukan dibuatkan petikan, 
salinan atau rekaman seperti dimaksud pada ayat (3), 
dokumen yang bersangkutan dibawa dan disimpan kembali di 
tempat yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

Ayat (5) 
Penyimpanan dengan menggunakan peralatan elektronik dan 
dalam bentuk film akan menghemat dan mempercepat akses 
pada data yang diperlukan. Tetapi penyelenggaraannya 
memerlukan persiapan peralatan dan tenaga serta dana yang 
besar. maka pelaksanaanya akan dilakukan secara bertahap. 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (7) 
Cukup jelas 

Pasal 36 
Ayat (1) 

Perubahan data fisik terjadi kalau diadakan pemisahan, 
pemecahan, atau penggabungan bidang-bidang tanah yang 
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sudah didaftar. Perubahan data yuridis terjadi misalnya kalau 
diadakan pembebanan atau pemindahan hak atas bidang tanah 
yang sudah didaftar. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Pasal 38 

Ayat (1) 
Cukup jelas 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 39 
Ayat (1) 

Dalam ayat ini diwujudkan fungsi dan tanggungjawab PPAT 
sebagai pelaksana pendaftaran tanah. Akta PPAT wajib dibuat 
sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan dasar yang kuat 
untuk pendaftaran pemindahan hak dan pembebanan hak yang 
bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggungjawab untuk 
memeriksa syarat-syarat perbuatan hukum yang bersangkutan, 
dengan antara lain mencocokkan daya yang terdapat dalam 
sertifikat dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanahan. 
Yang dimaksudkan dalam huruf d dengan surat kuasa mutlak 
adalah pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali oleh 
pihak yang memberi kuasa, sehingga pada hakikatnya 
merupakan perbuatan hukum pemindahan hak. 
Contoh syarat yang dimaksudkan dalam huruf g adalah 
misalnya larangan yang diadakan oleh Peraturan Pemerintah 
Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan 
Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan 
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Bangunan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 
Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas 
Penghasilan Dari Pengalihan Hak atas Tanah Dan Bangunan 
untuk membuat akta, jika kepadanya tidak diserahkan fotocopy 
surat setoran pajak penghasilan yang bersangkutan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 40 
Ayat (1) 

Selaku pelaksana pendaftaran tanah PPAT wajib segera 
menyampaikan akta yang dibuatnya kepada Kantor 
Pertanahan, agar dapat dilaksanakan proses pendaftarannya 
oleh Kepala Kantor Pertanahan. 

Ayat (2) 
Kewajiban PPAT hanya sebatas menyampaikan akta dengan 
berkas-berkasnya kepada Kantor Pertanahan. Pendaftaran 
kegiatan selanjutnya serta penerimaan sertifikatnya menjadi 
urusan pihak yang berkepentingan sendiri. 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Untuk menghindarkan terjadinya pelanggaran umum yang 
tidak jelas objeknya perlu diminta keterangan yang paling 
mutakhir mengenai tanah atau satuan rumah susun yang akan 
dilelang dari Kantor Pertanahan. 

Ayat (3) 
Sesuai dengan fungsinya sebagai sumber informasi yang 
mutakhir mengenai tanah atau satuan rumah susun yang akan 
dilelang, keterangan ini sangat penting bagi Pejabat Lelang 
untuk memperoleh keyakinan tentang obyek lelang. Oleh 
karena itu surat keterangan tersebut harus tetap diterbitkan, 
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walaupun tanah atau satuan rumah susun yang bersangkutan 
sedang dalam sengketa atau dalam status sitaan. 

Ayat (4) 
Lelang eksekusi meliputi lelang dalam rangka pelaksanaan 
putusan pengadilan, hak tanggungan, sita pajak, sita 
Kejaksaan/Penyidik dan sita Panitia Urusan Piutang Negara. 
Dalam pelelangan eksekusi kadang-kadang tereksekusi 
menolak untuk menyerahkan sertifikat asli hak yang akan 
dilelang. Hal ini tidak boleh menghalangi dilaksanakannya 
lelang. Oleh karena itu lelang eksekusi tetap dapat 
dilaksanakan walaupun sertifikat asli tanah tersebut tidak 
dapat diperoleh Pejabat lelang dari tereksekusi. 

Ayat (5) 
Dokumen ini akan dijadikan dasar pendaftaran peralihan 
haknya. 

Pasal 42 
Ayat (1) 

Peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada 
saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam 
arti bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya 
yang baru. Mengenai siapa yang menjadi ahli waris diatur 
dalam Hukum Perdata yang berlaku bagi pewaris. 
Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, 
dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para 
ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, 
agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan 
keadaan yang mutakhir. 
Surat tanda bukti sebagai ahli waris dapat berupa Akta 
Keterangan Hak Mewaris, atau Surat Penetapan Ahli Waris atau 
Surat Keterangan Ahli Waris. 

Ayat (2) 
Dokumen yang membuktikan adanya hak atas tanah pada yang 
mewariskan diperlukan karena pendaftaran peralihan hak ini 
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baru dapat dilakukan setelah pendaftaran untuk pertama kali 
hak yang bersangkutan atas nama yang mewariskan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Apabila dari akta pembagian waris yang dibuat sesuai 
ketentuan yang berlaku bagi ahli waris sudah ternyata suatu 
hak yang merupakan harta waris jatuh pada seorang penerima 
warisan tertentu, pendaftaran peralihan haknya dapat 
langsung dilakukan tanpa alat bukti peralihan hak lain, 
misalnya akta PPAT. 

Ayat (5) 
Sesudah hak tersebut didaftar sebagai harta bersama, 
pendaftaran pembagian hak tersebut selanjutnya dapat 
dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 51. 

Pasal 43 
Ayat (1) 

Beralihnya hak dalam penggabungan atau peleburan perseroan 
atau koperasi yang tidak didahului dengan likuidasi terjadi 
karena hukum (Pasal 107 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 
Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 14 Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Karena 
itu cukup dibuktikan dengan akta yang membuktikan 
terjadinya penggabungan atau peleburan tersebut. Ketentuan 
ini secara mutatis mutandis berlaku untuk penggabungan atau 
peleburan badan hukum lain. 

Ayat (2) 
Dalam rangka likuidasi dilakukan pemindahan hak, yang kalau 
mengenai tanah dibuktikan dengan akta PPAT. 

Pasal 44 
Ayat (1) 

Dipandang dari sudut hak tanggungan, pendaftaran pemberian 
hak tanggungan merupakan pendaftaran pertama. dipandang 
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dari sudut hak yang dibebani, pencatatannya dalam buku tanah 
dan sertifikat tanah yang dibebani merupakan pemeliharaan 
data pendaftaran tanah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Akta PPAT merupakan alat untuk membuktikan telah 
dilakukannya suatu perbuatan hukum. Oleh karena itu apabila 
perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang 
bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai perbuatan hukum 
tersebut. Dalam pada itu apabila suatu perbuatan hukum 
dibatalkan sendiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan 
sedangkan perbuatan hukum itu sudah didaftar di Kantor 
Pertanahan, maka pendaftaran tidak dapat dibatalkan. 
Perubahan data pendaftaran tanah menurut pembatalan 
perbuatan hukum itu harus didasarkan atas alat bukti lain, 
misalnya putusan pengadilan atau akta PPAT mengenai 
perbuatan hukum yang baru. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 46 
Cukup jelas 

Pasal 47 
Perpanjangan jangka waktu suatu hak tidak mengakibatkan 
hak tersebut harus atau terputus. Oleh karena itu untuk 
pendaftarannya tidak perlu dibuatkan buku tanah dan 
sertifikat baru. 
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Pasal 48 
Ayat (1) 

Pemecahan bidang tanah harus sesuai dengan rencana tata 
ruang yang berlaku dan tidak boleh mengakibatkan tidak 
terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, misalnya ketentuan landreform (lihat ayat (4)). 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Pemecahan bidang tanah tidak boleh merugikan kepentingan 
kreditor yang mempunyai hak tanggungan atas tanah yang 
bersangkutan. Oleh karena itu hanya boleh dilakukan setelah 
diperoleh persetujuan tertulis dari kreditur atau pihak lain 
yang berwenang menyetujui penghapusan beban lain yang 
bersangkutan. 
Beban yang bersangkutan tidak selalu harus dihapus. Dalam 
hal hak tersebut dibebani hak tanggungan, hak tanggungan 
yang bersangkutan tetap membebani bidang-bidang hasil 
pemecahan itu. 

Ayat (4) 
Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat 
Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah Undang-undang 
Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah 
Pertanian. 

Pasal 49 
Ayat (1) 

Dalam hal pemisahan bidang tanah menurut ayat ini bidang 
tanah yang luas diambil sebagian yang menjadi satuan bidang 
baru. Dalam hal ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak 
berubah identitasnya, kecuali mengenai luas dan batasnya. 
Istilah yang digunakan adalah pemisahan, untuk 
membedakannya dengan apa yang dilakukan menurut Pasal 
48. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 50 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Cukup jelas 
Ayat (3) 

Cukup jelas 
Pasal 51 

Ayat (1) 
Pada saatnya suatu hak bersamaan, baik yang diperoleh 
sebagai warisan maupun sebab lain, perlu dibagi sehingga 
menjadi hak individu. Untuk itu kesepakatan antara pemegang 
hak bersama tersebut perlu dituangkan dalam akta PPAT yang 
akan menjadi dasar bagi pendaftarannya. Dalam pembagian 
tersebut tidak harus semua pemegang hak bersama 
memperoleh bagian. Dalam pembagian harta warisan 
seringkali yang menjadi pemegang hak individu hanya 
sebagian dari keseluruhan penerima warisan, asalkan hal 
tersebut disepakati oleh seluruh penerima warisan sebagai 
pemegang hak bersama. 

Pasal 52 
Ayat (1) 

Untuk mencatat hapusnya hak atas tanah yang dibatasi masa 
berlakunya tidak diperlukan penegasan dari Pejabat yang 
bersenang. 
Dalam acara melepaskan hak, maka selain harus ada bukti 
bahwa yang melepaskan adalah pemegang haknya, juga perlu 
diteliti apakah pemegang hak tersebut berwenang untuk 
melepaskan hak yang bersangkutan. 
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Dalam hal hak yang dilepaskan dibebani hak tanggungan 
diperlukan persetujuan dari kreditor yang bersangkutan. 
Demikian juga ia tidak berwenang untuk melepaskan haknya, 
jika tanah yang bersangkutan berada dalam sita oleh 
Pengadilan atau ada beban-beban lain. 

Ayat (2) 
Dalam hal-hal tertentu Kepala Kantor Pertanahan dapat 
mengumumkan hapusnya hak yang sertifikatnya tidak 
diserahkan kepadanya untuk mencegah dilakukannya 
perbuatan hukum mengenai tanah yang sudah tidak ada 
haknya tersebut. 

Pasal 53 
Hak tanggungan merupakan accessoir pada suatu piutang 
tertentu, karenanya menurut hukum mengikuti peralihan piutang 
yang bersangkutan. Maka untuk peralihannya tidak diperlukan 
perbuatan hukum tersendiri dan pendaftarannya cukup dilakukan 
bukti cessie, subrogasi ataupun pewarisan piutangnya yang 
dijamin. 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Kedua dokumen yang dimaksud ayat ini merupakan 
pernyataan tertulis dari pemegang hak tanggungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1996. 

Pasal 55 
Ayat (1) 

Yang dimaksudkan dengan Pengadilan adalah baik badan-
badan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara maupun 
Peradilan Agama. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Ayat (3) 
Putusan Pengadilan mengenai hapusnya suatu hak harus 
dilaksanakan lebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang, 
sebelum didaftar oleh kepala Kantor Pertanahan. 

Pasal 56 
Yang dimaksud pemegang hak yang diganti nama adalah 
pemegang hak yang sama tetapi namanya berganti. Penggantian 
nama pemegang hak dapat terjadi baik mengenai orang 
perseorangan maupun badan hukum. 

Pasal 57 
Ayat (1) 

Untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan, di waktu yang 
lampau terlah beberapa kali dilakukan penggantian blanko 
sertifikat, sehubungan dengan itu apabila dikehendaki oleh 
pemegang hak, sertifikatnya boleh diganti dengan sertifikat 
yang menggunakan blanko baru. 
Diterbitkannya sertifikat pengganti dilakukan apabila dan 
sesudah semua ketentuan dalam Bab VI Peraturan Pemerintah 
ini dipenuhi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 59 
Ayat (1) 

Dalam hal hak atas tanah berdasarkan akta yang dibuat oleh 
PPAT sudah berpindah kepada pihak lain, tetapi sebelum 
peralihan tersebut didaftar sertifikatnya hilang, permintaan 
penggantian sertifikat hilang dilakukan oleh pemegang haknya 
yang baru dengan pernyataan dari PPAT bahwa pada waktu 
dibuat akta PPAT sertifikat tersebut masih ada. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Keberatan dianggap beralasan apabila misalnya, ada pihak 
yang menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak hilang 
melainkan dipegang olehnya berdasarkan persetujuan 
pemegang hak dalam rangka sesuatu perbuatan hukum 
tertentu. 

Ayat (5) 
Cukup jelas 

Ayat (6) 
Cukup jelas 

Ayat (7) 
Di daerah-daerah tertentu pengumuman yang dimaksud pada 
ayat (2) memerlukan biaya yang besar yang tidak sebanding 
dengan harga tanah yang bersangkutan. Sehubungan dengan 
itu, Menteri dapat menentukan cara pengumuman lain yang 
lebih murah biayanya. 

Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas 
Ayat (2) 

Pengumuman ini dimaksudkan agar masyarakat tidak 
melakukan perbuatan hukum mengenai tanah atau rumah 
susun yang bersangkutan berdasarkan sertifikat yang telah 
tidak berlaku. 
Sertifikat yang lama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, 
karena sesuai dengan ketentuan yang bersangkutan telah 
berpindah kepada pembeli lelang dengan telah 
dimenangkannya lelang serta telah dibayarkan harga 
pembelian lelang. 
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Pasal 61 
Ayat (1) 

Peraturan Pemerintah dimaksud adalah Peraturan Pemerintah 
pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Ayat (4) 
Cukup jelas 

Pasal 62 
Ayat (1) 

Ketentuan peralihan ini memungkinkan Peraturan Pemerintah 
ini segera dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Pasal 65 
Cukup jelas 

Pasal 66 
Cukup jelas. 
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SURAT EDARAN NOMOR 4/SE/I/2015 TENTANG 
BATAN USIA DEWASA DALAM RANGKA PELAYANAN 

PERTANAHAN 
 
 

1. Umum 
Untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai kedewasaan dan 
kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dalam 
rangka pelayanan pertanahan, perlu adanya kejelasan mengenai 
batasan usia dewasa. 

2. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini agar terdapat 
keseragaman untuk mengatur batasan usia dewasa yang dapat 
melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan 
pertanahan kepada masyarakat. 

3. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup Surat Edaran ini berisi batasan usia dewasa yang 
dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan 
pertanahan. 

4. Dasar Hukum 
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2043). 

b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3668). 

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
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Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2886). 

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4235). 

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4279); 

f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 
Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4432) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 5491) 

g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang 
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634): 

h. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47201 

i. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4928). 

j. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155); 
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k. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan 
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 339); 

l. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P/2014 
tentang Pembentukan Kementerian dan Pembentukan Kabinet 
Kerja 2014-2019; 

m. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 
Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 
Pengadilan. 

5. Berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 
menyebutkan. bahwa batas usia dewasa adalah 18 (delapan belas) 
tahun 

6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 
Tahun 2012- tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar 
Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi 
Pengadilan, dan Hasil Rapat Kamar Perdata. Mahkamah Agung RI 
tanggal 14-16 Maret Tahun 2011, menyatakan bahwa Dewasa 
adalah cakap bertindak di dalam hukum yaitu orang yang telah 
mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin 

7. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 
dan angka 6, ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan 
perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah 
paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. 

 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Januari 2015 

 
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ 

KEPALA PANAHAN NASIONAL, 
 

FERRY MURDAN BALDAN 
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK 

PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH 
SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 
Menimbang  : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 

dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu 
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak 
Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah 
Susun, dan Pendaftaran Tanah. 

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6537). 

 
MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK 
PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN 
RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 
1. Tanah adalah permukaan bumi baik berupa daratan maupun 

yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh 
bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan 
pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung 
dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi. 

2. Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara 
adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, 
bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan 
merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah. 

3. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegang Hak Pengelolaan. 

4. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan 
hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di 
atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, 
memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara 
Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah. 
Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas. 

5. permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya 
terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 
pemanfaatan pada bidang Tanah. 

6. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di bawah 
permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang 
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya 
terpisah dari penguasaari, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan 
pada bidang Tanah. Dan pemanfaatan pada bidang tanah 
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7. Perpanjangan Jangka Waktu Hak yang selanjutnya disebut 
Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya 
sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian 
hak tersebut. 

8. Pembaruan Hak yang selanjutnya disebut Pembaruan adalah 
penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak setelah 
jangka waktu berakhir atau sebelum jangka waktu 
perpanjangannya berakhir. 

9. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan 
teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan 
penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam 
bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang 
Alas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah 
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 
bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah 
yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun 
serta hak-hak tertentu yang membebaninya.. 

10. Satuan Rumah Susun adalah unit rumah susur yang tujuan 
utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama 
sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke 
jalan umum. 

11. Tanah Telantar adalah Tanah hak, Tanah Hak Pengelolaan, atau 
Tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas Tanah 
yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak 
dimanfaatkan, atau tidak dipelihara. 

12. Tanah Musnah adalah Tanah yang sudah berubah dari bentuk 
asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi 
sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan 
sebagaimana mestinya 

13. Tanah Ulayat adalah Tanah yang berada di wilayah penguasaan 
masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada 
dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah. 
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14. Orang Asing adalah orang yang bukan Warga Negara Indonesia 
yang keberadaannya memberikan manfaat, melakukan usaha, 
bekerja, atau berinvestasi di Indonesia. 

15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana 
dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. 

18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidangagraria/pertanahan dan tata 
ruang.  

19. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya 
disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di 
provinsi.  

20. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di 
kabupaten/kota. 

 
Pasal 2 

(1) Tanah Negara atau Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara 
merupakan seluruh bidang Tanah di wilayah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yong tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh 
pihak lain. 

(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Negara 
dapat memberikannya kepada perorangan atau badan hukum 
dengan sesuatu Hak Atas Tanah sesuai dengan peruntukan dan 
keperluannya, atau memberikannya dengan Hak Pengelolaan. 

(3) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 
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a. Tanah yang ditetapkan Undang Undang atau Penetapan 
Pemerintah; 

b. Tanah reklamasi; 
c. tanah timbul; 
d. Tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak; 
e. Tanah Telantar; 
f. tanah telantar; 
g. Tanah hak yang berakhir jangka waktunya serta tidak dimohon 

Perpanjangan dan/atau Pembaruan; 
h. Tanah hak yang jangka waktunya berakhir dan karena kebijakan 

Pemerintah Pusat tidak dapat diperpanjang, dan 
i. Tanah yang sejak semula berstatus Tanah Negara. 

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 
 

Pasal 3 
Ruang lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi: 
a. Hak Pengelolaan; 
b. hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas Tanah; 
c. Satuan Rumah Susun; 
d. Hak Atas Tanah atau Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah dan 

Ruang Bawah Tanah; dan Pendaftaran Tanah. 
 

BAB III 
HAK PENGELOLAAN 

 
Bagian Kesatu 

Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Pengelolaan 
Pasal 4 

Hak Pengelolaan dapat berasal dar: Tanah Negara dan Tanah Ulayat. 
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Bagian Kedua 
Subjek Hak Pengelolaan 

Pasal 5 
(1) Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara diberikan 

kepada: 
a. instansi Pemerintah Pusat, 
b. Pemerintah Daerah; 
c. badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; 
d. badan hukum milik negara/badan hukum milik daerah; 
e. Badan Bank Tanah; atau 
f. badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. 

(2) Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Ulayat ditetapkan 
kepada masyarakat hukum adat. 
 

Pasal 6 
(1) Hak Pengelolaan di atas Tanah Negara diberikan sepanjang 

tugas pokok dan fungsinya langsung berhubungan dengan 
pengelolaan Tanah. 

(2) Instansi Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf a yang tugas pokok dan fungsinya tidak langsung 
berhubungan dengan pengelolaan Tanah dapat diberikan Hak 
Pengelolaan setelah mendapat persetujuan menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

(3) Badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi 
juga anak perusahaan yang dimiliki oleh badan usaha milik 
negara/badan usana milik daerah berdasarkan penyertaan 
modal negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik 
daerah lain.. 

(4) Badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f merupakan badan 
hukum yang mendapat peragasan khusus yang ditetapkan 
dengan Peraturan Presiden. 
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Bagian Ketiga 
Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan 

Pasal 7 
(1) Pemegang Hak Pengelolaan diberikan kewenanga untuk: 

a. menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan 
pemanfaatan Tanah sesuai dengan rencana tala ruang. 

b. menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian 
Tanah Hak Pengelolaan untuk digunakan sendiri atau 
dikerjasamakan dengan pihak lain; dan 

c. menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan dari pihak 
lain sesuai dengan perjanjian. 

(2) Rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan Tanah 
sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a merupakan rencana induk yang disusun oleh 
pemegang Hak Pengelolaan. 

 
Pasal 8 

(1) Hak Pengelolaan yang penggunaan dan pemanfaatan seluruh 
atau sebagian tanahnya untuk digunakan sendiri atau 
dikerjasamakan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7 ayat (1) huruf b dapat diberikan Hak Atas Tanah berupa 
hak guna usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai di atas 
Hak Pengelolaan sesuai dengar. sifat dan fungsinya, kepada: 
a. pemegang Hak Pengelolaan sepanjang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah; atau 
b. pihak lain, apabila Tanah Hak pengelolaan dikerjasamakan 

dengan perjanjian pemanfaatan Tanah. 
(2) Perjanjian pemanfaatan Tanah sebagamana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b paling sedikit memuat: 
a. identitas para pihak; 
b. letak, batas, dan luas Tanah; 
c. jenis penggunaan, pemanfaatan Tanah, dan/atau bangunan 

yang akan didirikan; 
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d. ketentuan mengenai jenis hak, jangka waktu, perpanjangan, 
pembaruan, peralihan, pembebanan, perubahan, dan/atau 
hapus/ batalnya hak yang diberikan di atas Tanah Hak 
Pengelolaan, dan ketentuan pemilikan Tanah dan bangunan 
setelah berakhirnya Hak Atas Tanah, 

e. besaran tarif dan/atau uang wajib tahunan dan tata cara 
pembayarannya; dan 

f. persyaratan dan ketentuan yang mengikut para pihak, 
pelaksanaan pembangunan, denda atas wanprestasi 
termasuk klausul sanksi, dan pembatalan/pemutusan 
perjanjian. 

 
Pasal 9 

(1) Penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan disesuaikan 
dengan tujuan dari pemanfaatan, untuk: 
a. kepentingan umum; 
b. kepentingan sosial: 
c. kepentingan pembangunan; dan/atau 
d. kepentingan ekonomi. 

(2) Penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian 
pemanfaatan Tanah antara pemegang Hak Pengelolaan dengan 
pihak lain dan tidak boleh mengandung unsur-unsur yang 
merugikan para pihak. 

(3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan didasarkan 
pada karakteristik peruntukan dan kemanfaatan tertentu secara 
wajar. 

(4) Rumusan tarif dan/atau uang wajib tahunan yang dikenakan 
oleh pemegang Hak Pengelolaan ditetapkan oleh Menteri 
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Bagian Keempat 
Terjadinya Hak Pengelolaan 

Pasal 10 
(1) Hak Pengelolaan yang berasal dari Tanah Negara atau Tanah 

Ulayat ditetapkan dengan keputusan Menteri. 
(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat 

secara elektronik. 
 

Pasal 11 
(1) Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 
(2) Hak Pengelolaan terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan. 
(3) Pemegang Hak Pengelolaan diberikan sertipikat sebagai tanda 

bukti kepemilikan Hak Pengelolaan. 
 

Bagian Kelima 
Pembebanan, Peralihan, dan Pelepasan Hak Pengelolaan dan 

Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan 
Pasal 12 

(1) Hak Pengelolaan tidak dapat dijadikan jaminan utang dengan 
dibebani hak tanggungan. 

(2) Hak Pengelolaan tidak dapat beralih dan dialihkan kepada pihak 
lain. 

(3) Hak Pengelolaan hanya dapat dilepaskan dalam hal diberikan 
hak milik, dilepaskan untuk kepentingan umum, atau ketentuan 
lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

(4) Dalam hal Hak Pengelolaan dilepaskan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan Tanah barang milik negara/barang 
milik pelepasan/penghapusan Hak daerah, Pengelolaan 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Pelepasan Hak Pengelolaan dibuat oleh dan dihadapan pejabat 
yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri. 
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Pasal 13 
(1) Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan yang dikerjasamakan 

dengan pihak lain dapat dibebani hak tanggungan, dialihkan, 
atau dilepaskan 

(2) Setiap perbuatan hukum termasuk dijadikan jaminan utang 
dengan dibebani hak tanggungan terhadap Hak Atas Tanah di 
atas Hak Pengelolaan, memerlukan rekomendasi pemegang Hak 
Pengelolaan dan dimuat dalam perjanjian pemanfaatan Tanah 

(3) Dalam hal Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan akan 
dilepaskan maka pelepasan dibuat oleh dan dihadapan pejabat 
yang berwenang dan dilaporkan kepada Menteri. 

 
Bagian Keenam 

Hapusnya Hak Pengelolaan 
Pasal 14 

(1) Hak Pengelolaan hapus karena: 
a. dibatalkan haknya oleh Menteri karena:  

1. cacat administrasi; atau 
2. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap; 
b. dilepaskan secara haknya; sukarela oleh pemegang 
c. dilepaskan untuk kepentingan umum; 
d. dicabut berdasarkan Undang-Undang: 
e. diberikan hak milik 
f. ditetapkan sebagai Tanah Telantar; atau 
g. ditetapkan sebagai Tanah Musnah. 

(2) Dalam hal Hak Pengelolaan dibatalkan karena cacat administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, Hak Atas 
Tanah di atas Hak Pengelolaan dapat dinyatakan batal apabila 
dinyatakan dalam surat keputusan pembatalan Hak Pengelolaan. 

(3) Dalam hal Hak Pengelolaan dibatalkan karena pelaksanaan 
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, Hak 
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Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan dapat dinyatakan batal 
sepanjang amar putusan mencantumkan batalnya Hak Atas 
Tanah di atas Hak Pengelolaan. 

 
Pasal 15 

(1) Hapusnya Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 di atas Tanah Negara, mengakibatkan:  
a. Tanah menjadi Tanah Negara; atau  
b. sesuai dengan amar putusan pengadilan. 

(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan 
selanjutnya menjadi kewenangan Menteri. 

(3) Hapusnya Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
14 di atas Tanah Ulayat mengakibatkan tanahnya kembali ke 
dalam penguasaan masyarakat hukum adat. 

 
Bagian Ketujuh 

Pengawasan dan Pengendalian 
Pasal 16 

Menteri secara berkala melakukan pengawasan dan pengendalian 
secara berjenjang melalui Kantor Wilayah dara Kantor Pertanahan, 
meliputi: 
c. pengawasan dan pengendalian Hak Pengelolaan; dan 
d. pengawasan dan pengendalian Hak Atas Tanah di atas Hak 

Pengelolaan. 
 

Bagian Kedelapan 
Tanah Reklamasi 

Pasal 17 
(1) Tanah reklamasi dapat diberikan Hak Pengelolaan dan/atau Hak 

Atas Tanah dengan syarat telah memperoleh izin reklamasi. 
(2) Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada instansi Pemerintah 

Pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
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badan hukum milik negara/badan hukum milik daerah, Badan 
Bank Tanah, atau badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah 
Pusat, Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah dengan 
mempertimbangkan syarat sebagai subjek hak. 

(3) Dalam hal izin reklamasi diberikan kepada badan hukum atau 
perorangan, Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan Hak Atas Tanah dan/atau Hak Pengelolaan dengan 
ketentuan: 
a. untuk pemegang izin reklamasi, diberikan Hak Atas Tanah 

dan/atau Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan; dan 
b. untuk Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang 

memberikan izin reklamasi, diberikan Hak Pengelolaan,  
berdasarkan perjanjian antara pihak yang mendapat izin 
reklamasi dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah 
serta mempertimbangkan ketentuan tata ruang. 

(4) Dalam hal kegiatan reklamasi dilakukan tanpa izin reklamasi 
maka pejabat yang berwenang memberikan. izin reklamasi 
melakukan penelitian secara teknis maupun tata ruang sesuai 
dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan. 

(5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4): 
a. telah memenuhi syarat, Tanah hasil reklamasi menjadi Tanah 

yang Dikuasai Langsung oleh Negara dan penggunaan, 
pemanfaatan, dan pemilikan selanjutnya menjadi 
kewenangan Menteri, atau 

b. tidak memenuhi syarat, Tanah hasil reklamasi dapat 
dikembalikan seperti keadaan semula oleh pihak yang 
melakukan reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. mengenai izin reklamasi. 
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Pasal 18 

Ketentuan lebih lanjut mengenai: 
a. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Pengelolaan, subjek, 

pemanfaatan Tanah, terjadinya hak, tata cara dan syarat 
permohonan pemberian dan pendaftaran, pembebanan, peralihan 
dan pelepasan, hapusnya, serta pengawasan dan pengendalian 
Hak Pengelolaan dan Tanah reklamasi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dan Pasal 10 sampai dengan 
Pasal 17; dan 

b. rumusan dan penentuan tarif dan/atau uang wajib tahunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 

diatur dalam Peraturan Menteri. 
 

BAB IV 
HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI 

ATAS TANAH 
 

Bagian Kesatu 
Hak Guna Usaha 

Paragraf 1 
Subjek Hak Guna Usaha 

Pasal 19 
Hak guna usaha diberikan kepada: 
a. Warga Negara Indonesia; dan 
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia. 
 

Pasal 20 
(1) Pemegang hak guna usaha yang tidak lagi memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak guna 
usaha kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 
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(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan maka hak tersebut 
hapus karena hukum 

 
Paragraf 2 

Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Usaha 
Pasal 21 

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha meliputi: 
a. Tanah Negara; dan 
b. Tanah Hak Pengelolaan. 

 
Paragraf 3 

Jangka Waktu Hak Guna Usaha 
Pasal 22 

(1) Hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 
(tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling 
lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbarui untuk jangka 
waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun. 

(2) Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Tanah hak guna 
usaha kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh 
Negara atau tanah Hak Pengelolaan. 

(3) Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), penataan kembali penggunaan, 
pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan 
dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan 
memperhatikan: 
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik 

sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; 
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak; 
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang 

hak; 
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d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; 
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk 

kepentingan umum; 
f. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 
g. keadaan Tanah dan masyarakat sekitar 

 
Paragraf 4 

Terjadinya Hak Guna Usaha 
Pasal 23 

(1) Hak guna usaha di atas Tanah Negara diberikan dengan 
keputusan pemberian hak oleh Menteri. 

(2) Hak guna usaha di atas Tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan 
keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan 
persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dapat dibuat secara elektronik. 

 
Pasal 24 

(1) Pemberian hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
23 wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

(2) Hak guna usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan. 
(3) Pemegang hak guna usaha diberikan sertipikar Halt Atas Tanah 

sebagai tanda bukti hak 
 

Pasal 25 
(1) Hak guna usaha di atas Tanah Negara sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 23 ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbarui atas 
permohonan pemegang hak. apabila memenuhi syarat: 
a. tanah masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik 

sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; 
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak; 
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c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang 
hak; 

d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan 
e. tidak dipergunakan dan/atau direncakan untuk kepentingan 

umum. 
(2) Hak guna usaha di atas Tanah Hak Pengelolaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dapat diperpanjang atau 
diperbarui atas permohonan pemegang hak guna usaha apabila 
memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
mendapat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan. 
 

Pasal 26 
(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna usaha dapat 

diajukan setelah usia tanaman atau usaha lainnya efektif atau 
paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna 
usaha. 

(2) Permohonan pembaruan hak guna usaha diajukan paling lama 2 
(dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna usaha. 

(3) Dalam hal hak guna usaha di atas Tanah Hak Pengelolaan maka 
jangka waktu perpanjangan dan pembaruan hak dapat diberikan 
apabila tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai 
dengan tujuan pemberian haknya. 

(4) Perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha wajib 
didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

 
Paragraf 5 

Kewajiban, Larangan, dan Hak Pemegang Hak Guna Usaha 
Pasal 27 

Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk: 
a. melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan 

sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan 
dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun 
sejak hak diberikan; 
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b. mengusahakan Tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan 
kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh 
instansi teknis; 

c. membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas 
yang ada dalam lingkungan areal hak guna usaha; 

d. memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburan dan 
mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan 
hidup: 

e. memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi 
pekarangan atau bidang Tanah yang terkurung; 

f. mengelola, memelihara, dan mengawasi serta mempertahankan 
fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi (high conservation 
value), dalam hal arcal konservasi berada pada areal hak guna 
usaha; 

g. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi 
konservasi lainnya; 

h. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam 
rencana tata ruang: 

i. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling 
sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah yang diberikan 
hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan 
hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk 
perkebunan; 

j. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan 
hak guna usaha; 

k. melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan 
dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan 
umum; dan 

l. menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak guna 
usaha kepada negara atau pemegang Hak Pengelolaan, setelah hak 
guna usaha hapus. 
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Pasal 28 
Pemegang hak guna usaha dilarang: 

a. menyerahkan pemanfaatan Tanah hak guna usaha kepada pihak 
lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan 
perundang-undangan;  

b. mengurung atau menutup pekarangan atau bidang Tanah lain dari 
lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air; 

c. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar; 
d. merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan 

lingkungan hidup; 
e. menelantarkan tanahnya; dan 
f. mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi 

konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi 
konservasi lainnya, dalam hal dalam arcal hak guna usaha 
terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. 

 
Pasal 29 

Pemegang hak guna usaha berhak 
a. menggunakan dan memanfaatkan Tanah yang diberikan sesuai 

dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan 
dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya; 

b. memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas 
Tanah yang diberikan dengan hak guna usaha sepanjang untuk 
mendukung penggunaan dan pemanfaatan Tanah sebagaimana 
dimaksud pada huruf sesuai dengan ketentuan peraturan a 
perundang-undangan; dan/atau 

c. melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, 
mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebankan 
dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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Paragraf 6 
Pembebanan, Peralihan, Pelepasan, dan Perubahan Hak Guna 

Usaha 
Pasal 30 

(1) Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 
hak tanggungan. 

(2) Hak guna usaha dapat beralih, dialihkan, atau dilepaskan kepada 
pihak lain serta diubah haknya. 

(3) Pelepasan hak guna usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan 
dilaporkan kepada Menteri. 

 
Paragraf 7 

Hapusnya Hak Guna Usaha 
Pasal 31 

Hak guna usaha hapus karena: 
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 

keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya; 
b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya 

berakhir karena: 
1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan/atau Pasal 28; 
2. cacat administrasi; atau 
3. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap; 
c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain; 
d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 

jangka waktunya berakhir, 
e. dilepaskan untuk kepentingan umum; 
f. dicabut berdasarkan Undang-Undang 
g. ditetapkan sebagai Tanah Telantar, 
h. ditetapkan sebagai Tanah Musnah; 
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i. berakhirnya perjanjian pemanfaatan Tanah, untuk hak guna usaha 
di atas tanah Hak Pengelolaan; atau  

j. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak. 
 

Pasal 32 
(1) Hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

31 di atas Tanah Negara, mengakibatkan: 
a. Tanah menjadi Tanah Negara; atau  
b. sesuai dengan amar putusan pengadilan. 

(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan 
selanjutnya menjadi kewenangan Menteri, 

(3) Hapusnya hak guna usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 di atas Tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya 
kembali ke dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan. 

 
Pasal 33 

Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, Tanah yang dapet diberikan 
dengan hak guna usaha, jangka waktu, terjadinya hak, tata cara dan 
syarat permohonan pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan 
pendaftaran, kewajiban. larangan, dan hak, pembebanan, peralihan, 
pelepasan dan. perubahan, serta hapusnya hak guna usaha 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasul 32 
diatur dalam Peraturan Menteri. 
 

Bagian Kedua  
Hak Guna Bangunan 

Paragraf 1 
Subjek Hak Guna Bangunan 

Pasal 34 
Hak guna bangunan diberikan kepada. 
a. Warga Negara Indonesia; dan 
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b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. 
 

Pasal 35 
(1) Pemegang hak guna bangunan yang tidak lagi memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak guna 
bangunan kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan maka hak tersebut 
hapus karena hukum 

 
 

Paragraf 2 
Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Bangunan 

Pasal 36 
Tanah yang dapat diberikan dengan hak guna bangunan meliputi: 
a. Tanah Negara; 
b. Tanah Hak Pengelolaan; dan 
c. Tanah hak milik. 

 
Paragraf 3 

Jangka Waktu Hak Guna Bangunan 
Pasal 37 

(1) Hak guna bangunan di atas Tanah Negara dan Tanah Hak 
Pengelolaan diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga 
puluh) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 
(dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu paling 
lama 30 (tiga puluh) tahun. 

(2) Hak guna bangunan di atas Tanah hak milik diberikan untuk 
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat 
diperbarui dengan akta pemberian hak guna bangunan di atas 
hak milik. 
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(3) Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Tanah hak guna 
bangunan kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh 
Negara atau Tanah Hak Pengelolaan. 

(4) Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), penataan kembali penggunaan, 
pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan 
dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan 
memperhatikan: 
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik 

sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; 
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak, 
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang 

hak; 
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; 

tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk 
kepentingan umum;  

e. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 
f. keadaan Tanah dan masyarakat sekiter. 

 
Paragraf 4 

Terjadinya Hak Guna Bangunan 
Pasal 38 

(1) Hak guna bangunan di atas Tanah Negara diberikan dengan 
keputusan pemberian hak oleh Menteri. 

(2) Hak guna bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan diberikan 
dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan 
persetujuan pemegang Hak Pengelolaan. 

(3) Hak guna bangunan di atas Tanah hak milik terjadi melalui 
pemberian hak oleh pemegang hak milik dengan akta yang 
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 
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(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat secara 
elektronik. 

 
Pasal 39 

(1) Pemberian hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38 wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

(2) Hak guna bangunan di atas Tanah Negara, di atas Tanah Hak 
Pengelolaan, atau di atas Tanah hak milik terjadi sejak didaftar 
oleh Kantor Pertanahan. 

(3) Hak guna bangunan di atas Tanah hak milik mengikat pihak 
ketiga sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan.  

(4) Pemegang hak guna bangunan diberikan sertipikat Hak Atas 
Tanah sebagai tanda bukti hak. 

 
Pasal 40 

(1) Hakguna bangunan di atas Tanah Negara sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 38 ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbarui atas 
permohonan pemegang hak apabila memenuhi syarat: 
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkar dengan baik 

sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; 
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak; 
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang 

hak; 
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan 
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk 

kepentingan umum. 
(2) Hak guna bangunan di atas Tanahı Hak Pengelolaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dapat 
diperpanjang atau diperbarui atas permohonan pemegang hak 
guna bangunan apabila memenuhi syarat sebagaimana 
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dimaksud pada ayat (1) dan mendapat persetujuan dari 
pemegang Hak Pengelolaan. 

(3) Atas kesepakatan antara pemegang hak guna bangunan dengan 
pemegang hak milik, hak guna bangunan di atas Tanah hak milik 
dapat diperbarui dengan pemberian hak guna bangunan baru 
dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan 
hak tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

 
Pasal 41 

(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak guna bangunan 
dapat diajukan setelah tanahnya sudah digunakan dan 
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau 
paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu hak guna 
bangunan. 

(2) Permohonan pembaruan hak guna bangunan diajukan paling 
lama 2 (dua) tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak guna 
bangunan. 

(3) Pemberian hak guna bangunan bagi Satuan Rumah Susun yang 
dibangun di atas Tanah: 
a. Hak guna bangunan di atas Tanah Negara, dapat diberikan 

sekaligus dengan perpanjangan haknya setelah mendapat 
sertifikat laik fungsi; 

b. Hak guna bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan, dapat 
diberikan perpanjangan dan pembaruan hak setelah 
mendapat sertifikat laik fungsi. 

(4) Dalam hal hak guna bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan 
maka jangka waktu perpanjangan dan pembaruan hak dapat 
diberikan apabila tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan 
sesuai dengan tujuan pemberian haknya. 

(5) Perpanjangan atau pembaruan hak guna bangunan wajib 
didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 
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Paragraf 5 
Kewajiban, Larangan, dan Hak Pemegang Hak Guna Bangunan 

Pasal 42 
Pemegang hak guna bangunan berkewajiban: 
a. melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya 

sesuai dengan tujuan peruntukan dan persyaratan sebagaimana 
ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 
(dua) tahun sejak hak diberikan; 

b. memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya dan 
mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan 
hidup; 

c. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi 
konservasi lainnya; 

d. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam 
rencana tata ruang; 

e. bagi melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan 
dalam hal dipergunakan pembangunan untuk kepentingan umum; 
dan  

f. menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak guna 
bangunan kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan atau 
pemegang hak milik, setelah hak guna bangunan hapus. 

 
Pasal 43 

Pemegang hak guna bangunan dilarang: 
a. mengurung atau menutup pekarangan atau bidang Tanah lain dari 

lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air; 
b. merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan 

lingkungan hidup; 
c. menelantarkan tanahnya; dan/atau 
d. mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi 

konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi 
konservasi lainnya, dalam hal dalam areal hak guna bangunan 
terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. 
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Pasal 44 
Pemegang hak guna bangunan berhak: 
a. menggunakan dan memanfaatkan Tanah sesuai dengan 

peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan dan perjanjian pemberiannya; 

b. mendirikan dan mempunyai bangunan di atas Tanah yang 
diberikan dengan hak guna bangunan sepanjang untuk keperluan 
pribadi dan/atau mendukung usaha sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan; dan/atau 

c. melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, 
mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebankan 
dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

Paragraf 6 
Pembebanan, Peralihan, Pelepasan, dan Perubahan Hak Guna 

Bangunan 
Pasal 45 

(1) Hak guna bangunan dapat dijadikan jaminan utang dengan 
dibebani hak tanggungan. 

(2) Hak guna bangunan dapat beralih, dialihkan, atau dilepaskan 
kepada pihak lain serta diubah haknya. (3) Pelepasan hak guna 
bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh dan 
dihadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada 
Menteri. 

 
Paragraf 7 

Hapusnya Hak Guna Bangunan 
Pasal 46 

Hak guna bangunan hapus karena: 
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 

keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya; 
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b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya 
berakhir karena: 
1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan/atau Pasal 43; 
2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam 

perjanjian pemberian hak guna bangunan antara pemegang 
hak guna bangunan dan pemegang hak milik atau perjanjian 
pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan; 

3. cacat administrasi; atau 
4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap; 
c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain; 
d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 

jangka waktu berakhir; 
e. dilepaskan untuk kepentingan umum;  
f. dicabut berdasarkan Undang-Undang; 
g. ditetapkan sebagai Tanah Telantar; 
h. ditetapkan sebagai Tanah Musnah; 
i. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian 

pemanfaatan Tanah untuk hak guna bangunan di atas hak milik 
atau Hak Pengelolaan; dan/atau 

j. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak. 
 

Pasal 47 
(1) Hapusnya hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 46 di atas Tanah Negara, mengakibatkan: 
a. Tanah menjadi Tanah Negara; atau 
b. sesuai dengan amar putusan pengadilan. 

(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan 
selanjutnya menjadi kewenangan Menteri. 
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(3) Hapusnya hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 di atas Tanah Hak Pengelolaan, mengakibatkan 
tanahnya kembali ke penguasaan pemegang Hak Pengelolaan. 

(4) Hapusnya hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 46 di atas Tanah hak mengakibatkan tanahnya kembali 
penguasaan pemegang hak milik. 

 
Pasal 48 

Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, Tanah yang dapat diberikan 
dengan hak guna bangunan, jangka waktu, terjadinya hak, tata cara 
dan syarat permohonan pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan 
pendaftaran, kewajiban, larangan, dan hak, pembebanan, peralihan, 
pelepasan, dan perubahan, serta hapusnya hak guna bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 47 
diatur dalam Peraturan Menteri. 
 

Bagian Ketiga 
Hak Pakai 
Paragraf 1 

Subjek Hak Pakai 
Pasal 49 

(1) Hak pakai terdiri atas: 
a. hak pakai dengan jangka waktu; dan 
b. hak pakai selama dipergunakan. 

(2) Hak pakai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a diberikan kepada: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 

berkedudukan di Indonesia; 
c. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di 

Indonesia; 
d. badan keagamaan dan sosial; dan 
e. Orang Asing. 
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(3) Hak pakai selama dipergunakan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b diberikan kepada: 
a. instansi Pemerintah Pusat; 
b. Pemerintah Daerah; 
c. pemerintah desa; dan 
d. perwakilan negara asing dan perwakilan badan. 

internasional. 
 

Pasal 50 
(1) Pemegang hak pakai yang tidak lagi memenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dalam jangka waktu 1 
(satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak pakai 
kepada pihak lain yang memenuhi syarat. 

(2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) haknya tidak dilepaskan atau dialihkan maka hak tersebut 
hapus karena hukum. 

 
Paragraf 2 

Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Pakai 
Pasal 51 

(1) Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai dengan jangka 
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a 
meliputi: 
a. Tanah Negara; 
b. Tanah hak milik; dan 
c. Tanah Hak Pengelolaan. 

(2) Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai selama 
dipergunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) 
huruf b meliputi: 
a. Tanah Negara; dan 
b. Tanah Hak Pengelolaan. 
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Paragraf 3 
Jangka Waktu Hak Pakai 

Pasal 52 
(1) Hak pakai di atas Tanah Negara dan Tanah Hak Pengelolaan 

dengan jangka waktu diberikan untuk jangka waktu paling lama 
30 (tiga puluh) tahun. diperpanjang untuk jangka waktu paling 
lama 20 (dua puluh) tahun, dan diperbarui untuk jangka waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) tahun. 

(2) Hak pakai selama dipergunakan diberikan untuk waktu yang 
tidak ditentukan selama dipergunakan dan dimanfaatkan. 

(3) Hak pakai dengan jangka waktu di atas Tanah hak milik, 
diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun 
dan dapat diperbarui dengan akta pemberian hak pakai di atas 
Tanah hak milik.  

(4) Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan pembaruan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Tanah hak pakai 
kembali menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara 
atau Tanah Hak Pengelolaan. 

(5) Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), penataan kembali penggunaan, 
pemanfaatan, dan pemilikan menjadi kewenangan Menteri dan 
dapat diberikan prioritas kepada bekas pemegang hak dengan 
memperhatikan: 
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik 

sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; 
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak; 
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang 

hak; 
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; 
e. tidak dipergunakan dan/atau direncanakan untuk 

kepentingan umum; 
f. sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan 
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g. keadaan Tanah dan masyarakat sekitar. 
 

Paragraf 4 
Terjadinya Hak Pakai 

Pasal 53 
 

(1) Hak pakai di atas Tanah Negara diberikan dengan keputusan 
pemberian hak oleh Menteri. 

(2) Hak pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan diberikan dengan 
keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan 
persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.  

(3) Hak pakai di atas Tanah hak milik terjadi melalui pemberian 
oleh pemegang hak milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah. 

(4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat secara 
elektronik. 
 

Pasal 54 
(1) Pemberian hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 

wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.  
(2) Hak pakai di atas Tanah Negara, di atas Tanah Hak Pengelolaan, 

atau di atas Tanah hak milik terjadi sejak didaftar oleh Kantor 
Pertanahan. 

(3) Hak Pakai di atas Tanah hak milik mengikat pihak ketiga sejak 
didaftar oleh Kantor Pertanahan. 

(4) Pemegang hak pakai diberikan sertipikat Hak Atas Tanah 
sebagai tanda bukti hak. 
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Pasal 55 
(1) Hak pakai di atas Tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 53 ayat (1) dapat diperpanjang atau diperbarui atas 
permohonan pemegang hak apabila memenuhi syarat: 
a. tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik 

sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; 
b. syarat-syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh 

pemegang hak; 
c. pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang 

hak; 
d. tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang: dan 
e. tidak dipergunakan dan/atau untuk kepentingan umum. 

(2) direncanakan Hak pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dapat 
diperpanjang atau diperbarui atas permohonan pemegang hak 
pakai apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan mendapat persetujuan dari pemegang Hak 
Pengelolaan. 

(3) Atas kesepakatan antara pemegang hak pakai dengan pemegang 
hak milik, hak pakai di atas Tanah hak milik dapat diperbarui 
dengan pemberian hak pakai baru dengan akta yang dibuat oleh 
Pejabat Pembuat Akta Tanah dan hak tersebut harus didaftarkan 
pada Kantor Pertanahan. 
 

Pasal 56 
(1) Permohonan perpanjangan jangka waktu hak pakai dapat 

diajukan setelah tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan 
sesuai dengan tujuan pemberian haknya atau paling lambat 
sebelum berakhirnya jangka waktu hak pakai. 

(2) Permohonan pembaruan hak pakai diajukan paling lama 2 (dua) 
tahun setelah berakhirnya jangka waktu hak pakai. 

(3) Dalam hal hak pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan maka jangka 
waktu perpanjangan dan pembaruan hak dapat diberikan 
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apabila tanahnya telah digunakan dan dimanfaatkan sesuai 
dengan tujuan pemberian haknya. 

(4) Perpanjangan atau pembaruan pembaruan hak pakai wajib 
didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

 
Paragraf 5 

Kewajiban, Larangan, dan Hak Pemegang Hak Pakai 
Pasal 57 

Pemegang hak pakai berkewajiban: 
a. melaksanakan pembangunan dan/atau mengusahakan tanahnya 

sesuai dengan tujuan. peruntukan dan persyaratan sebagaimana 
ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 
(dua) tahun sejak hak diberikan; 

b. memelihara Tanah, termasuk menambah kesuburannya dan 
mencegah kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan 
hidup; 

c. menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi 
konservasi lainnya; 

d. mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam 
rencana tata ruang; 

e. bagi melepaskan Hak Atas Tanah baik sebagian atau keseluruhan 
dalam hal dipergunakan pembangunan untuk kepentingan umum; 
dan  

f. menyerahkan kembali Tanah yang diberikan dengan hak pakai 
kepada negara, pemegang Hak Pengelolaan, atau pemegang hak 
milik, setelah hak pakai hapus. 

 
Pasal 58 

Pemegang hak pakai dilarang: 
a. mengurung atau menutup pekarangan atau bidang Tanah lain dari 

lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air; 
b. merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan 

lingkungan hidup; 
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c. menelantarkan tanahnya; dan/atau 
d. mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi 

konservasi tanggul, fungsi konservasi sempadan, atau fungsi 
konservasi lainnya, dalam hal dalam areal hak pakai terdapat 
sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya. 

 
Pasal 59 

Pemegang hak pakai berhak: 
a. menggunakan dan dan memanfaatkan Tanah sesuai dengan 

peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan dan perjanjian pemberiannya; 

b. memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas 
Tanah yang diberikan dengan hak pakai sepanjang untuk 
mendukung usaha sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan: dan/atau 

c. melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, 
mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebankan 
dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
Paragraf 6 

Pembebanan, Peralihan, Pelepasan, dan Perubahan Hak Pakai 
Pasal 60 

(1) Hak pakai dengan jangka waktu dapat dijadikan jaminan utang 
dengan dibebani hak tanggungan, 

(2) Hak pakai dengan jangka waktu dapat beralih, dialihkan, 
dilepaskan kepada pihak lain, atau diubah haknya. 

(3) Hak pakai selama dipergunakan tidak dapat dijadikan jaminan 
utang dengan dibebani hak tanggungan, tidak dapat beralih, 
dialihkan kepada pihak lain, atau diubah haknya. 

(4) Hak pakai selama dipergunakan hanya dapat dilepaskan kepada 
pihak yang memenuhi syarat. 
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(5) Pelepasan hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (4) dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang dan 
dilaporkan kepada Menteri. 

 
Paragraf 7 

Hapusnya Hak Pakai 
Pasal 61 

Hak pakai hapus karena: 
a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 

keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya, 
untuk hak pakai dengan jangka waktu; 

b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya 
berakhir karena: 
1. tidak terpenuhinya ketentuan kewajiban dan/atau larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan/atau Pasal 58; 
2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam 

perjanjian pemberian hak pakai antara pemegang hak pakai 
dan pemegang hak milik atau perjanjian pemanfaatan Tanah 
Hak Pengelolaan; 

3. cacat administrasi; atau 
4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap; 
c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain; 
d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 

jangka waktunya berakhir, 
e. dilepaskan untuk kepentingan umum;  
f. dicabut berdasarkan Undang-Undang 
g. ditetapkan sebagai Tanah Telantar,  
h. ditetapkan sebagai Tanah Musnah; 
i. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau perjanjian 

pemanfaatan Tanah untuk hak pakai di atas hak milik atau Hak 
Pengelolaan; dan/atau 

j. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak. 
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Pasal 62 

(1) Hapusnya hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 di 
atas Tanah Negara mengakibatkan: 
a. Tanah menjadi Tanah Negara; atau 
b. sesuai dengan amar putusan pengadilan. 

(2) Tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
penataan kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan 
selanjutnya menjadi kewenangan Menteri. 

(3) Hapusnya hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 di 
atas Tanah Hak Pengelolaan mengakibatkan tanahnya kembali 
dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan. 

(4) Hapusnya Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 di 
atas Tanah hak milik mengakibatkan tanahnya kembali dalam 
penguasaan pemegang hak milik. 

 
Pasal 63 

Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, Tanah yang dapat diberikan 
dengan hak pakai, jangka waktu, terjadinya hak, tata cara dan syarat 
permohonan pemberian, perpanjangan, pembaruan, dan 
pendaftaran, kewajiban, larangan, dan hak, pembebanan, peralihan, 
pelepasan dan perubahan, serta hapusnya hak pakai sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 62 diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
 

Bagian Keempat 
Pembatalan Hak Atas Tanah Karena Cacat Administrasi 

Pasal 64 
(1) Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya 

dapat dilakukan: 
a. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya 

sertipikat Hak Atas Tanah, untuk:  
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1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum 
dialihkan; atau 

2. Hak Atas Tanah yang telah dialihkan namun para pihak 
tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

atau 
b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah.  

(2) Dalam hal jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a terlampaui maka pembatalan dilakukan 
melalui mekanisme peradilan. 
 

Bagian Kelima 
Pemberian Hak untuk Pulau Kecil dan Wilayah Perairan 

Pasal 65 
(1) Pemberian Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah atas 

sebidang Tanah yang seluruhnya merupakan 1 (satu) pulau kecil 
wajib memperhatikan hak publik. 

(2) Pemberian Hak Atas Tanah di wilayah perairan dilaksanakan 
berdasarkan perizinan yang diterbitkan oleh kementerian yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan 
perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian hak untuk pulau 
kecil diatur dalam Peraturan Menteri. 
 

Bagian Keenam  
Tanah Musnah 

Pasal 66 
(1) Dalam hal terdapat bidang tanah yang sudah tidak dapat 

diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya 
karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, 
digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, 
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dinyatakan sebagai Tanah Musnah dan Hak Pengelolaan 
dan/atau Hak Atas Tanah dinyatakan hapus. 

(2) Penetapan Tanah Musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan tahapan identifikasi, inventarisasi, dan 
pengkajian. 

(3) Sebelum ditetapkan sebagai Tanah Musnah, pemegang Hak 
Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah diberikan prioritas untuk 
melakukan rekonstruksi atau reklamasi atas pemanfaatan 
Tanah. 

(4) Dalam hal rekonstruksi atau reklamasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah, atau pihak lain maka pemegang Hak Pengelolaan 
dan/atau Hak Atas Tanah diberikan bantuan dana kerohiman. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Tanah Musnah 
diatur dengan Peraturan Menteri. 

 
BAB V 

SATUAN RUMAH SUSUN 
 

Bagian Kesatu 
Subjek Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

Pasal 67 
(1) Hak milik atas Satuan Rumah Susun diberikan kepada: 

a. Warga Negara Indonesia;  
b. badan hukum Indonesia; 
c. Orang Asing yang mempunyai izin sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 
d. badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di 

Indonesia; atau 
e. perwakilan negara asing dan lembaga internasional yang 

berada atau mempunyai perwakilan di Indonesia. 
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(2) Selain diberikan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
hak milik atas Satuan Rumah Susun juga dapat diberikan kepada 
instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah, 

(3) Hak milik atas Satuan Rumah Susun yang diberikan kepada 
instansi Pemerintah Pusat atau instansi Pemerintah Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dijaminkan 
dengan dibebani hak tanggungan. 
 

Bagian Kedua 
Pemecahan dan Penggabungan Hak Milik Atas Satuan Rumah 

Susur 
Pasal 68 

(1) Hak milik atas Satuan Rumah Susun dapat dilakukan pemecahan 
atau penggabungan dengan melampirkan perubahan akta 
pemisahan hak milik atas Satuan Rumah Susun yang sudah 
disetujui atau disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Dalam hal hak milik atas Satuan Rumah Susun yang 
bersangkutan dibebani hak tanggungan, pemecahan atau 
penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari 
pemegang hak tanggungan. 
 

Bagian Ketiga 
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian untuk Orang Asing 

Pasal 69 
(1) Orang Asing yang dapat memiliki rumah tempat tinggal atau 

hunian merupakan Orang Asing yang mempunyai dokumen 
keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Dalam hal Orang Asing meninggal dunia, rumah tempat tinggal 
atau hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diwariskan kepada ahli waris.  
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(3) Dalam hal ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
merupakan Orang Asing, ahli waris harus mempunyai dokumen 
keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
Pasal 70 

(1) Warga Negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan 
dengan Orang Asing dapat memiliki Hak Atas Tanah yang sama 
dengan Warga Negara Indonesia lainnya. 

(2) Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan 
merupakan harta bersama yang dibuktikan dengan perjanjian 
pemisahan harta antara suami dan istri yang dibuat dengan akta 
notaris. 
 

Pasal 71 
(1) Rumah tempat tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh 

Orang Asing merupakan: 
a. rumah tapak di atas Tanah: 

1. hak pakai; atau 
2. hak pakai di atas: 

a) hak milik, yang dikuasai berdasarkan perjanjian 
pemberian hak pakai di atas. hak milik dengan akta 
Pejabat Pembuat Akta Tanah; atau 

b) Hak Pengelolaan, berdasarkan perjanjian pemanfaatan 
Tanah dengan pemegang Hak Pengelolaan. 

b. Rumah susun yang dibangun di atas bidang Tanah: 
1. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Negara; 
c. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah Hak 

Pengelolaan; atau 
d. hak pakai atau hak guna bangunan di atas Tanah hak milik. 

(2) Rumah susun yang dibangun di atas Tanah hak pakai atau hak 
guna bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan Satuan Rumah Susun yang dibangun di kawasan 
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ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan 
bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya. 

 
Pasal 72 

Kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian Orang Asing 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diberikan dengan batasan: 
a. minimal harga; 
b. luas bidang Tanah; 
c. jumlah bidang Tanah atau unit Satuan Rumah Susun; dan 
d. peruntukan untuk rumah tinggal atau hunian. 

 
Pasal 73 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan batasan 
atas kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh Orang Asing 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 72 
diatur dalam Peraturan Menteri. 

 
BAB VI 

HAK ATAS TANAH ATAU HAK PENGELOLAAN PADA RUANG ATAS 
TANAH DAN RUANG BAWAH TANAH 

 
Bagian Kesatu 

Objek Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah 
Pasal 74 

(1) Penggunaan dan pemanfaatan bidang Tanah yang dipunyai oleh 
pemegang Hak Atas Tanah dibatasi oleh:  
a. batas ketinggian sesuai koefisien dasar bangunan dan 

koefisien lantai bangunan yang diatur dalam rencana tata 
ruang; dan 

b. batas kedalaman yang diatur dalam rencana tata ruang atau 
sampai dengan kedalaman 30 (tiga) puluh) meter dari 
permukaan Tanah dalam hal belum diatur dalam rencana tata 
ruang. 
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(2) Tanah yang secara struktur dan/atau fungsi terpisah dari 
pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
merupakan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah yang 
dikuasai langsung oleh negara. 

(3) Ruang Bawah Tanah terdiri dari: 
a. Ruang Bawah Tanah dangkal; dan 
b. Ruang Bawah Tanah dalam. 

(4) Ruang Bawah Tanah dangkal merupakan Tanah yang dipunyai 
oleh pemegang Hak Atas Tanah dengan batas. kedalaman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

(5) Ruang Bawah Tanah dalam merupakan Tanah yang struktur 
dan/atau fungsi terpisah dari pemegang Hak Atas Tanah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

 
Pasal 75 

Dalam hal terdapat pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi 
serta mineral dan batu bara, Hak Atas Tanah pada Ruang Bawah 
Tanah tidak dapat diberikan. 

 
Bagian Kedua 

Terjadinya Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak 
Pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah 

Pasal 76 
(1) Pemanfataan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) harus mendapat 
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh 
Menteri. 

(2) Penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk 
Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 



 

182 

Pasal 77 
(1) Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dapat diberikan Hak 

Pengelolaan, hak guna bangunan, atau hak pakai setelah Ruang 
Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dimanfaatkan. 

(2) Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, dan hak pakai pada Ruang 
Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan dengan 
keputusan pemberian hak oleh Menteri. 

(3) Hak guna bangunan dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau 
Ruang Bawah Tanah yang diberikan di atas Hak Pengelolaan 
Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan dengan 
keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan 
persetujuan pemegang Hak Pengelolaan. 

 
Pasal 78 

(1) Dalam hal pemberian penggunaan dan pemanfaatan pada Ruang 
Atas Tanah mengganggu: 
a. kepentingan umum maka diperlukan persetujuan dari 

Pemerintah Pusat; dan/atau 
b. kepentingan pemegang Hak Atas Tanah pada bidang Tanah 

maka diperlukan persetujuan dari pemegang Hak Atas Tanah. 
(2) Persetujuan dari pemegang Hak Atas Tanah dibuat dalam bentuk 

akta autentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Segala bentuk gangguan yang diterima pemegang Hak Atas 
Tanah diberikan ganti rugi yang dapat dinilai dalam bentuk uang 
atau bentuk lain sesuai kesepakatan dengan pihak yang akan 
menggunakan dan memanfaatkan Ruang Atas Tanah. 

(4) Perhitungan nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dilakukan oleh penilai pertanahan. 

 
Pasal 79 

(1) Hak Pengelolaan, hak guna bangunan dan hak pakai pada Ruang 
Bawah Tanah diberikan pada: 
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a. Ruang Bawah Tanah dangkal; atau 
b. Ruang Bawah Tanah dalam, 

(2) Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan pada Ruang Bawah 
Tanah dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
mengganggu kepentingan umum dan/atau kepentingan 
pemegang Hak Atas Tanah pada permukaan Tanah maka 
diperlukan persetujuan dari pemegang Hak Atas Tanah. 

(3) Persetujuan dari pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk akta autentik 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Segala bentuk gangguan yang diterima pemegang Hak Atas 
Tanah diberikan ganti rugi yang dapat dinilai dalam bentuk uang 
atau bentuk lain sesuai kesepakatan denga pihak yang akan 
menggunakan dan memanfaatkan Ruang Bawah Tanah. 

(5) Perhitungan nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dilakukan oleh penilai pertanahan. 

 
Pasal 80 

(1) Pemberian Hak Pengelolaan, hak guna bangunan atau hak pakai 
pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah wajib 
didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

(2) Pemegang Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, atau hak pakai 
pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan 
sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan. 

 
Bagian Ketiga 

Subjek, Jangka Waktu, Pembebanan, Peralihan dan Pelepasan, 
dan Pembatalan Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak 

Pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah 
Pasal 81 

Ketentuan mengenai subjek, jangka waktu, pembebanan, peralihan 
dan pelepasan, dan pembatalan Hak Pengelolaan, hak guna 
bangunan, dan hak pakai atas Tanah berlaku secara mutatis 
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mutandis terhadap ketentuan mengenai subjck, jangka waktu, 
pembebanan, peralihan dan pelepasan, dan pembatalan Hak 
Pengelolaan, hak guna bangunan, dan hak pakai pada Ruang Atas 
Tanah atau Ruang Bawah Tanah. 
 

Bagian Keempat 
Hapusnya Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai 

pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah 
Pasal 82 

(1) Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah 
Tanah hapus apabila: 
a. dibatalkan oleh Menteri karena: 

1. cacat administrasi; atau 
2. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap; 
b. bangunan/satuan ruangnya dan/atau tanahnya musnah dan 

tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi; 
c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya; 
d. dilepaskan untuk kepentingan umum; dan/atau 
e. dicabut berdasarkan Undang-Undang 

(2) Hak guna bangunan dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau 
Ruang Bawah Tanah hapus apabila: 
a. berakhirnya jangka waktu scbagaimana ditetapkan dalam 

keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan 
haknya;  

b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya 
berakhir karena: 
1. tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan; 
2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang 

dalam perjanjian pemanfaatan Hak Pengelolaan Ruang 
Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah; 

3. cacat administrasi; atau 
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4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap; 

c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain; 
d.  dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum 

jangka waktu berakhir; 
e. dilepaskan untuk kepentingan umum; 
f. dicabut berdasarkan Undang-Undang 
g. bangunan/satuan ruangnya dan/atau tanahnya musnah dan 

tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi; 
h. berakhirnya perjanjian pemberian hak atau pemanfaatan 

Tanah untuk hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak 
milik atau Hak Pengelolaan; dan/atau 

i. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek 
hak 

 
Pasal 83 

Ketentuan lebih lanjut mengenai subjek, objek, jangka waktu, 
terjadinya hak, tata cara dan syarat permohonan pemberian, 
perpanjangan, pembaruan, dan pendaftaran, kewajiban, larangan 
dan hak, pembebanan, peralihan, pelepasan dan perubahan, serta 
hapusnya Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, dan hak pakai pada 
Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 74 sampai dengan Pasal 82 diatur dalam Peraturan 
Menteri. 
 

BAB VII 
PENDAFTARAN TANAH 

 
Bagian Kesatu 

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Secara Elektronik 
Pasal 84 

(1) Penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat 
dilakukan secara elektronik. 
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(2) Hasil penyelenggaraan dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah 
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
data, informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik. 

(3) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya 
merupakan alat bukti hukum yang sah. 

(4) Data dan informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perluasan dari 
alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di 
Indonesia. 

(5) Penerapan Pendaftaran Tanah elektronik dilaksanakan secara 
bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem 
elektronik yang dibangun oleh Kementerian. 

 
Pasai 85 

(1) Seluruh data dan/atau dokumen dalam rangka kegiatan 
Pendaftaran Tanah secara bertahap disimpan dan disajikan 
dalam bentuk dokumen eicktronik dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan komunikasi. 

(2) Data dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disimpan secara elektronik di pangkalan data Kementerian. 

(3) Untuk keperluan pembuktian di pengadilan dan/atau pemberian 
informasi pertanahan yang dimohonkan instansi yang 
memerlukan untuk pelaksanaan tugasnya, data dan/atau 
dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan 
akses melalui sistem elektronik. 

 
Pasal 86 

Pembuatan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat dilakukan secara 
elektronik. 
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Bagian Kedua 
Percepatan Pendaftaran Tanah 

Pasal 87 
(1) Dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah maka pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah secara sistematik wajib diikuti oleh pemilik 
bidang Tanah. 

(2) Dalam hal pemilik bidang Tanah tidak mengikuti Pendaftaran 
Tanah secara sistematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemilik bidang Tanah wajib mendaftarkan tanahnya secara 
sporadik. 

 
Pasal 88 

(1) Pengumuman hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis: 
a. dalam Pendaftaran Tanah secara sistematik dilakukan selama 

14 (empat belas) hari kalender; 
b. dalam Pendaftaran Tanah secara sporadik selama 30 (tiga 

puluh) hari kalender. 
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 

dilakukan melalui website yang disediakan oleh Kementerian. 
 

Pasal 89 
Pendaftaran hak tanggungan dilakukan oleh Kantor Pertanahan 
secara elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah 
dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran hak tanggungan 
dinyatakan memenuhi syarat. 
 

Bagian Ketiga 
Penertiban Administrasi Pendaftaran Tanah 

Pasal 90 
(1) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan 

pencatatan perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian sewa 
atas Tanah terdaftar ke Kantor Pertanahan. 
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(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada 
daftar umum dan/atau sertipikat Hak Atas Tanah. 

 
Pasal 91 

(1) Dalam hal Tanah menjadi objek perkara di pengadilan, pihak 
yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan 
pencatatan ke Kantor Pertanahan bahwa suatu Hak Atas Tanah 
atau hak milik atas Satuan Rumah Susun menjadi objek perkara 
di pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan. 

(2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hapus dengan 
sendirinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender 
terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang 
mengajukan pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum 
jangka waktu berakhir. 

(3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) memerintahkan status quo atas Hak Atas Tanah 
atau hak milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan 
maka atas perintah hakim, permohonan tersebut dicatatkan ke 
Kantor Pertanahan.  

(4) Catatan mengenai perintah status quo sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari kalender kecuali apabila diikuti dengan putusan sita 
jaminan yang salinan resmi dan berita acara cksekusinya 
disampaikan kepada kepala Kantor Pertanahan. 

 
Pasal 92 

(1) Dalam hal Tanah merupakan objek perkara pengadilan, objek 
penetapan status quo oleh hakim yang memeriksa perkara atau 
objek sita pengadilan, kepala Kantor Pertanahan menolak untuk 
melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak 

(2) Setelah jangka waktu catatan objek perkara pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan/atau 
catatan objek penetapan status quo sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 91 ayat (4) hapus dan objek perkara tidak diikuti 
penetapan sita jaminan maka pendaftaran peralihan atau 
pembebanan hak dapat dilaksanakan. 

(3) Penolakan kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang memuat alasan 
penolakan. 

 
Pasal 93 

(1) Untuk memastikan letak dan batas Tanah objek gugatan yang 
sedang diperkarakan, hakim yang memeriksa perkara dapat 
meminta pengukuran pada Kantor Pertanahan setempat. 

(2) Sebelum pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, panitera 
pengadilan wajib mengajukan permohonan pengukuran kepada 
Kantor Pertanahan atas objek eksekusi untuk memastikan letak 
dan batas Tanah objek eksekusi yang ditunjukan oleh juru sita 
dan bertanggung jawab atas letak dan batas Tanah objek 
eksekusi yang ditunjukannya. 

 
Bagian Keempat 
 Perubahan Hak 

Pasal 94 
Hak guna bangunan dan hak pakai yang dimiliki oleh Warga Negara 
Indonesia, yang digunakan dan dimanfaatkan untuk rumah tinggal 
termasuk rumah toko dan rumah kantor, dapat diberikan hak milik 
atas permohonan pemegang hak. 

 
Bagian Kelima 

Bukti Hak Lama 
Pasal 95 

(1) Alat bukti tertulis Tanah bekas hak barat dinyatakan tidak 
berlaku dan statusnya menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung 
oleh Negara. 
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(2) Pendaftaran Tanah bekas hak barat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mendasarkan pada surat pernyataan penguasaan fisik 
yang diketahui 2 (dua) orang saksi dan bertanggung jawab 
secara perdata dan pidana, yang menguraikan: 
a. Tanah tersebut adalah benar milik yang bersangkutan bukan 

milik orang lain dan statusnya adalah Tanah yang Dikuasai 
Langsung oleh Negara bukan Tanah bekas milik adat;  

b. Tanah secara fisik dikuasai; 
c. penguasaan tersebut dilakukan dengan iktikad baik dan 

secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak 
atas Tanah; dan  

d. penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak lain. 
 

Pasal 96 
(1) Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh 

perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 
(lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini. 

(2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berakhir maka alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat 
dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat 
pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam 
rangka Pendaftaran Tanah. 

 
Pasal 97 

Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat 
keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai 
keterangan atas penguasaan dan pemilikan Tanah yang dikeluarkan 
oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai 
petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah. 

 
Pasal 98 

(1) Tanah swapraja atau bekas swapraja merupakan Tanah yang 
Dikuasai Langsung oleh Negara. 
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(2) Tanah swapraja atau bekas swapraja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat diberikan kepada bekas pemegang Tanah 
swapraja atau bekas swapraja, apabila memenuhi syarat dan 
mengusahakan atau menggarap sendiri Tanah untuk 
kepentingan swapraja. 

(3) Tanah swapraja atau bekas swapraja sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang dikuasai oleh pihak lain, diberikan kepada 
pihak yang mengusahakan atau menggarap Tanah dengan 
iktikad baik. 

(4) Konsesi atau sewa atas Tanah bekas swapraja hapus dan 
menjadi Tanah yang Dikuasai Langsung oleh Negara. 

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), dan ayat (4) tidak berlaku untuk Tanah swapraja atau bekas 
swapraja yang diatur menurut Undang-Undang 

 
Pasal 99 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendaftaran 
Tanah secara elektronik, penyimpanan dan penyajian data dan/atau 
dokumen elektronik, bentuk, isi dan tata cara pembuatan akta 
Pejabat Pembuat Akta Tanah secara elektronik, percepatan 
Pendaftaran Tanah, pendaftaran hak tanggungan secara elektronik, 
pencatatan perjanjian pengikatan jual beli dan perjanjian sewa, 
pencatatan objek perkara dan perintah status quo, perubahan hak 
guna bangunan dan hak pakai menjadi hak milik, dan Pendaftaran 
Tanah bekas hak barat atau Tanah bekas milik adat serta Tanah 
swapraja atau bekas swapraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
84 sampai dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Menteri. 
 

BAB VIII 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 100 
Dalam hal Peraturan Pemerintah ini memberikan pilihan tidak 
mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi 
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pemerintahan, Menteri dapat melakukan diskresi untuk mengatasi 
persoalan konkret dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di 
bidang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 
Pendaftaran Tanah. 
 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 101 
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 
1. Hak Pengelolaan, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau 

207/251ang telah diberikan. sebelum berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini, tetap sah dan berlaku; 

2. Permohonan hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai 
yang telah diterima lengkap dan belum diterbitkan surat 
keputusan pemberian haknya sebelum berlakunya Peraturan 
Pemerintah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Pemerintah ini. 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 102 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan 
perundang-undangan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari: 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3696); dan 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan 
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang 
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Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5793); 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan 
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 

 
Pasal 103 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 

Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan 
Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang 
Berkedudukan di Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5793); dan 

c. Ketentuan mengenai jangka waktu pengumuman Pendaftaran 
Tanah secara sistematik dan jangka waktu pengumuman 
Pendaftaran Tanah secara sporadik dalam Pasal 26 ayat (1) dan 
ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3696), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 104 
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 2 Februari 2021 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

JOKO WIDODO 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Februari 2021 
 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd. 

 
YASONNA H. LAOLY 

 
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 
28 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
Deputi Bidang Perundang-undangan 

SEKRET 
Administrasi Hukum 

 
 

Silvanna Djaman 
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PENJELASAN ATAS PERATURAN REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK 
PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH 

SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH 
 
 

I. UMUM 
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai 
tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saat ini, bangsa 
Indonesia sedang mengejar ketertinggalan dengan negara- negara di 
dunia dalam hal pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang sangat 
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tingkat investasi yang 
masih cukup rendah di Indonesia. Dampak yang dirasakan dan 
dikhawatirkan akan mempengaruhi Indonesia dalam jangka 
menengah ke depan adalah meningkatnya angka pengangguran 
sehingga Indonesia tidak bisa lepas dari bahaya middle income trap. 

Pemerintah memberikan respons dengan cepat dan tepat 
dalam mereformulasi kebijakan dalam pelayanan dan 
pengembangan kesejahteraan sosial. Dengan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diharapkan dapat menjadi 
stimulus terhadap perubahan struktur ekonomi yang mampu 
menggerakkan semua sektor, untuk mendorong pertumbuhan 
ekonomi mencapai 5,7% (lima koma tujuh persen) sampai dengan 
6,0% (enam koma nol persen) melalui penciptaan lapangan kerja, 
peningkatan investasi, dan peningkatan produktivitas. 
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Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja ini akan menjadi kebijakan strategis nasional 
yang akan mengatur secara rinci pengaturan dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara menyeluruh, 
arahan kebijakan dalam penguatan Hak Pengelolaan, Hak Atas 
Tanah, Satuan Rumah Susun, pemberian hak pada Ruang Atas Tanah 
dan Ruang Bawah Tanah, termasuk percepatan Pendaftaran Tanah 
berbasis elektronik adalah untuk mengatasi berbagai hambatan dan 
tantangan birokrasi dan regulasi yang menghambat pertumbuhan 
ekonomi dan bisnis di Indonesia. 

Peraturan Pemerintah ini menyatukan (omnibus law), 
mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut 
ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain Peraturan 
Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak 
Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah 
Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan 
di Indonesia, serta beberapa pengaturan mengenai penguatan Hak 
Pengelolaan juga akan memperbarui ketentuan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah 
Negara. 

Selain itu, Peraturan Pemerintah ini juga akan mengatur 
kebijakan baru terkait pemberian hak pada Ruang Atas Tanah dan 
Ruang Bawah Tanah. Tujuannya adalah mengatasi masalah 
keterbatasan ketersediaan lahan bagi pembangunan perkotaan, 
efisiensi penggunaan lahan yang ada, serta pengembangan bangunan 
secara vertikal termasuk pengembangan infrastruktur di atas/bawah 
tanah (contoh: mass rapid transit, fasilitas penyeberangan, dan pusat 
perbelanjaan bawah tanah). 
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II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "Undang-Undang atau Penetapan 
Pemerintah dalam pengaturan ini antara lain Undang- 
Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Bencana Alam, 
Undang-Undang Pencabutan Hak, Undang-Undang 
Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan, 
Peraturan mengenai Penegasan Status Rumah/Tanah 
Kepunyaan Badan-Badan Hukum yang Ditinggalkan 
Direksi/Pengurusnya, dan Keputusan Presiden tentang 
Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak 
Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas 

Huruf g 
Cukup jelas. 
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Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf I 
Cukup jelas. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 
 
Pasal 4 

Pelaksanaan kewenangan yang bersumber dari hak ulayat yang 
sudah dipunyai oleh masyarakat hukum adat berdasarkan 
ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. 
Penetapan Hak Ulayat menjadi Hak Pengelolaan merupakan 
bentuk pengakuan kepada masyarakat hukum adat. 
 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Hak Pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang 
kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegang Hak Pengelolaan. Mayoritas pemegang Hak 
Pengelolaan adalah instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah, namun dengan mempertimbangkan kondisi 
perekonomian saat ini, subjek Hak Pengelolaan diperjelas dan 
dipertegas yakni dapat diberikan kepada badan usaha milik 
negara/badan usaha milik daerah, badan hukum milik 
negara/badan hukum milik daerah, Badan Bank Tanah, dan 
badan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. 
Untuk membedakan Hak Pengelolaan yang termasuk aset 
barang milik negara/barang milik daerah atau bukan maka 
diatur bahwa Hak Pengelolaan yang termasuk aset barang 
milik negara atau barang milik daerah merupakan tanah Hak 
Pengelolaan yang perolehannya berasal dari anggaran 
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pendapatan belanja negara/anggaran pendapatan belanja 
daerah atau perolehan lainnya yang sah. 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan "badan hukum milik negara/ badan 
hukum milik daerah" adalah badan hukum yang didirikan 
oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang berstatus 
sebagai badan hukum publik seperti perguruan tinggi negeri 
badan hukum atau badan hukum yang sejenis. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "Badan Bank Tanah" adalah badan 
khusus (sui generis) yang merupakan badan hukum 
Indonesia yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat yang diberi 
kewenangan khusus untuk mengelola Tanah.  

Huruf f 
Yang dimaksud dengan “badan hukum yang ditunjuk oleh 
pemerintah pusat” merupakan badan hukum yang diberikan 
penugasan oleh pemerintah pusat dalam rangka 
pengembangan daerag-daerah tertentu seperti badan 
otorita. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "badan hukum yang ditunjuk oleh 
Pemerintah Pusat" merupakan badan hukum yang diberikan 
penugasan oleh Pemerintah Pusat dalam rangka 
pengembangan daerah-daerah tertentu seperti badan otorita. 
Yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah 
masyarakat hukum adat yang menguasai Tanah Ulayat, telah 
diakui dan ditetapkan keberadaannya sesuai dengan peraturan 
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perundang-undangan yang memuat kelembagaan dalam 
perangkat penguasa adatnya, wilayah hukum adat, pranata, 
atau perangkat hukum yang masih ditaati. 
Apabila di dalam proses penetapan Tanah Ulayat telah ada hak- 
hak yang sudah diberikan maka tidak termasuk yang dapat 
ditetapkan menjadi Hak Pengelolaan. 

Pasal 6  
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tugas pokok dan fungsinya langsung 
berhubungan dengan pengelolaan Tanah adalah mengelola, 
mengatur, memanfaatkan, dan/atau menyelenggarakan usaha 
yang kewenangannya untuk merencanakan peruntukan dan 
penggunaan Tanah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "anak perusahaan yang dimiliki oleh 
badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah" adalah 
dalam hal terdapat kekayaan negara berupa saham milik 
negara pada suatu badan usaha milik negara/badan usaha 
milik daerah dijadikan penyertaan modal negara pada badan 
usaha milik negara/badan usaha milik daerah lain sehingga 
sebagian besar saham dimiliki oleh badan usaha milik 
negara/badan usaha milik daerah lain maka badan usaha milik 
negara/badan usaha milik dacrah tersebut menjadi anak 
perusahaan badan usaha milik negara/badan usaha milik 
daerah dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan 
hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar. 
Misalnya peleburan PTPN i sampai dengan PTPN XII 
membentuk satu holding perusahaan perkebunan dengan 
PTPN III sebagai induk maka PTPN I sampai dengan PTPN XII 
sebagai anak perusahaan badan usaha milik negara yang dapat 
diberikan Hak Pengelolaan. 
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Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 7 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "pihak lain" adalah pihak yang akan 
menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian 
Tanah Hak Pengelolaan. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "tarif" adalah tarif pelayanan 
pemanfaatan lahan pertama kali yang dikenakan oleh 
pemegang Hak Pengelolaan dan uang wajib tahunan yang 
dikenakan 216/251 pendaftaran pertama kali, 
perpanjangan, maupun pembaruan hak. 

Ayat (2) 
Pasal 8Rencana induk yang disusun oleh pemegang Hak 
Pengelolaan menjadi acuan pemberian kesesuaian kegiatan 
pemanfaatan ruang sebagaimana rencana rinci tata ruang. 

Pasal 8 
Ayat (1) 

Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan/atau hak pakai atas 
Hak Pengelolaan dicantumkan untuk membedakan hak guna 
usaha, hak guna bangunan dan/atau hak pakai di atas Tanah 
Negara. 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "sepanjang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah" antara lain Peraturan Pemerintah yang 
mencantumkan bahwa pemegang Hak Pengelolaan dapat 
diberikan Hak Atas Tanah seperti Peraturan Pemerintah 
mengenai perusahaan umum nasional dan Peraturan 
Pemerintah mengenai Badan Bank Tanah. 
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Huruf b 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Perjanjian pemanfaatan Tanah merupakan kesepakatan para 
pihak yang tunduk pada hukum perdata dan dibuat dihadapan 
pejabat umum. 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Bahwa pemegang hak di atas Hak Pengelolaan dijamin 
memperoleh perpanjangan dan/atau pembaruan hak dari 
pemegang Hak Pengelolaan yang dicantumkan dalam 
perjanjian pemanfaatan Tanah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Huruf e 
Yang dimaksud dengan "uang wajib tahunan" merupakan 
istilah uang wajib tahunan, uang pemasukan, atau ganti rugi 
dari pihak lain yang besarannya dicantumkan dalam 
perjanjian pemanfaatan Tanah. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Pasal 9 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "tidak boleh mengandung unsur-unsur 
yang merugikan para pihak adalah perjanjian yang dibuat 
antara masing-masing pihak merupakan kesepakatan para 
pihak dan tunduk pada hukum perdata. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "didaftar" adalah proses pendaftaran 
hak dengan membukukannya secara manual pada buku tanah 
fisik atau secara elektronik pada saat diterbitkannya sertipikat 
apabila pada Kantor Pertanahan telah ditetapkan untuk 
melaksanakan Pendaftaran Tanah secara elektronik. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Hak Pengelolaan yang dilepaskan dapat sebagian maupun 
seluruhnya. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang antara lain 
notaris, camat, atau kepala Kantor Pertanahan. 
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Pasal 13 
Ayat (1) 

Ketentuan ini berlaku untuk Hak Pengelolaan yang merupakan 
aset barang milik negara/barang milik daerah maupun bukan 
aset barang milik negara/barang milik daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" antara lain 
notaris, cumat, atau kepala Kantor Pertanahan. 

Pasal 14 
Ayat (1) 

Huruf a 
angka 1 

Yang dimaksud dengan "cacat administrasi" adalah cacat 
substansi, cacat yuridis, cacat prosedur, dan/atau cacat 
kewenangan. 

angka 2 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Hak Pengelolaan hapus apabila di atas Hak Pengelolaan 
diberikan dengan hak milik antara lain untuk keperluan 
rumah umum, keperluan transmigrasi, reforma agraria, 
redistribusi Tanah, atau program pemerintah/program 
strategis nasional lainnya. 

Huruf f 
Cukup jelas. 
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Huruf g 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pada hakekatnya Hak Atas Tanah yang membebani Hak 
Pengelolaan hapus apabila Hak Pengelolaan dibatalkan oleh 
pengadilan. 
Untuk memberikan perlindungan bagi pemegang Hak Atas 
Tanah yang memperoleh hak dengan iktikad baik maka 
pembatalan Hak Atas Tanah di atas Tanah Hak Pengelolaan 
harus dinyatakan secara tegas dalam amar putusan. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Apabila dalam kegiatan pengawasan dan pengendalian ditemukan 
Hak Pengelolaan atau hak di atas Hak Pengelolaan belum 
digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan maksud dan tujuan 
pemberian hak maka pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang 
Hak Atas Tanah dapat diberikan peringatan dan dikenai 
mekanisme Tanah Telantar. 

Pasal 17 
Ayat (1) 

Status Tanah hasil reklamasi menjadi Tanah yang Dikuasai 
Langsung oleh Negara yang dapat diberikan Hak Atas Tanah 
atau Hak Pengelolaan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
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Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Cukup jelas. 

Pasal 20 
Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Ayat (1) 

Pada hakekatnya hak guna usaha merupakan hak yang 
berjangka waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
dengan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, atau 
pembaruan berakhir, selanjutnya Menteri berwenang menata 
kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan Tanah 
tersebut. 
Kewenangan Menteri dimaksudkan untuk mengatur kembali 
penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan Tanah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap 
memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak atau 
diberikan Hak Pengelolaan antara lain kepada Badan Bank 
Tanah. Apabila Tanah tidak diberikan kepada bekas pemegang 
hak maka akan diberitahukan terlebih dahulu. 

Pasal 23  
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Sesuai dengan maksud pelimpahan wewenang melalui 
pemberian Hak Pengelolaan maka pemberian hak guna usaha 
di atas Tanah Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri kepada 
calon pemegang hak atas persetujuan pemegang Pengelolaan. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "didaftar" adalah proses pendaftaran 
hak dengan membukukannya secara manual pada buku tanah 
isik atau secara elektronik pada saat diterbitkannya sertipikat 
apabila pada Kantor Pertanahan telah ditetapkan untuk 
melaksanakan Pendaftaran Tanah secara elektronik. 
Sebelum didaftar sesuai ketentuan yang berlaku, hak guna 
usaha belum terjadi dan status tanahnya masih tetap Tanah 
Negara atau Tanah Hak Pengelolaan. Istilah "terjadi" tersebut 
telah ada sejak Undang-Undang Pokok Agraria Dalam 
pemahaman masa-masa sesudah itu istilah "terjadi" memiliki 
arti yang sama dengan lahirnya hak. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Ketentuan ini diadakan untuk menjamin kelangsungan usaha 
dari pemegang hak yang telah melaksanakan usahanya dengan 
baik, yaitu dengan menjamin perpanjangan atau pembaruan 
hak guna usaha apabila dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
dalam ayat ini. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
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Pasal 26 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "usia tanaman atau usaha lainnya 
efektif" adalah keadaan atau jangka waktu tertentu yang telah 
mencapai ambang batas minimal produktivitas sesuai 
perizinan kegiatan usaha pertanian, perikanan, dan peternakan 
yang diterbitkan instansi teknis. 
Untuk menilai hal ini maka Kantor Pertanahan/Kantor Wilayah 
akan melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia 
Pemeriksaan Tanah B. 
Apabila permohonan perpanjangan tidak diajukan sampai 
dengan berakhirnya jangka waktu hak guna usaha maka 
diajukan pembaruan hak. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Sebagaimana penjelasan pada ayat (1) maka untuk menilai 
tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan 
tujuan pemberian haknya, Kantor Pertanahan akan melakukan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah 
B. Pendaftaran perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha 
tetap dilakukan secara bertahap 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Ketentuan mengenai hak, kewajiban dan larangan pemegang hak 
guna usaha dicantumkan dalam surat keputusan pemberian hak 
serta dicantumkan pada sertipikat baik secara manual atau 
elektronik.  
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
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Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Cukup jelas. 

Huruf i 
Kewajiban ini dikenakan kepada badan hukum perseroan 
terbatas baik yang dimiliki swasta maupun badan usaha milik 
negara/badan usaha milik daerah untuk hak guna usaha 
perkebunan dengan luas minimal 250 (dua ratus lima puluh) 
hektar. Kewajiban ini dikenakan pada saat pemberian hak guna 
usaha pertama kali. 
Apabila belum dilaksanakan pada saat pemberian hak guna 
usaha pertama kali, maka wajib dilaksanakan pada saat 
perpanjangan atau pembaruan hak guna usaha. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Huruf k 
Cukup jelas. 

Huruf l 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Huruf a 

Pengusahaan Tanah oleh pihak lain dimungkinkan dalam area! 
yang telah diberikan hak guna usaha telah diberikan izin usaha 
terkait pemanfaatan sumber daya alam seperti mineral, 
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batubara, dan panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Huruf b 
Pemberian hak guna usaha tidak boleh mengakibatkan 
tertutupnya penggunaan dari segi fisik Tanah yang terkurung 
oleh hak guna usaha itu. Oleh karena itu pemegang hak guna 
usaha wajib memberikan kesempatan kepada pemegang Hak 
Atas Tanah yang terkurung memiliki akses yang diperlukan.  

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan "bangunan permanen❞ merupakan 
bangunan tetap yang tidak dapat dipindahkan seperti pabrik 
dan mes karyawan yang pembangunannya mengganggu fungsi 
konservasi. 

Pasal 29 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Karena pada umumnya hak guna usaha meliputi Tanah yang 
luas, di dalam Tanah hak guna usaha sering kali terdapat 
sumber air atau sumber daya alam lainnya. Pemegang hak guna 
usaha berhak menggunakan sumber daya alam ini sepanjang 
hal itu diperlukan untuk kepentingan usaha yang 
dijalankannya, dengan mengingat ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan kepentingan 
masyarakat sekitarnya. 

Huruf c 
Cukup jelas. 
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Pasal 30 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Perubahan hak dapat diakibatkan antara lain karena 
perubahan rencana tata ruang. Jangka waktu hak yang diubah 
melanjutkan jangka waktu hak sebelumnya untuk memenuhi 1 
(satu) siklus jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan 
pembaruan. 
Perubahan hak karena rencana tata ruang dapat diberikan 
ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak. Negara dapat 
mengambil alih sebagian Tanah yang diubah haknya dengan 
pemberian ganti rugi yang layak. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang antara lain. 
notaris, camat, atau kepala Kantor Pertanahan. 

Pasal 31 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Angka 1 
Cukup jelas. 

Angka 2 
Yang dimaksud dengan "cacat administrasi" adalah cacat 
substansi, cacat yuridis, cacat prosedur, dan/atau cacat 
kewenangan. 

Angka 3 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 
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Huruf e 
Ketentuan ini dikenakan dalam rangka pengadaan Tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum, 
Huruf f 

Dicabutnya hak berdasarkan Undang-Undang antara lain 
pencabutan untuk kepentingan umum atau dalam rangka 
penanggulangan bencana. 

Huruf g  
Cukup jelas. 

Huruf h 
Dalam hal hapusnya hak guna usaha karena Tanahnya musnah, 
yang hapus hanya bagian Tanah hak guna usaha yang musnah 
itu. Selebihnya masih tetap dikuasai dengan hak guna usaha. 
Untuk penyesuaian pencatatannya pada Kanter Pertanahan 
perubahan itu perlu didaftarkan pada Kantor Pertanahan 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Termasuk pengertian badan hukum adalah semua lembaga 
yang menurut peraturan yang berlaku diberi status sebagai 
badan hukum, misalnya perseroan terbatas, koperasi, dan 
perhimpunan. 

Pasal 35  
Cukup jelas. 
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Pasal 36 
Berbeda dengan hak guna usaha, hak guna bangunan juga dapat 
diberikan di atas Tanah hak milik. 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Pada hakekatnya hak guna bangunan merupakan hak yang 
berjangka waktu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang 
dengan pemberian, perpanjangan, dan pembaruan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, atau 
pembaruan berakhir, selanjutnya Menteri berwenang menata 
kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan Tanah 
tersebut. 
Kewenangan Menteri dimaksudkan untuk mengatur kembali 
penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan Tanah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap 
memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak atau 
diberikan Hak Pengelolaan antara lain kepada Badan Bank 
Tanah. Apabila Tanah tidak diberikan kepada bekas pemegang 
hak maka akan diberitahukan terlebih dahulu. 

Pasal 38 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Sesuai dengan maksud pelimpahan wewenang melalui 
pemberian Hak Pengelolaan maka pemberian hak guna 
bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan dilakukan oleh 
Menteri kepada calon pemegang hak atas persetujuan 
pemegang Hak Pengelolaan. 
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Ayat (3) 
Pemberian hak guna bangunan di atas Tanah hak milik pada 
dasarnya merupakan pembebanan yang dilakukan oleh 
pemegang hak milik atas Tanah miliknya. Karena itu 
pemberian dilakukan dengan suatu perjanjian antara 
pemegang hak milik dan calon pemegang hak guna bangunan 
yang dicantumkan dalam akta yang dibuat oleh Pejabat 
Pembuat Akta Tanah.  

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Ayal (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "didaftar" adalah proses pendaftaran 
hak dengan membukukannya secara manual pada buku tanah 
fisik atau secara elektronik pada saat diterbitkannya sertipikat 
apabila pada Kantor Pertanahan telah ditetapkan untuk 
melaksanakan Pendaftaran Tanah secara elektronik. 

Ayat (3) 
Walaupun hak guna bangunan itu sudah terjadi pada waktu 
dibuatnya akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud 
pada ayat (1), namun baru mengikat pihak ketiga sesudah 
didaftar oleh Kantor Pertanahan. 

Ayat (4)  
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Ayat (1) 

Ketentuan ini diadakan untuk menjamin kelangsungan 
penguasaan Tanah dengan hak guna bangunan yang pada 
umumnya dipergunakan untuk tempat tinggal dan tempat 
usaha yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. 
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Perpanjangan dan pembaruan hak guna bangunan diberikan 
atas permohonan pemegang hak. Untuk itu dalam pemberian 
perpanjangan dan pembaruan hak tersebut harus terlebih 
dahulu dilakukan penilaian apakah pemegang hak guna 
bangunan tersebut ditetapkan dalam keputusan pemberian hak 
guna bangunan yang pertama kali, serta tidak bertentangan 
dengan rencana umum tata ruang yang berlaku. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pembaruan jangka waktu hak guna bangunan di atas Tanah 
hak milik dilakukan dengan memberikan hak guna bangunan 
baru dengan perjanjian baru. 

Pasal 41 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "tanahnya sudah digunakan dan 
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya" adalah 
Tanah tersebut telah dibangun bangunan dan/atau fasilitas 
pendukungnya efektif dimanfaatkan oleh pemegang hak. Untuk 
menilai hal ini maka Kantor Pertanahan akan melakukan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Konstatasi. 
Apabila permohonan perpanjangan tidak diajukan sampai 
dengan berakhirnya jangka waktu hak guna bangunan maka 
diajukan pembaruan hak. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pendaftaran perpanjangan atau pembaruan hak guna 
bangunan tetap dilakukan secara bertahap. 

Ayat (4) 
Sebagaimana penjelasan pada ayat (1) maka untuk menilai 
tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan 
tujuan pemberian haknya Kantor Pertanahan akan melakukan 
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pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Konstatasi. 
Pendaftaran perpanjangan atau pembaruan hak guna 
bangunan. tetap dilakukan secara bertahap. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Ketentuan mengenai kewajiban pemegang hak guna bangunan 
dicantumkan dalam surat keputusan pemberian hak dicantumkan 
pada sertipikat secara manual atau elektronik. 

Pasal 43 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan bangunan permanen merupakan 
bangunan tetap yang tidak dapat dipindahkan seperti pabrik 
dan mes karyawan yang pembangunannya menganggu fungsi 
konservasi. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Perubahan hak dapat diakibatkan antara lain karena 
perubahan rencana tata ruang. Jangka waktu hak yang diubah 
melanjutkan jangka waktu hak sebelumnya untuk memenuhi 1 
(satu) siklus jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan 
pembaruan. 
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Perubahan hak karena rencana tata ruang dapat diberikan 
ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak. Negara dapat 
mengambil alih sebagian tanah yang diubah haknya dengan 
pemberian ganti rugi yang layak. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang" antara lain 
notaris, camat, atau kepala Kantor Pertanahan. 

Pasal 46 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Angka 1 
Cukup jelas. 

Angka 2 
Cukup jelas. 

Angka 3 
Yang dimaksud dengan "cacat administrasi adalah cacat 
substansi, cacat yuridis, cacat prosedur, dan/atau cacat 
kewenangan. 

Angka 4  
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Ketentuan ini dikenakan dalam rangka pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum. 

Huruf f 
Dicabutnya hak berdasarkan Undang-Undang antara lain 
pencabutan untuk kepentingan umum atau dalam rangka 
penanggulangan bencana. 

Huruf g 
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Cukup jelas. 
Huruf h 

Dalam hal hapusnya hak guna bangunan karena tanahnya 
musnah, yang hapus hanya bagian tanah hak guna bangunan 
yang musnah itu. Selebihnya masih tetap dikuasai dengan hak 
guna bangunan. 
Untuk penyesuaian pencatatannya pada Kantor Pertanahan 
perubahan itu perlu didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Ayat (1) 

Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Hak pakai dapat pula diberikan untuk jangka waktu yang 
tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan. 
Hal ini dimaksudkan untuk menjamin dipenuhinya 
keperluan Tanah untuk keperluan tertentu secara 
berkelanjutan, misalnya untuk keperluan kantor lembaga 
pemerintah, untuk kantor perwakilan asing, dan perwakilan 
badan internasional beserta kediaman kepala 
perwakilannya. 
Hak pakai yang diberikan untuk waktu yang tidak 
ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 
tertentu tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, akan tetapi 
dapat dilepaskan oleh pemegang haknya sehingga menjadi 
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Tanah Negara untuk kemudian dimohon dengan hak baru 
oleh pihak lain tersebut. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52 
Ayat (1) 

Pada hakekatnya hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu 
tertentu merupakan hak yang diberikan oleh pejabat yang 
berwenang yakni dengan pemberian, perpanjangan, dan 
pembaruan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan, atau 
pembaruan berakhir, selanjutnya Menteri berwenang menata 
kembali penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan tanah 
tersebut. 
Kewenangan Menteri dimaksudkan untuk mengatur kembali 
penggunaan, pemanfaatan, dan pemilikan Tanah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap 
memberikan prioritas kepada bekas pemegang hak atau 
diberikan Hak Pengelolaan antara lain kepada Badan Bank 
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Tanah. Apabila Tanah tidak diberikan kepada bekas pemegang 
hak maka akan diberitahukan terlebih dahulu. 

Pasal 53  
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Sesuai dengan dengan maksud pelimpahan pelimpahan 
wewenang melalui pemberian Hak Pengelolaan maka 
pemberian hak pakai di atas Tanah Hak Pengelolaan dilakukan 
oleh Menteri kepada calon pemegang hak atas persetujuan 
pemegang Hak Pengelolaan. 

Ayat (3) 
Pemberian hak pakai di atas Tanah hak milik pada dasarnya 
merupakan pembebanan yang dilakukan oleh pemegang hak 
milik atas Tanah miliknya. Karena itu pemberian dilakukan 
dengan suatu perjanjian antara pemegang hak milik dan calon 
pemegang hak pakai yang dicantumkan dalam akta yang dibuat 
oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "didaftar" adalah proses pendaftaran 
hak dengan membukukannya secara manual pada buku tanah 
fisik atau secara elektronik pada saat diterbitkannya sertipikat 
apabila pada Kantor Pertanahan telah ditetapkan untuk 
melaksanakan Pendaftaran Tanah secara elektronik. 

Ayat (3) 
Walaupun hak pakai itu sudah terjadi pada waktu dibuatnya 
akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimaksud pada ayat 
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(1), namun baru mengikat pihak ketiga sesudah didaftar oleh 
Kantor Pertanahan. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Ayat (1) 

Ketentuan ini diadakan untuk memberikan kepastian hukum 
bagi kelangsungan penguasaan Tanah dengan hak pakai yang 
pada umumnya dipergunakan untuk tempat tinggal dan 
keperluan pribadi pemegang hak pakai. 
Perpanjangan dan pembaruan hak pakai diberikan atas 
permohonan pemegang hak. Untuk itu dalam pemberian 
perpanjangan atau pembaruan hak tersebut harus terlebih 
dahulu dilakukan penilaian apakah pemegang hak pakai 
tersebut masih menggunakan tanahnya sesuai dengan 
ketentuan yang ditetapkan dalam keputusan pemberian hak 
pakai yang pertama kali. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Pembaruan jangka waktu hak pakai di atas Tanah hak milik 
dilakukan dengan memberikan hak pakai baru dengan 
perjanjian baru. 

 
Pasal 56 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "tanahnya sudah digunakan dan 
dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pemberian haknya" adalah 
Tanah tersebut telah dibangun bangunan dan/atau fasilitas 
pendukungnya efektif dimanfaatkan oleh pemegang hak. Untuk 
menilai hal ini maka Kantor Pertanahan akan melakukan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Konstatasi. 
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Apabila permohonan perpanjangan tidak diajukan sampai 
dengan berakhirnya jangka waktu hak pakai maka diajukan 
pembaruan hak. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Sebagaimana penjelasan pada ayat (1) maka untuk menilai 
tanahnya sudah digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan 
tujuan pemberian haknya, Kantor Pertanahan akan melakukan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh Petugas Konstatasi. 
Pendaftaran perpanjangan atau pembaruan hak pakai tetap 
dilakukan secara bertahap. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 57 
Ketentuan mengenai kewajiban pemegang hak pakai dicantumkan 
dalam surat keputusan pemberian hak, serta dicantumkan pada 
sertipikat secara manual atau elektronik. 

Pasal 58 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Cukup jelas. 
Huruf c 

Cukup jelas. 
Huruf d 

Yang dimaksud dengan "bangunan permanen" merupakan 
bangunan tetap yang tidak dapat dipindahkan seperti pabrik 
dan mes karyawan yang pembangunannya menganggu fungsi 
konservasi. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 
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Pasal 60 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Perubahan hak dapat diakibatkan antara lain karena 
perubahan rencana tata ruang. Jangka waktu hak yang diubah 
melanjutkan jangka waktu hak sebelumnya untuk memenuhi 1 
(satu) siklus jangka waktu pemberian, perpanjangan, dan 
pembaruan. 
Perubahan hak karena rencana tata ruang dapat diberikan 
ganti kerugian yang layak kepada pemegang hak. Negara dapat 
mengambil alih sebagian Tanah yang diubah haknya dengan 
pemberian ganti rugi yang layak. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dimaksud "pejabat yang berwenang" antara 
lain notaris, camat, atau kepala Kantor Pertanahan. 

Pasal 61 
Huruf a 

Cukup jelas. 
Huruf b 

Angka 1 
Cukup jelas. 

Angka 2 
Cukup jelas. 

Angku 3 
Yang dimaksud dengan "cacat administrasi" adalah cacat 
substansi, cacat yuridis, cacat prosedur, dan/atau cacat 
kewenangan. 
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Angka 4 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Ketentuan ini dikenakan dalam pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingat umum. 

Huruf f 
Dicabutnya hak berdasarkan Undang-Undang antara lain 
pencabutan untuk kepentingan umum atau dalam rangka 
penanggulangan bencana. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Dalam hal hapusnya hak pakai karena tanahnya musnah, yang 
hapus hanya bagian Tanah hak pakai yang musnah itu. 
Selebihnya masih tetap dikuasai dengan hak pakai. Untuk 
penyesuaian pencatatannya pada Kantor Pertanahan 
perubahan itu perlu didaftarkan pada Kantor Pertanahan. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Huruf j 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Cukup jelas. 

Pasal 65 
Cukup jelas. 
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Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Ayat (1) 

Konsep pendaftaran atas pemilikan Satuan Rumah Susun 
menganut asas pemisahan horizontal yakni hak kepemilikan 
atas Satuan Rumah Susun merupakan hak milik atas Satuan 
Rumah Susun yang bersifat perseorangan yang terpisah 
dengan hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan 
Tanah bersama. 
Terhadap hak bersama atas bagian bersama, benda bersama, 
dan Tanah bersama dihitung berdasarkan atas nilai 
perbandingan proporsional. Namun untuk kepemilikan Satuan 
Rumah Susun oleh Orang Asing, terhadap hak atas Tanah 
bersamanya tidak dihitung. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Cukup jelas. 

Pasal 69 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "dokumen keimigrasian" adalah visa, 
paspor, atau izin tinggal yang dikeluarkan oleh instansi yang 
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan mengenai keimigrasian. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "ahli waris" adalah Warga Negara 
Indonesia atau Orang Asing yang mempunyai dokumen 
keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan mengenai keimigrasian, 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 70 
Cukup jelas. 

Pasal 71 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "kawasan ekonomi lainnya" merupakan 
kawasan perkotaan dan/atau kawasan pendukung perkotaan, 
kawasan pariwisata, atau kawasan yang mendukung 
pembangunan hunian vertikal dan memberikan dampak 
ekonomi kepada masyarakat. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74  
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "bidang Tanah" adalah bagian 
permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang 
berbatas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "struktur dan/atau fungsi terpisah dari 
pemegang Hak Atas Tanah" adalah struktur dan/atau fungsi 
bangunan yang dapat berbeda dalam penggunaan dan 
pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah 
dengan penggunaan dan pemanfaatan bidang Tanah pada 
permukaan Tanah. 
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Ayat (3) 
Huruf a 

Yang dimaksud "Ruang Bawah Tanah dangkal" adalah 
Ruang Bawah Tanah yang masih berhubungan dengan Hak 
Atas Tanah pada permukaan bumi. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 

Pasal 76 
Cukup jelas. 

Pasal 77 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "dimanfaatkan" adalah pada Ruang 
Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah telah selesai 
pembangunan fisiknya dan digunakan sesuai dengan 
peruntukannya. 

Ayal (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas, 

Pasal 78 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 
Yang dimaksud dengan "penilai pertanahan" adalah penilai 
publik yang telah mendapat lisensi dari Menteri untuk 
menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentin gan umum, atau kegiatan 
pertanahan dan penataan ruang lainnya. 

Pasal 79 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan "penilai pertanahan" adalah penilai 
publik yang telah mendapat lisensi dari Menteri untuk 
menghitung nilai objek kegiatan pengadaan tanah bagi 
pembangunan untuk kepentingan umum, atau kegiatan 
pertanahan dan penataan ruang lainnya. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah secara elektronik" 
merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali dan 
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pemeliharaan data Pendaftaran Tanah, termasuk pelayanan 
informasi dan/atau pelayanan pertanahan lainnya yang 
dilakukan melalui sistem elektronik yang dibangun oleh 
Kementerian. 

Ayat (2) 
Kegiatan Pendaftaran Tanah pertama kali meliputi 
pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan 
pemetaan), pembuktian hak dan pembukuannya, penerbitan 
sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, serta 
penyimpanan daftar umum dan dokumen berupa data, 
informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik yang 
dibuat melalui sistem elektronik Kementerian. 
Kegiatan pemeliharaan data Pendaftaran Tanah meliputi 
pendaftaran peralihan dan pembebanan hak dan pendaftaran 
perubahan data Pendaftaran Tanah lainnya berupa data, 
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dibuat 
melalui sistem elektronik Kementerian. 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan "data dan Informasi elektronik 
dan/atau hasil cetaknya" antara lain alas hak yang sudah 
dilakukan alih media (scan) menjadi dokumen elektronik dan 
telah divalidasi oleh pejabat berwenang. 
Dalam proses alih media, dinyatakan bahwa dokumen yang 
dilakukan alih media (scan) adalah sesuai dengan aslinya. Hasil 
alih media (scan) menjadi dokumen elektronik yang disimpan 
dan dikelola oleh sistem elektronik yang terverifikasi. 
Dokumen elektronik yang dibuat oleh sistem elektronik atau 
hasil alih media (scan) menjadi merupakan alat bukti hukum 
yang sah dan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan 
hukum acara yang berlaku di indonesia. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 
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Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Ayat (1) 

Penyimpanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) akan menghemat tempat dan mempercepat 
akses pada data yang diperlukan, tetapi penyelenggaraannya 
memerlukan persiapan peralatan dan tenaga serta dana yang 
besar sehingga pelaksanaannya akan dilakukan secara 
bertahap. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "data dan/atau dokumen elektronik" 
adalah data, informasi, dan/atau dokumen dalam rangka 
Pendaftaran Tanah yang dihasilkan melalui sistem elektronik 
maupun hasil alih media. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

 
Pasal 86 

Cukup jelas. 
Pasal 87 

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "Pendaftaran Tanah secara sistematik" 
adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang 
dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek 
Pendaftaran Tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau 
bagian wilayah suatu desa/kelurahan atau nama lainnya yang 
setingkat dengan itu. 
Pendaftaran Tanah secara sistematik dilakukan secara 
serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh 
wilayah Republik Indonesia yang meliputi pengumpulan data 
fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek 
Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya yang 
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pembiayaannya berasal dari anggaran pemerintah dan/atau 
masyarakat, untuk itu pemilik bidang Tanah diharapkan wajib 
mengikuti kegiatan Pendaftaran Tanah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 88 
Ayal (1) 

Bahwa pada dasarnya yang diumumkan adalah data fisik dan 
data yuridis yang akan dijadikan dasar pendaftaran bidang 
Tanah yang bersangkutan. 
Untuk percepatan Pendaftaran Tanah maka jangka waktu 
pengumuman Pendaftaran Tanah secara sistematik dilakukan 
selama 14 (empat belas) hari kalender dan jangka waktu 
pengumuman Pendaftaran Tanah secara sporadik dilakukan 
selama 30 (tiga puluh) hari kalender. 

Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Bahwa pada dasarnya apabila dokumen permohonan pendaftaran 
hak tanggungan telah dinyatakan memenuhi syarat dan tanah 
yang bersangkutan bukan merupakan objek perkara pengadilan, 
bukan objek perietapan status quo oleh hakim yang memeriksa 
perkara, atau bukan objek sita pengadilan maka hak tanggungan 
dapat dibukukan/diterbitkan sertipikat hak tanggungannya. 
Dengan penerapan pendaftaran pembebanan hak tanggungan 
melalui sistem elektronik maka jangka waktu yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan penerbitan pendaftaran pembebanan hak 
tanggungan dapat lebih cepat. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 
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Pasal 92 
Cukup jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas. 

Pasal 94 
Bahwa pada dasarnya Warga Negara Indonesia merupakan subjek 
hak yang dapat mempunyai hak milik. Perubahan hak guna 
bangunan menjadi hak milik dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ketentuan ini 
dikecualikan untuk daerah yang memp247/251akan kearifan 
lokal belum memberikan hak milik kepada Warga Negara 
Indonesia seperti Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 
Pasal 95  

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Kenyataan penguasaan fisik dinyatakan dalam surat 
pernyataan yang terdapat keterangan dari sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang saksi yang dapat dipercaya, karena 
fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk 
yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak 
Tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan 
keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik 
dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal. 

Pasal 96 
Ayat (1) 

Bahwa alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat tersebut 
objeknya belum diterbitkan sertipikat. Jangka waktu 5 (lima) 
tahun dipertimbangkan menjadi jangka waktu penyelesaian 
Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. 
Dengan tidak berlakunya alat bukti tertulis bekas Tanah milik 
adat, tidak mengubah status Tanah tersebut. 
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Ayat (2)  
Cukup jelas. 

Pasal 97 
Cukup jelas. 

Pasal 98 
Ayat (1) 

Ketentuan ini merupakan ketentuan Bagian Keempat Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- 
Pokok Agraria. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Yang dimaksud dengan diatur menurut Undang-Undang" 
antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah 
mengatur tersendiri mengenai tanah-tanah swapraja di 
wilayah kesultanan Yogyakarta. 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Angka 1 

Ketentuan ini berlaku asas presumption justea causa bahwa 
setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus 
dianggap benar menurut hukum. 

Angka 2 
Cukup jelas. 
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Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

 
 
 


